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KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Bahren T. Sugihen, MA
(Guru Besar Sosiolog Unsyiah)

Pengedalian masalah sosial melalui kearifan local merupakan
hal yang penting, karena menyangkut kepentingan masyarakat, sebe-
lum suatu kebijakan sosial di implementasikan sesuai dengan hara-
pan masyarakat. Buku ini diawali oleh penulis sebagai buku ajar bagi
mahasiswa Prodi Sosiologi FISIP Unsyiah dan Prodi Pengembangan
masyarakat islam dan konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Ra-
niry Banda Aceh dalam mempelajari mata kuliah masalah sosial dan
kebijakan Sosial. Namun sekarang buku ini tidak hanya digunakan
untuk kalangan kampus tapi juga telah dirubah menjadi buku teks
yang dapat digunakan bagi pembaca yang memilki keminatan dibi-
dang sosial.

Buku ini bertujuan untuk membantu mereka yang bermi-
nat mempelajari dan ingin memahami kebijakan Sosial. Beberapa
konsep, teori dan model dalam permasalahan sosial diperkenalkan
dalam membantu mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis
proses pembuatan dan penetapan kebijakan sosial. Buku ini menjadi
penting dalam konteks bagaimana kita seharusnya memahamai pros-
es kebijakan sosial sebagai sesuatu yang berpengaruh secara nyata
dalam kebidupan bermasyarakat. Disamping itu buku ini juga secara
spesifik melihat bagaimana model kebijakan sosial dan kebijakan
public dalam perspektif Islam.

Disamping itu Buku ini memberikan gambaran kepada pem-
baca bagaimana upaya pengendalian masalah sosial melalui kearifan
local. Dalam kajian ini yang menarik untuk kita simak dari berbagai
pendekatan sosiologis yang dirangkum diawali melalui penelitian
yang akademik yang dilakukan sendiri oleh si penulis. Hal ini dapat
kita lihat pada Bab III dan IV, karena itu buku ini sangat berguna
bagi mereka yang ingin mendalami ilmu kemasyarakatan, terutama
mahasiswa yang menekuni bidang Sosiologi, Pekerja Sosial, Pengem-
bangan Masyarakat Islam serta analis sosial perlu untuk menyimak
lebih dalam apa yang telah ditawarkan dari berbagai analisis sosial
yang digambarkan seperti analisis Pohon, Analisis SWOT, Analisis
Aktor dan berbagai pendekatan lainnya.
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Buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai rujukan dalam dupi,
akademik, tetapi juga masyarakat luas yang punya kepedulian sosig]
dalam melihat maraknya permasalahan sosial yang terjadi dewas,
ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis semoga,
karya ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi si pembacanya,
dan terus memberikan dampak positif terhadap dunia akademik,
khususnya mereka yang mengkaji tentang permasalah sosial.

Darussalam,  Januari2015
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KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Ir. H. Hasanuddin, M.S.
(Ketua Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)

Ketika penulis menghubungi saya agar memberikan kata pen-
gantar, saya meresponnya dengan baik, karena niat dan kesempatan
untuk menulis buku teks tidak semua orang memiliki waktu, karena
kesibukannya. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada penu-
lis, dan ketika saya membaca judul buku mengenai “Pengendalian
Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal” saya tertarik untuk memberi-
kan masukan karena buku ini adalah membahas realitas permasala-
han sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya
melihat masalah Aceh dan umumnya Indonesia. Menariknya lagi,
kajian yang dibahas merupakan karya yang dilahirkan dari sebuah
penelitian ilmiah yang berhubungan langsung dengan disiplin ilmu
penulis, yakni Sosiologi.

Selanjutnya saya melihat untuk konteks Aceh, buku yang berk-
enaan dengan tema masalah sosial masih langka untuk ditulis, dan
mungkin karena kajian ini berkembang di barat sehingga banyak hal
yang menyebabkan ketertarikan ilmuwan Indonesia untuk menulis-
nya, lebih banyak tulisan dalam bentuk terjemahan yang dibuat oleh
kalangan sosiolog Indonesia dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Dalam buku ini dijelaskan tentang apa itu masalah sosial,
bagaimana pengendalian masalah sosial ini dilakukan oleh tokoh
n;asyarakat di tingkat gampong (desa), dan teori sosiologi serta anali-
sis pendekatan masalah sosial yang ditawarkan sangat memudahkan
bagi pembaca, dan juga memberikan masukan kepada pemerintah
dalam pengambilan keputusan dalam bidang sosial yang diarahkan
kepada kebijakan sosial atau kebijakan publik dalam perspektif Islam,
apalf':lgl Provinsi Aceh satu-satunya di Indonesia telah menjalankan
Syaqat Islam sudah sepatutnya memberikan kebijakan dalam pers-
pektif Islam, Karena itu, saya sangat mengapresiasi usaha penulis,
;ifﬁg%a. karya ini terus dikembangkan dan semakin banyak juga pe-
Kajian ailln yang menulis hal yang serupa seiring di Aceh khususnya
mem‘l‘klmu so§1al terus berkembang, misalnya di UIN Ar- Raniry

tiki Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Iskandar Muda
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(UNIDA) ada Prodi Sosiatri atau sekarang berubah namanya mer,.
jadi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, serta di Universitas )y,
likussaleh (Unimal) ada Prodi Sosiologi. Khusus untuk Unsyiah, se.
bagai sebuah universitas Jantong Hate Rakyat Aceh, Prodi Sosiologj
telah ada sejak tahun 2007 berada di bawah Fakultas Ilmu Sosia] dap
llmu Politik (FISIP). Selanjutnya, hampir semua universitas di Aceh
telah menggalakkan lahirnya Prodi Ilmu-ilmu Sosial, mengingat per-
masalahan sosial yang kompleks terus terjadi, apalagi pasca konflik

dan gempa tsunami di Aceh, yang membutuhkan lahirnya sosiolog-
sosiolog atau pekerja sosial dalam penanganannya.

Demikian, sekedar pengantar semoga bermanfaat, tiada gad-
ing yang tak retak, begitupun buku ini, An ggap saja kekurangan yang

ada, justru peluang bagi pembaca untuk berpartisipasi dan berkontri-
busi. Wassalam.

Banda Aceh, Januari 2015
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengalaman membina mata kuliah masalah sosial dan melaku-
kan penelitian yang berhubungan dengan masalah sosial dan mem-
berikan materi presentasi pada beberapa pelatihan dan workshop
dengan instansi pemerintah dan swasta maka terasa perlu kiranya
menuliskannnya kedalam satu buku yang dapat dimanfaatkan untuk
karya akademik untuk mengenalkan konsep, prosedur menganalisa
dengan pendekatan Kajian Sosiologi.

Buku Pengendalian masalah sosial melalui kearifan lokal ini
pada awalnya merupakan bahan ajar dalam bentuk modul yang dice-
tak sendiri oleh penulis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
mata Kuliah Masalah Sosial di Prodi Sosiologi pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, dan Mata Kuliah Ke-
bijakan dan Perencanaan Sosial di Prodi Pengembangan Masyarakat
Islam dan Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry, Mempertim-
bangkan sebagai bagian dari karya akademik maka akhirnya penulis
memberanikan diri dari bahan ajar menjadi buku teks yang mampu
memberikan nuansa tersendiri, baik dari segi substansial, struktur
maupun gaya penulisan. Sebagai subtansial dilakukan penyesua—ian
dengan menambah kajian hasil penelitian dengan pendekatan kea-
rifan local ke Acehan yang relevan sebagai kajian Sosiologi. Pe-
nyesuaian dalam hal struktur, terutama dilakukan untuk lebih focus
memisahkan topic-topik inti yang sebelumnya terangkum dalam bab
tersendiri. Sedangkan dari segi penulisan diarahkan gaya penulisan-.
nya pada penulisan popular agar lebih Komunikatif, meskipun belum
semua tersentuh.

Kehadiran buku ini adalah untuk menambah khazanah peng-
etahuan bagi para mahasiswa, peneliti pemula yang tertarik dengan
k‘ajian masalah sosial, lembaga terkait, untuk mengkaji lebih lanjut
sistem pemecahan masalah sosial berbasis kearifan local. Dalam Buku
ini Penulis menggambarkan tentang teori dan analisa yang diguna-
kan dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi dan
Juga membahas tentang hasil temuan penelitian tentang penanganan

masala}} sosial dengan pemcahannya menggunakan pendekatan pe-
nyelesaian berbasis masyarakat lokal.
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Kepada pihak penerbit, saya mengucapkan banyak terip,
kasih atas kesediaanya menerbitkan buku ini, ucapan terima kagi
juga buat Prof Hasanuddin dan Prof Bahren T. Sugihen yang telah
bersedia memberikan kata pengantar dalam buku ini, saudara Sabiri
sebagai editor, kepada kolega, khususnya dosen dan civitas akademik
FISIP Unsyiah dan dosen UIN Ar-Raniry yang telah ikut mendorong
dan turut memberikan masukan, Saudara Tubin sebagai Layout, dan
tak terhingga juga kepada Ibunda Mariana, Istri tercinta Ewi Mauli-
za dan ananda Daffa Maulana, yang ikut mendukung penulis untuk
pe-nyelesaian buku ini. Kepada para pembaca, dengan rendah hati
saya akan menyambut dengan baik setiap koreksi atau saran-saran

perbai-kan terhadap buku, baik berkenaan dengan ruang lingkup,
sistema—tika maupun isinya.

Banda Aceh, Januari 2015

Masrizal, S.Sos.I, MA
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BAB1
MASALAH SOSIAL

A. DEFENISI MASALAH SOSIAL

Masalah sosial (problema sosial) merupakan permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan
berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga ke-
masyarakatan (Soerjono Soekanto, 2006:310). Selanjutnya Coleman,
J.W and Cressey, 1984, menjelaskan bahwa Masalah sosial dalam per-
spektif sosiologis sering disebut sebagai problem sosial (social prob-
lems) Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang
mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kom-
pleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang
atau teori). Suatu fenomena atau gejala kehidupan dikatakan seba-
gai masalah sosial (social problems) adalah apabila: Pertama, sesuatu
yang dilakukan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai den-
gan nilai-norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok; kedua, sesuatu
yang dilakukan individu atau kelompok itu telah menyebabkan ter-
jadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok; dan Ketign, sesuatu
yang dilakukan inidividu atau kelompok itu telah memunculkan keg-
elisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok (Coleman,
J.W and Cressey, 1984),

2 Sedanglfan Weinberg dalam Soetomo (2009), Masalah sosial
3 alah kopd'lsl.yafng dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan
engan n.llal-mlal oleh kalangan yang signifikan, dimana mereka
Zil:algzgdlguguflkannya suatu tindakan untuk merubah situasi terse-
- 9¢peril halnya Situasi yang dinyatakan, Kalangan yang signifi-
kan dan Kebutuhan akan tindakan pemecahan

1
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gmmHmNm_. Z>

Objek kajian studi masalah sosial itu begitu ko

ga analisis tentang suatu fenomena sosial dikatakan mB% Hmr.m. Sehing,
(problem) dapat ditinjau dari beragam perspektif amu 48al masgyy
misalnya sesuatu dikatakan problem menurut teori ?M ogam teorj),
tural akan berbeda dengan teori konflik, atau teori w:mm mmo.:a.m::x.
bolik, atau teori integrasi. Sedangkan Parrilo dalam moMOm_oEm S
untuk dapat memahami pengertian masalah sosial mmacﬂw ﬁoom.v\
kan empat hal, yaitu: (1) masalah itu bertahan untuk suaty ?:_sg.
waktu tertentu; (2) dirasakan dapat menyebabkan beragam wwﬂf%
secara fisik dan non fisik pada individu dan kelompok; (3) Bm:mss
kan pelanggaran terhadap nilai atau standar sosial atau %:&-mmmm
kehidupan masyarakat; dan (4) menuntut adanya usaha untuk dicarj

pemecahannya.

Beragamnya pengertian atau definisi tentang masalah sosial
(social problems) yang dikemukakan oleh para ahli di atas memper-
kaya wawasan kita bahwa masalah sosial merupakan masalah yang
dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya ada yang disebabkan oleh
individu dan juga dipengaruhi oleh orang Jain atau sistem. Mis-
alnya masalah sosial yang diakibatkan oleh individu, yakni seorang
pencuri yang selalu merugikan orang lain atau semacamnya, dalam
hal ini Sehingga Sosiolog melihat pada konteks masalah sosial sep-
erti kejahatan, kemiskinan, Korupsi, perceraian, pengangguran &Em
yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia dewasa ini sePer
tawuran antar pelajar, trafiking dan lain-lain.

Untuk melihat dan memberikan penanganan yang mmzw_wmﬂww
adap wmammmﬁrm: sosial ini akan dibahas ~mvmr ﬁmm.m_,.mr ww M:m g..g pat
tentang tahapan-tahapan analisis masalah sosial. mmr_:mm_w: torsebut
memahami lebih lanjut bagaimana melihat mm@_.hm: Bmww:ﬂ .
dilihat pada konteks individu, kelompok dan lain sebagally

: SIAL
B. TAHAPAN-TAHAPAN ANALISIS MASALAH SO g
. B apa all «~.
Hatma Indra Jaya (2008), menjelaskan ada wrcow mmg_\ m%sm,:

analisis Eumm_m: s

'yang dapat dilakukan sebelum meng e apangan, Pl
berikut: pertama, tahap persiapan sebelum ot mencart )
mental, mencari tahu budaya wilayah mm,%ﬂﬂ,m: m?:ru::ﬁ; _m_:a
at : jak
.rpengaruh) mencart ¢ A i ©
B quﬁxswﬂa T_vrmﬁ mengenal gituast d
. p L

ografi mvao:m\ﬁ_mmm.

Masalah Sosial

dengan masuk kedalam tahap menganalisa masalah dan analisa po-
tensi untuk selanjutnya masuk dalam tahapan rancangan perubahan

sosial.

Dalam memahami tahapan analisa masalah sosial banyak hal
yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan sebelum betul-betul
memberikan solusi pemecahan masalah sosial. Dikarenakan dalam
menganalisa itu sendri perlu adanya aktifitas yang memuat tentang
mengurai masalah tersebut secara mendalam, membedakan, memi-
Jah dan memilih mana yang lebih dikatakan sesuatu hal dikatakan
masalah sosial, dan kemudian kita mampu dengan benar-benar me-
nafsirkannya sebagai sebuah masalah sosial. Disamping itu juga se-
bagai seorang sosiolog atau tenaga pendamping sosial (pekerja sosial)
kita sangat dituntut untuk mendiskusikan apa yang kita dapatkan di-
lapangan dan juga mengkritisi elemen-elemen yang terlibat. Dalam
menganalisis masalah sosial seorang sosiolog atau pekerja sosial per-
lu memahami secara mendalam tentang melakukan pendekatan jenis
analisa datanya, biasanya analisa data dapat kita lakukan dengan
pendekatan kuantitatif maupun dengan pendekatan kualitatif.

Pada pendekatan kuantitatif kita dituntut mampu membaca
angka-angka yang telah diterbitkan oleh lembaga terkait, misalnya
oleh badan pusat statistik (BPS) atau instansi lain yang telah lebih
dahulu mengumpulkan masalah tersebut. Contohnya data tentang
jumlah penduduk miskin dan pelaku kriminal dan lain-lain. Dimana
pada tahap ini dituntut untuk membaca data mentah, kemudian me-
nyederhanakannya, dan terakhir membuat analisisnya. Sedangkan
pada pendekatan kualitatif seorang pekerja sosial harus mendatangi
lokasi yang teridentifikasi melakukan masalah sosial tersebut den-
gan terlebih dahulu mengumpulkan data masalahnya melalui koran
atau media televisi sebelum melakukan analisis. Sebagai seorang So-
siolog atau pekerja sosial apabila sudah mendapatkan data melalaui
dua pendekatan tersebut maka dituntut untuk action data, dimana
data yang didapatkan kemudian dikomunikasikan dengan lembaga
yang terkait dalam menangani masalah sosial, sehingga data tersebut
mampu memberikan solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi
oleh masyarakat.
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c. TEKNIK ANALISIS MASA
knik analisis masalah sosial seorang sog;.
ti mampu mengurai masalah sosial terse.
i i lihat teknik

hana mungkin sehingga mampu me A
_UMM mMmeﬂhﬁcw dipilih dalam menganilisis Bmm&m_r tersebut, berj.
W& m&.%m%mz beberapa teknik analisis Bmmm.Hm.r sosial yang diguna.
kan o__mr Hatma Indra Jaya dalam Bm:mmbwrmﬂm masalah sosial. Per.
tama dengan analisis statistika sosial Aw:.m_._ma.mwﬁnv\ kedua analisis
dinamika sosial (analisis proses dan analisis historis), Wmsm.m analisis
jalur (analisis pohon), keempat analisis SWOT, dan terakhir analisis

kesadaran.

LAH SOSIAL

Berbicara tentang te
olog atau pekerja sosial mes

1. Analisis Statistika Sosial (analisis aktor)
Analisis social model statistika sering juga disebut dengan ana-
lisis struktur social dalam kajian Sosiologi atau dalam kajian
Disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial disebut dengan analisis ac-
tor, karena kajiannya focus pada pendiskripsian peran actor
dan melihat asal struktur sosialnya dalam melihat masalah so-
cial. Di samping itu kajian analisis actor dalam pandangan
Aguste Comte mampu menjawab persoalan social Bmmv\mnmr.mw
karena kajian ini melihat dua hal, yakni apsek statika social
dan dinamika social. Selanjutnya dalam pandangan Karl Marx
Analisis actor ini lebih banyak perannya diambil oleh intele-
ktual, karena mereka memahami dengan betul strategi dalam
memecahkan persoalan social yang dihadapi, hal ini sepertl
yang digambarkannya dalam penelitiannya tentang w.ch cm.
ruh (proletar) dan borjuis dalam dunia industri. Dimana 1a
menggambarkan bahwa kaum borjuis selalu menindas atau
mengeksploitasi kelompok proletar dalam teorinya ?.&::mm.:
kelas-kelas sosial. Dalam kajian ini hal yang perlu diperhati-
kan adalah :

a. Buat ringkasan ide utama dari sebuah kejadian masalah 50
sialnya

b. Arahkan tujuannya setalah dikaji masalahnya

c. Identifikasi siapa saja actor yang terlibat

d. Pastikan semua actor tersebut berperan se
cakapannya (keahliannya).

e. Arahkan kajian memahami aktornya tidak hanya ™
hat sisi positif dari apa yang dilakukan tapi lihat jugd

7
guai dengan ke

eli-
sisi

Masalah Sosial

pemamfaatan dari penyelesaian masalah sosialnya, seperti
pandangan marx melihat actor yang mencari kepentingan
atau keuntungan dari maslah social tersebut.

f. Buat perencanaan social yang matang dengan memberikan
model penyelesaian yang tidak hanya sementera tapi per-
manen.

g. Lakukan monitoring dan evaluasi pada setiap apa yang
telah dicapai dengan terus berbenah apa yang menjadi

kekurangan dari penyelesaian.

Analisis Dinamika Sosial

Seorang Sosiolog atau Pekerja Sosial harus mampu memaha-
mai apa yang dimaksud dengan dinamika social. Dinamika so-
cial adalah proses perubahan yang terjadi dalam lingkungan
masyarakat baik itu dari aspek nilai, budaya, perilaku individu,
maupun kelompok atau institusi. Perubahan sosial atau dina-
mika sosial ini perubahannya ada yang bersifat lambat dan ada
juga yang cepat. Misalnya sesuatu yang lambat, seperti men-
gubah perilaku kebiasaan seseorang dari suatu hal yang tidak
pernah dia lakukan kesuatu hal yang baru. Sedangkan peru-
bahan yang cepat adalah pengenalan terhadap alat teknologi
yang saat diukur tingkat efesiennya waktunya lebih diband-
ingkan dengan sebelumnya. Namun tidak besar kemungki-
nan juga banyak persoalan yang dihadapi dalam memahami
perubahan sosial yang cepat, seperti rasa tanggung jawab dan
penghormatan terhadap orang lain sering diabaikan atau ser-
ing di istilahkan dalam kajian sosiologi atau psikologi disebut
dengan anomi (melupakan yang lama dan belum memastikan
yang baru tersebut sesuatu yang harus dilakukan).

ber melakukan analisis dinamika sosial kita perlu mema-
hami yang namanya sejarah (histori) karena kajian ini mampu
mengarahkan si analisanya untuk mengkaji dan memahami
sumber utama perubahan yang terjadi. Sedangkan untuk meli-
hat arah perubahan sosial tidak dapat digeneraslisir tetapi pe-
E.om.:mn tersebut berjalan secara linier, yakni lurus bertahap
dan juga sebaliknya. Seperti halnya ada muncul istilah disorder
Q.oﬁo?m:m yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat) baik
dilihat dari segi budaya maupun norma yang berlaku dalam
masyarakat. Seperti makan Bmsmmcsmrm:\ tangan kiri, makan
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sambil berdiri, berpakaian tidak menutup aurat.

Pada tahapan ini yang perlu dlihat adalah :

a. Menentukan persoalan utama yang akan dilihat

b. Lakukan diskusi rutin dengan masyarakat

c. Amati perkembangannya

d. Membuat kesimpulan sementara

e. Mengatasi persoalan sembari mempertanyakan langkap,
yang telah dipilih.

Analisis Pohon (analisis jalur)

Analisis pohon ini adalah bentuk analisis yang sering digu-
nakan oleh sosiolog atau disiplin ilmu soasial lainnya dalam
memecahkan persoalan yang dihadapi. Analisis pohon mem-
punyai asumsi dasar bahwa setiap masalah mempunyai ket-
erkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan da-
pat dikatakan mengalami ketergantungan (interdependence)
antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam memahami
masalah sosial ada yang disebut dengan analisis dalam peng-
kajiannya yang dilihat dari bagian daun, bunga, cabang, buah,

batang dan akar.
Daun

Batang

Akar

Gambar Pohon

Masalah Sosial

Melihat analisa pohon ini dituntut bagi seorang analis un-
tuk memahami dengan benar bagaimana keterkaitan antara
daun, batang, cabang, dan bunga. Pada analisis ini dijelaskan
bahwa daun masalah mengalami ketergantungan dengan akar
masalah, namun akar masalah tidak bergantung dengan daun
dan batang. Sehingga menyelesaikan masalah pada level daun
tidak menjawab permasalahan secara keseluruhan. Seperti
halnya kita memangkas daun dari pohon tersebut, maka akan
tumbuh dari batang rantingnya dan daun bermasalah lagi, be-
gitu juga dengan batang, sehingga pohon tersebut tidak akan
mati. Untuk itu pada analisis Pohon ini dijelaskan bahwa jika
permasalahan diselesaikan melalui akar maka akan mati dan hi-
lang pohon tersebut. Maka pada tahap analisa pohon ini diper-
lukan kejelian seorang analis dalam mencari akar dari suatu
masalah. Analisa Pohon ini membuktikan bahwa apabila akar
telah dimusnahkan atau mati dan hilang, maka secara otomatis
bunga, daun, buah, dan batang tidak akan tumbuh kembali. Bi-
asanya analisa pohon ini digunakan untuk menjawab konflik-
konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat,
misalnya konflik yang dilatarbelakangi oleh: tawuran, SARA,
Narkoba, persaingan politik, konflik lahan, Agama dan konflik
sosial lainnya.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah alat analis yang digunakan oleh banyak
lembaga sosial, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta
(CSO/LSM). SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekua-
tan), Weaknesses (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat
(ancaman). Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi
maka perlu dirincikan kembali masing-masing hal yang ada di
dalam pemahaman terhadap SWOT itu sendiri.

.ms.zw:» (kekuatan/potensi) yang dimaksud dalam analisa
ini adalah kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh individu,
kelompok atau organisasi tersebut, misalnya: ketersediaan
uang, tenaga (resourches) dan lahan. Weakness (Kelemahan),
merupakan sesuatu titik kelemahan yang dimiliki secara inter-
nal oleh individu, kelompok atau o—,m.mammmr misalnya, kualitas
Sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya motivasi
untuk merancang sesuatu program dan menyelesaikan sesua-
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tu persoalan. Opportunity, (Peluang) dalam tahay ;..

yang dimaksud adalah sesuatu yang datang q ar"? 1 inj Peluang
mudian individu, kelompok atau organisasi mel Uar yang .’
patan untuk merancang dan melaksanakannya, TZ;IILIE» kesen,
(ancaman), melihat ancaman yang muncul, biasana T Thyeyy
ini datangnya dari luar individu, kelompok atauyz anca.man
Pada analisis ini seorang analis dituntut memahamirg_amsasi.
wan dan saingan. Siapa la.

Disamping ke empat model analaisis di atas diperlukan i
menggali strategi lain yang menjadi tolak ukur utama dal e

S . . alam pemecy.
han masalah sosial, seperti menggunakan model analisis capacity
building organisasi masyarakat lokal. Dimana model ini dianggap
mampu menjawab persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat
karena model ini mencoba menggali potensi yang dimiliki langsung
oleh masyarakat setempat, seperti pengetahuan mereka terhadap
persoalan yang dihadapi, seperti halnya masalah kemiskinan. Sebuah
organisasi akar rumput (ditingkat gampong) yang bergerak pada
bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang disebut dengan
organisasi Balee Inong (BI) yang ada di Kota Banda Aceh menggali
potensi pemecahan masalah sosial dengan melihat tiga model, yakni
model pertama, mengidentifikasi, pada tahap utama ini kelompok
Balee Inong mengidentifikasi apa saja penyebab yang dihadapi olgh
kelompok dan anggota masyarakatnya yang dalam istilah disiplin
ilmu Pekerjaan Sosial disebut dengan PMKS (penyandang masalah
kesejahteraan Sosial)

Kedua, mensosialisasikan, pada langkah ini, setelah masyarak;t
mengidentifikasi masalahnya kemudian mensosialisasikan ke}"’_l,ﬁ
kelompok dan anggota masyarakatnya strategi apa yang akan dip! Ls
dalam memecahkan masalahnya. Ketiga, atau yang lcmlfl“r’, p.m,ssi_
pembinaan. Pada tahap ini ketika sudah diidentifikasi, dllsosmh?;l,‘si
kan, dan selanjutnya perlu ada pembinaan, dalam tahap int Orl.;ﬁ“‘t‘_];‘si
BI tersebut mencari dukungan kepada Jembaga-lembaga atat “w;u,‘m
pemerintah yang bergerakan pada bidang pemberdayaan pcrg‘ll\’“}“ng
dan anak, kemudian mendapatkan pelalilmn-pelatihal\ baik

1icr li d(\ri
langsung m : oti lel tersebut diga i
gsung mendapatkan praktiknya, Ketiga mod¢ ol ujung jom

'hddﬂpl' )'dl\g
l] l)_l)[ (idcn.
a lembag?

masyarakat sendiri dan masyarakat sendiri yang menj
bak pertama dalam menyelesaikan persoalan yang ¢
dalam istilah mereka disebut dengan capasity puilding ¥
tifikasi, Sosialisasi dan Pembinaan) yang sejak tumbuhny

Masalah Sosial

akar rumput ini didampingi oleh Women's Development Centre (WDC)
Kota Banda Aceh, dengan kekuatan penuh dari pemerintah Kota Ban-
da Aceh dan Lembaga asing, yakni Ford Foundation dengan dimediasi
oleh SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation)

Konsep capasity building dalam mengorganisasikan masyarakat
lokal dengan menggunakan pemberdayaan perempuan dan anak
dalam konteks membagun kapasitas masyarakat untuk membuat
keputusan yang kolaboratif dan tersosialisasikan, dengan men-
dukung tim kerja dan menghargai serta mengembangkan bentuk-
bentuk upaya lokal dan swadaya dalam masyarakat dalam menang-
gulangi masalah sosial.

Belajar dari unsur-unsur konsep model capasity building yang
dikembangkan oleh Warren (1978) dalam Dwi Yuliani, dkk, yang men-
gatakan bahwa penyebab terjadinya masalah sosial dalam masyarakat
Kkarena tidak terbangunnya fungsi-fungsi sosial masyarakat, seperti
fungsi sosialisasi, kontrol sosial dan partisipasi sosial. Berikut digam-
barkan Badan Bagan Model Capacity Building berbasis masayarakat
lokal.

BAGAN MODEL CAPACITY BUILDING BERBASIS MASYARAKAT

Instrumental Input:
Tujuan dan
Manfaat
Penyelenggara
Rencana

kegiatan

!

Pelatihan

Penataan
Kelembagaan
Penyusunan rencana
kegiatan

Raw Input:

1. Perwakilan organisasi
masyarakat lokal
potensial

¥

. Aparat
Kelurahan/desa/'gampong
. Babin Kambtibmas Pemberian dana
4. Tokoh masyarakat'tokoh stimulan
agama Qutcome:
1.Pencegahan

Primer
T 2.Pencegahan
Sckunder
Proses 2: Penda.mping.m: > 3.Pencegahan
Promosi. Tersier
Fasilitasi
Asistensi ?
Supervisi
Konsultasi
. StafY training

» ,t-w»,—g

w

Outher input:
Dukungan pihak lain

O
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BABII
PENGENDALIAN SOSIAL

A. Defenisi Pengendalian Sosial

Bruce J. Cohen mendefenisikan Pengendalian sosial adalah
cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang
agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat
luas tertentu. Selanjutnya Horton mengatakan bahwa Pengendalian
sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelom-
pok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertin-
dak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Joseph S. Roucek,
Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada
proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, mem-
bujuk atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebi-
asaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok.

Peter L. Berger, mengatakan bahwa Pengendalian sosial adalah
berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan
anggota-anggotanya membangkang. Sedangkan Rifhi Siddiq, men-
defenisikan Pengendalian sosial adalah suatu cara maupun metode
yang .dilakukan kepada individu ataupun kelompok agar perilaku
dan tindakannya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dianut
masyarakat tersebut. Soetandyo Wignyo Subroto, Pengendalian so-
51a'1 aqalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan yang secara sen-
gaja diberikan oleh masyarakat.

I?ari bgberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pen-
EZiﬁharﬁ sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau
divid POX orang untuk mempengaruhi, mengajak, dan memaksa in-

U atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan

11
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nilai-nilai yang berlaku di masyarakat,_sehingga terwujud a
menjadi impian masyarakat yang sesuat dengan harapan,

B.

Masriza], Ma

pa Yang

TEORI MASALAH SOSIAL

Dalam mempelajari masalah sosial mahasiswa atau kelompok

masyarakat di tuntut untuk memahami beberapa konsep yang rel.
evan dalam menangani masalah sosial, berikut dijelaskan beberapa
teori yang digunakan sebagai berikut:

12

a. Labelling

Edwin M. Lemert mengatakan bahwa teori labeling ini adalah
teori tentang dimana seseorang menjadi menyimpang karena
proses labelling berupa julukan, cap atau etiket yang dituju-
kan pada seseorang oleh masyarakat. Mula-mula sifat peny-
impangannya primer, tetapi adanya julukan membuat pelaku
mengidentifikasi dirinya sesuai dengan julukan tersebut.

b. Fungsional Struktural

Emile Durkheim, Menyatakan bahwa tercapainya kesadaran
moral dari semua anggota masyarakat karena faktor ketu-
runan, perbedaan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Art-
inya kejahatan itu selalu ada, sebab orang yang berwatak jahat
pun akan selalu ada. Bahkan Durkheim berpandangan bahwa
kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum dapat berkem-
bang secara normal. Selanjutnya pandangan Talcot Parson
tentang teori Fungsional, dalam memahami fenomena sosial,
antara lain: (1) konsep kultur, dipandang sebagai sistem sim-
bol yang terpola, teratur yang menjadi orientasi para individu
unt'uk bertindak, berpribadi, bersosialisasi dalam sistem sosial.
Ifldl, kultur akan menjadi faktor eksternal untuk menekan pola
tmdalkfm individu dalam kelompok; (2) konsep sistem. Sistem
memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling
tergantung. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahan-
kan keteraturan diri atau keseimbangan hidup dalam kelom-
pok (integrasi sosial).

S}stem bergerak dalam proses perubahan yang teratur (evolu-
?l)i ®3) kfmsep integrasi, Persyaratan kunci bagi terpeliharany?d
{nte'grasx sosial di dalam sistem sosial adalah proses internal-
isasi dan sosialisasi, Dalam proses sosialisasi, nilai dan norma

Pengendalian Masalah Sosial

diinternalisasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari ‘ke-
sadaran’ aktor), sehingga aktor mengabdi pada kepentingan
sistem sebagai suatu kesatuan. Individu atau aktor biasanya
menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi. Dan terakhir
(4) konsep perubahan sosial. Teori ini memandang bahwa: (a)
proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseim-
bangan (equilibrium) dalam sistem sosial, apabila ada konf-
lik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga ke-
seimbangan dalam sistem; (b) perubahan evolusi masyarakat
adalah mengarah kepada ‘peningkatan kemampuan adaptasi’,
menuju keseimbangan hidup; dan (c) apabila terjadi peruba-
han struktural, maka akan terjadi perubahan dalam kultur nor-
matif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai
terpenting) (Sztompka, P. 1993; Ritzer dan Goodman, 2003).

. Differential Association (kelompok yang berbeda)

Edward H. Sutherland memandang bahwa perilaku menyim-
pang bersumber dari pergaulan yang berbeda, artinya seorang
individu mempelajari perilaku menyimpang dari interaksinya
dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal,
kelompok dan budaya. Misalnya seseorang yang ingin berpro-
fesi sebagai perampok maka ia mempelajari (berinteraksi) cara-
cara merampok dengan teman-temannya yang terlebih dahulu
jadi perampok

. Konflik

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu den-
gan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena
beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjuk-
kan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang
diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules, 1994:249).
Dari defenisi ini dapat dijelaskan bahwa konflik tersebut ada-
lah hubungan antara dua pihak atau lebih(baik perorangan
maupun kelompok) yang memiliki( atau merasa memiliki) tu-
Juan yang tidak selaras. Dan untuk menganalisisnya seorang

Sosiolog atau analis dituntut untuk mempelajari beberapa hal
dibawah ini :

l?crtnnm, harus mengetahui Apa yang menjadi sumber konf-
lik, Kedua, Siapa pihak yang terlibat, Ketiga, Apa yang menjadi
sengketa dan isu konflik, Keempat, Apa saja taktik yang digu-
nakan pihak - pihak yang berkonflik, Kelima, Apa saja yang

13
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berubah seiring waktu, Keenaim, Bagaimana konflik e
sehingga melibatkan lebih banyak pihak, wilayah yang _mﬂ%m
luas, serta isu yang lebih banyak. Ketujult, Apa saja peran pin HW
_ pihak lain ( Seperti Penengah. Sekutu.audiens) dalam kg :Emw
Terakhir, Kedelapan, Apa hasil/dampak dan akibat yg ditimbul
kan oleh konflik. .

Berbicara mengenai teori dan analisis di atas tentu sebagaj
pisau bedah bagi seorang Sosiolog atau pekerja sosial dalam men-
ganalisa permasalahan sosial yang sedang coba dipecahkan dengan
menggunakan berbagai teori. Tentu masih banyak teori lain yang da-
pat menggambarkan atau menjadi pisau analisa dalam penanganan
social problem, tetapi empat teori di atas tidaklah mutlak hanya un-
tuk mengkaji masalah sosial semata tetapi juga mampu menjadi ana-
lisis untuk yang lain, khusus pemula teori yang disampaikan dalam
buku ini akan mampu membantu seorang Sosiolog atau Pekerja So-
sial dalam menyikapai sesuatu hal yang sulit yang ingin dipecahkan.

14

Penanganan Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal

BAB III
PENANGANAN MASALAH SOSIAL
MELALUI KEARIFAN LOKAL

A. Pendahuluan

Realitas sosial menunjukkan bahwa pasca tsunami dan konflik
yang berkepanjangan yang dialami oleh masyarakat Aceh telah me-
nyisakan trauma yang mendalam dan telah merusak tatanan kehidu-
pan masyarakat. Berbagai macam bencana sosial dan bencana alam
telah membuat banyaknya perubahan pada kehidupan masyarakat,
Salah satunya adalah terjadi balapan liar di perjalanan yang dilaku-
kan oleh anak-anak remaja di kota Banda Aceh pasca tsunami dan
konflik (RI dan GAM). Namun masalah ini menyisakan berbagai
macam persepsi masyarakat melihatnya, sehingga sangat dituntut
pemecahan masalah (problem solving) untuk melihat apakah sumber
masalah tersebut ada pada individu anak-anak remaja tersebut atau
sumber masalah disebabkan oleh sistem.

Berdasarkan laporan dari media lokal di Aceh bahwa ada be-
berapa titik jalan yang digunakan oleh para remaja untuk melakukan
aksi balapan liar tersebut. Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan
Meuraxa Kota Banda Aceh merupakan salah satu lokasi yang menjadi
sasaran bagi para remaja untuk melakukan aksi balapan liar yang san-
gat mengganggu jalannya arus lalulintas. Menurut Armensyah Thay,
Balapan liar yang terjadi di Kota Banda Aceh sudah cukup meresah-
kan, bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, seperti
yang terjadi seminggu lalu. Seorang ibu bersama bayinya meninggal
dijalan setelah ditabrak oleh para pembalap liar. (Serambi Indonesia,
Senin, 19 Desember 2011).
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. i balapan liar yang dilakukan oleh rempgj, ; .
Dmscla la;ti:é(lzat yan}; meresahkan bagi masyarakat dan,m:;:
tela}l\(a melloblfema aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat o
?I;Tebi?\-ibih masalah penting yang dihac%apl oleh pemerintal, G
nee ara. Keadaan seperti ini telah membrer{kan dorongan yang kuat

%uk 'membahas dan memcari alternatif jalan keluar yang terba
Erallam menanggulangi masalah kenakalan remaja. Ol?h Karena ity
penting sekali tanggaparn terhadap pgrsoalan mengenai cara dan tjp.
dakan guna menghantarkan generast muda yang bertanggung jawap,
serta ikut dalam memberikan bantuan yang nyata kepada bangsa dan

negara di masa depan.

Untuk menurunkan angka aksi balapan liar dijalanan yang ter.
jadi telah banyak dilakukan penangananannya oleh kepolisian. Teta-
pi kebanyakan yang dilakukan hanya berklsa.r pada upaya-upaya
pencegahan sesaat dengan tidak adanya pembinaan yang diberikan
oleh pihak terkait terhadap anak-anak remaja yang melakukan aksi
balapan liar dijalanan. Sehingga inilah yang mendasari pentingnya
dibuat penelitian ini, agar aktifitas balapan liar ini bisa terpecahkan
secara bersama. Karena kalaulah tidak dicari akar masalahnya, maka
penyakit sosial remaja tersebut akan terus menjadi-jadi sehingga gen-
erasi penerus di Kota Banda Aceh akan rusak secara moral. Makanya
secara konsep yang harus dikembangkan adalah membangun siner-
gisitas antara kepolisian dan tokoh masyarakat, serta orang tua si re-
maja yang melakukan penyimpangan, sehingga akan terwujud rema-
ja yang patuh terhadap ketertiban di jalan raya. Hal ini sebagaimana
yang akan peneliti gambarkan dalam kerangka pikir dibawah ini:

Pencegahan Terhadap
AksiBalapan Liar anak-
anak Remaja

Kebijakan pemerintah
Kecamatan (camat

Pihak Keamanan
(Kapolsek Kecamatan
Baiturrahman dan
Meuraxa)

Tokoh Masyarakat
Informal

Baiturrahman dan
Meuraxa)

Terwujudnya Remaja
Yang Peduli Terhadap
Ketertiban dan
Keamanan di Jalan raya
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Aksi Balapan liar yang dilakukan oleh a'nak-anak remaja de?
wasa ini semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan kita .a'kul
hal ini menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu §tabxhtas
nasional. Remaja merupakan generasi penerus dan potensi bangsa
dalam pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ber-
dasarkan pemaparan masalah yang dibahgs pada bab I’enfiahuh}an,
maka akan dirumuskan masalah penelitian depgan mellhat451apa
remaja-remaja yang melakukan aksi bal.apan liar, _dan bagal'mana
persepsi tokoh masyarakat terhadap aksi balapan liar yang d%laku-
kan oleh anak-anak remaja, dan apa strategi pencegahan yang dilaku-
kan oleh tokoh masyarakat dan Hambatan-hambatan yang dihadapi
dalam memberikan pencegahan terhadap aksi balapan liar anak-anak
remaja di Kota Banda Aceh. Selanjutnya penelitian ini juga tidak
hanya melihat persepsi tokoh masyarakat semata, tetapi juga meli-
hat bagaimana pelaksanaan reusam (aturan) gampong dalam melihat
masalah kenakalan remaja dibidang balapan liar dijalanan. Baik itu
yang dilakukan oleh remaja setempat atau remaja lainnya. hal ini-
pun jika dilokasi penelitian tersebut telah ada reusam gampong yang
mengatur tentang penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, jika
belum ada, maka gagasan reusam gampong ini menjadi sebuah peng-
etahuan baru bagi masyarakat setempat dalam menjaga fungsi keta-
hanan sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pen-
dekatan fenomenologis. Penulis dalam penelitian ini berusaha me-
mahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap kegiatan aksi bal-
apan liar yang dilakukan anak-anak remaja. Dan konsep yang akan
dikembangkan adalah melihat masalah kenakalan remaja ini apakah
bersumber dari individu atau dari sistemn. Yang istilah dalam masalah
sosialnya disebut Person Blame Approach atau System Blame Approach.

B. Kajian Pustaka

- maget’: {,ersapa,t beberapa karya, baik itu dalam bentuk peneli-
oisalah I‘?m dl}huéi) ang mengupas tema tentang berbagai macam
“1911en111})<‘1n§d 1t‘"‘1_‘"‘P1 oleh anak-anak remaja, tetapi penulis belum
secara spe;if;k emin o am bentuk Karya ilmiah yang menjelaskan
aksi balapan 1 membsfhas tentang persepsi tokoh informal terhadap
terdoro pe mf anak-anak remaja, Hal ini yang membuat penulis

g untuk melakukan penelitian ini. Namun untuk memper-
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kaya akan kajian pustaka dan landasan teqr'i maka peny]ig meli,
beberapa kajian yang relevan dengan pe.nelltlan tentang Perseps; tat
koh masyarakat terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja g ko?
Banda Aceh. a

a. Defenisi Persepsi

Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahw,
persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makng terhadap
lingkungan. Dalam hal ini persepsi mecakup penafsiran obyek, pen.
erimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan Penafsirap
terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempen.
garuhi perilaku dan pembentukan sikap. Begitu juga Robbins (2003)
mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan Iingkungan,
yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan
dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada
lingkungan mereka. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan se-
seorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan
dengan apa seseorang akan bertindak. Sedangkan dalam Pandangan
yang sempit persepsi itu sebagai penglihatan, bagaimana seseorang
melihat sesuatu. Hal inilah yang mendasari kenapa peneliti meng-
inginkan bagaimana melihat persepsi tokoh masyarakat terhadap
aksi balapan liar anak-anak remaja.

b. Tokoh Informal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Junus Melalatoa,
yang berjudul Meneliti Pembangunan Masyarakat Gayo di Kabupaten
Aceh Tengah, dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson,
(1982), menjelaskan bahwa faktor kepemimpinan yang tak resmi (i1l
formal leaders) sangat menentukan situasi kemakmuran di masyarakat.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan pada tokoh
informal ini sangat menentukan arah pembangunan masy arakat,
karena kepribadian dan kharismatik yang dimiliki oleh tokoh terse”
but sangat membantu dalam mengembangkan kenakalan remaja di
perkotaan. Berdasarkan kajian pustaka di atas, sangat bermanfaat u‘n’
tuk kawasan perkotaan di berbagai kabupaten yang ada di Accl\,‘kd'i
rena rujukan di atas memiliki nilai kearifan lokal yang sangat s¢s4
dengan kondisi adat istiadat di Acch yang menganut Syariat Islam.

ah
Menurut Kartinj Kartono, (19988 ), pemimpin informal adala

: e
orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebaga! pet
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impin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia men-
capai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi
psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Pemahaman
Kartini Kartono ini menerangkan bahwa kepemimpinan informal
dalam peranan sosial di masyarakat memberi pengaruh berupa sug-
esti, larangan dan dukungan kepada masyarakat luas untuk meng-
gerakkan atau berbuat sesuatu.

Pendapat di atas juga disampaikan oleh Profesor Kimbal
Young, sosiolog terkenal di Amerika Serikat dalam Kartini Kartono,
(1998:10) mengatakan bahwa tokoh informal itu bentuk dominasi
yang didasari kemampuan pribadinya yang sanggup mendorong
atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan aksep-
tansi/ penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus
yang tepat bagi situasi khusus. Hal senada juga disampaikan oleh
sosiolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Soedjito, (1987), dalam
bukunya yang berjudul Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pede-
saan, mengatakan bahwa pemimpin informal sangat menentukan ke-
berhasilan suatu program di masyarakat, karena tokoh ini berperan
penting dalam masyarakat.

Donald K. Emerson, (1984), mengatakan bahwa pemimpin in-
formal di pedesaan sangat membantu dalam pemecahan persoalan-
persoalan yang terjadi ditengah masyarakat untuk meningkatkan
perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian
yang dilakukan Donald K. Emmerson ini menjelaskan bahwa keber-
hasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari dukungan dari tokoh
setempat dalam hal ini pemimpin informal di gampong (pedesaan).

¢.  Ciri- ciri Tokoh (pemimpin) Informal antara lain:
Menurut Kartini Kartono, (1998), ciri-ciri pemimpin informal
adalah sebagai berikut:

1). Tida‘k memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai
pemimpin

2). Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan
mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya
berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih
mau mengakui dan menerima pribadinya.

3). Dia.tiqu mendapatkan dukungan/backing dari suatu or-
ganisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinan-
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meiNmF E

4). mwwm.m:%m tidak mendapatkan imbalan balas
lan jasa itu diberikan .mmnmnm. suka rela.

5). Tidak dapat dimutasikan, naww wmgmr mencapaj -
dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu Memeny; 0s
syaratan formal tertentu. e pe

6). Apabila melakukan kesalahan, dia ﬁ.ﬁmr dapat dihukur
hanya saja respek orang wmarmam_u Q.:.S%m jadi berkygg."
pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh Emm
sanya.

jasa, atay E&m

I
T~

Ciri-ciri yang disebutkan oleh Kartini Kartono di atas menje.
laskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat peran seorang tokgh
informal (tokoh agama) sangat diperlukan dalam pembangunan k;.
wasan wisata, dan tokoh ini tidak lahir dari proses demokrasi tetapi
lahir dari individunya yang baik dan juga memiliki kemampuan leb-
ih, dan tokoh ini juga dalam membantu masyarakat tidak mengharap
balas jasa lebih kepada sukarela.

Hal di atas juga sependapat dengan Harun Nasution, (1995),
mengatakan bahwa pemimpin informal sangat berperan dalam pem-
bangunan masyarakat, khususya tokoh agama, hal ini dicontohkan
tentang figur seorang Kiai (ustadz/ tengku) masih mempunyai pen-
garuh besar dalam masyarakat. Dalam mengubah sikap mental umat,
dari sikap yang tidak menguntungkan menjadi sikap yang men-
dorong bagi pembangunan.

Harun Nasution (2000), menggambarkan bahwa kepemimpi-
nan seorang Kiai (ustadz/tengku) masih sangat baik dalam menga-
jak masyarakat untuk menuju perubahan diri, baik itu dalam kon-
teks memberikan pembinaan manusia secara spiritual keagamaan
maupun pembinaan manusia sebagai fungsi sosial. Hal ini menurut
pemahaman penulis juga sangat relevan dengan arah bagaimana to-
koh masyarakat mengarahkan remaja yang telah menyimpang. Se-
orang kiai (ustadz) kegiatannya sehari-hari adalah di masjid. [emba-
ga masjid bisa dijadikan sarana untuk menggali potensi remaja Yans
melakukan perbuatan menyimpang dalam merubah keadaannyd
karena masyarakat Provinsi Aceh sekarang menganut hukum Gyariat

_m_mS.\ jadi masjid bisa menjadi salahsatu tempat dalam co:_z_rs_.
remaja yang Emnigvmsm.
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Pendekatan di atas juga merupakan metode yang dilakukan
oleh nabi Muhammad SAW, dalam mengembangkan dakwahn-
ya. Masjid Nabawi bukan hanya dijadikan sebagai tempat untuk
beribadah tapi juga dijadikan sebagai tempat menggali ilmu peng-
etahuan agama dan juga sebagai tempat dalam mengatur strategi
politik. Tujuan dari seorang pemimpin informal adalah untuk meng-
atur masyarakatnya dengan baik dan menciptakan kemampuan
masyarakatnya untuk peduli terhadap perkembangan pembangunan.
Dalam hal ini kemampuan yang sangat dituntut dalam masyarakat
untuk kemampuan untuk menjaga kelestarian dan ketertiban ling-
kungannya.

d. Memahami Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan seba-
gai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local
knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Menurut Saini,
(2005), Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan
suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasman-
inya, yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan
daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Den-
gan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi
geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Menurut Saifuddin Dhuri, dalam Sutoro Eko, (2007:146),
mengatakan bahwa pembangunan di Aceh dengan konservasi keari-
fan lokal akan menjadi ruh dari semangat untuk mengembalikan per-
adaban besar. Salah satu prinsip yang dipegang dalam filosofi Aceh
adalah berorientasi kepada tradisi dan masa lalu. Artinya masyarakat
Aceh lebih kuat mengakarkan kehidupan pada tradisi dan masa lalu
sebagai hasil kebanggaan. Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat
mesti digali, dikembangkan, guna dimasukkan dalam Gmncmmmw aktiv-
itas rm:.i:?ﬁ masyarakat, karena dalam pembinaan spiritual keaga-
maan di gampong (pedesaan) ketokohan dari seorang pemimpin infor-
mal (tokoh agama) itu yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat.

mosﬁ_ﬁwpgﬂm:m Nugroho, (2005), kearifan lokal biasanya  diper-
o asl pada seseorang yang secara kepribadian dinilai matang,

onsisten, rela berkorban, tidak menang sendiri, memiliki wawasan
yang luas tapi tetap mau menerima kritik orang lain dan mau men-
galah. Hal ini yang sering disebut di masyarakat dengan orang bijak-
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sana (arif), dan dalam bahasa Inggris orang yang arif disebyt Wise
man.

e. Faktor- faktor Remaja Melakukan Balapan Liar

Berdasarkan hasil penelitian Gigih Bena wm%anm\ (2009), mep,.
. bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya g
_MWWMM liar oleh remaja adalah . faktor internal dan mmrﬁo%mrm“w
nal. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal darj dalam
individu itu sendiri. Sedangkan kedua adalah faktor eksterna], yang
merupakan faktor diluar individu yang wﬂ.ﬁowow @m:mr.m_ padaling
kungan yang memiliki korelasi dengan kejahatan. Selanjutnya dalap,
penelitian tersebut juga dituntut adanya peran serta kepolisian dan
stakeholder lainnya dalam pencegahannya.

Selain itu juga penelitian Hendarayatna (2008), menjelaskan
bahwa faktor penyebab utama maraknya kenakalan remaja adalah
karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, sehingga
banyak orang tua memberikan kasih sayang hanya melalui materi se-
mata. Hal ini banyak ditemukan dikota-kota besar di Indonesia, khu-

susnya di kota Medan.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka di atas dapat dipahami
bahwa pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang seorang orang
tua dan tokoh masyarakat tersebut sangatlah penting dalam menjaga
para remaja yang melakukan penyimpangan, maka apabila kurangn-
ya control social, maka si remaja tersebut akan mencari tempat lain.
Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mel-
akukan perbuatan balapan liar adalah dilingkungan teman sebayan-
yayang melakukan perbuatan menyimpang,.

Dalam penelitian ini yang membedakan strategi yang &E.r.ﬁ
kan oleh penulis dengan para peniliti ini adalah kalau para penelitiint
hasilnya adalah melihat pada konteks praktis semata, tetapi penulis
akan mengarahkan penelitian inj pada konteks teori yang dikemu
kakan oleh Eitzen (dalam Soetomo, 2009) yang menjelaskan bahwa
apakah sumber masalah yang dilakukan oleh remaja itu datang dari
individu sendiri atau dari sistem atau istilah lainnya disebut Ln:mau
mrm person blame Approach and the System blame a Eu«c:n:. U_.w.:.:rH
Ing itu juga dalam konteks sosiologi peneliti akan melihat Em.,_::p.:..
pranata social itu berjalan, khususnya pranata keluarga, pranat? pen
didikan dan pranata agama dalam ilmu struktur social.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa
peran tokoh informal masyarakat, dan hambatan-hambatan yang
dihadapi tokoh masyarakat gampong dalam memberikan pencega-
han terhadap aksi balapan liar anak-anak remaja melalui kontrol so-
sial yang tinggi dari masyarakat setempat. Penelitian ini juga tidak
hanya melihat persepsi tokoh masyarakat semata, tetapi juga meli-
hat bagaimana pelaksanaan reusam (aturan) gampong dalam melihat
masalah kenakalan remaja dibidang balapan liar dijalanan. Baik itu
yang dilakukan oleh remaja setempat atau remaja lainnya.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi-
kan konstribusi bagi ketahanan sosial masyarakat, dan juga menjadi
masukan bagi pihak keamanan dan ketertiban bagi pengguna jalan
raya. Hal lain yang ingin digali dari penelitian ini adalah memban-
gun sinergisitas antara orang tua yang anaknya melakukan perbuatan
menyimpang dan tokoh masyarakat sebagai pembina anak-anak re-
maja yang melakukan penyimpangan serta muspika (polisi dan ca-
mat) setempat. Disamping itu juga penelitian ini sebagai sesuatu yang
sangat penting sebagai evaluasi terhadap efektifitas proses pembela-
jaran yang selama ini telah dikembangkan oleh peneliti sebagai dosen
yang mengajarkan matakuliah masalah-masalah sosial.

C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Re-
search) yang bersifat kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata,
Amoom“.mov penelitian kualitatif (Qualitative Research) adalah suatu
penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
mm:omﬂ.m:? peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,
pemikiran orang secara individual atau kelompok. Penelitian kuali-
tatif juga mempunyai dua tujuan yang utama yaitu, menggambarkan
dan .Em:ﬁ::mr% (to describe and explore) dan mengeambarkan dan
menjelaskan (to describe and explain). o

Kan .:M wﬂm—“:_mmﬂ lapangan ini memiliki tujuan untuk mendeskripsi-
i H‘ sungkap .q_m: menjelaskan tentang persepsi tokoh informal
dalam melihat aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak re-
maja dalam mewujudkan kawasan kota yang bebas dari aksi brutal
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meawmr Z>
anak-anak remaja dijalanan, dan untuk keben
es uji keabsahan data, menggunakan triangul
dan triangulasi dengan metode. Karena jenis Penelitia

kan adalah penelitian kualitatif, maka tidak Bmsmmcm Mmsm digup,.
istilah atau metode yang dipakai dalam penelitian w:mw:.ms _.,v m&mma
perlu ditegaskan sebab seringkali penelitian kualitatif _.:mMmE\ hal jp;
nakan istilah atau piranti yang dipakai dalam penelitian k Tenggu.
Istilah-istilah yang ada dalam penelitian kuantitatif &Bmwmmama_a&
ti: variabel, instrumen pengukuran, validitas, reliabilitas ob mm e
dan sebagainya. ettty

s L daanya ay
>t Cengan Sumbey mmw

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif ini digunakan 5.
tilah-istilah seperti kredibilitas (bukan validitas internal), transfer;.
bilitas (bukan validitas eksternal). Atau dependabilitas (bukan relia-
bilitas). Selain itu dan ini yang sering disalah pahami, penelitian ini
tidak menggunakan istilah responden (sebagaimana dalam penelitian
kuantitatif) akan tetapi informan. (Sanafiah Faisal, 2001:32), Pada ta-
hapan ini penulis menggali informasi dari masyarakat dikawasan
wisata yang termasuk korban bencana dengan melihat dan menganz-
lisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persep-
si, pemikiran orang secara individual atau kelompok.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam ﬁﬁ:.m:aﬁ ini mam“ww
pendekatan fenomenologis. Penulis dalam penelitian ini mewm%
memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap o.B:m-o%%
biasa dalam situasi tertentu. (Lexy J. Moleong, 1993: 9), J m&_ vmwm ran
kankan dalam penelitian ini adalah aspek mc@v\mw:m ﬁME M:m:m. s
sehingga peneliti berusaha masuk dalam dunia mcwu\m_ ﬁ:m subyek
neliti berusaha untuk masuk kedalam dunia wo:mmﬁﬂm :ﬂaa sl
yang diteliti, sehingga peneliti mengerti apa dan MW:mm: fujuan
peristiwa tersebut dalam kehidupan mmﬁm:-rmwixm«o_&a: dan bisd
nya adalah agar peneliti bisa mengetahui kondisi in
Bmsmmm:w:moznmmmao:mm_ma.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

an F,_::_.m:.iz

A dipilil kare, .

ak remajd :# g
1 !

pulan AP?

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan'
raxa, Kota Banda Aceh. Kedua Kecamatan 11
camatan ini menjadi salah satu tempat _umq_u.%;_w
aksi bapalan liar dijalan raya. Waktu penelitlé

September 2012.
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3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh informal yang ada
dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman dan kecamatan Meuraxa

Kota Banda Aceh

4, Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah se-
bagai berikut:

a. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam
istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat
terjun langsung ke lokasi penelitian. (Consuelo G. Sevilla, dkk, 1993:
198), Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta
sebagai pengamat” (Moleong, 2005:326-332) Artinya, peneliti hanya
berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi
dalam sebuah fenomena. Namun demikian untuk memperoleh tu-
juannya, observasi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, dalam
bergaul dengan informan, peneliti harus berhadapan dengan inform-
an yang mempunyai berbagai macam perasaan, keyakinan, pandan-
gan serta sikap tertentu yang tentu saja tidak mudah untuk diungkap.

Sebagaimana Koentjaraningrat, kesulitan ini harus diikuti
dengan adanya perhatian yang besar terhadap aspek-aspek kemanu-
siaan. Hal ini dilakukan karena seorang peneliti akan terikat kepada
:oEBMw-:oE:m. serta aturan-aturan tertentu dan langsung terkena
Wmvsrm:m? pandangan serta sikap dari para informannya. Menurut
Koentjaraningrat, aspek-aspek kemanusiaan yang perlu mwﬁm}mmwmb
dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1). Sikap, pengetahuan serta pandangan peneliti terhadap ling-
kungan masyarakat yang ditelitinya, pada umumnya dan
E.nrmamv para informan, responden serta warea Bmmvﬂmnmwﬂ
J:Svd pada khususnya 7

2). Sikap serta pandangan para informan, responden serta
'varga masyarakat lainnya terhadap diri peneliti (termasuk
nm:mmsmms anm_wm nmnrmamﬁ peneliti asing, atau pandan-

3), m\w%mwﬂmwﬂw wmﬁmamv peneliti dari jenis kelamin lain)
jika diba a.ﬁ: ‘ ngan maupun me.E:m: penelitian tunggal

ndingkan dengan penelitian bersama dalam suatu
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4). Masalah pengembangan rapport yang wajar dalam
cara serta kemampuan peneliti untuk mengena] “C’lflxyan.
sendiri, yang tentu erat sangkut pautnya dengan 11<r1n
masalah yang tersebut dalam butir 1, 2 dan 3 edug
5). Masalah waktu dalam penelitian masyarakat
6). Sikap para pegawai pemerintah di pusat maupun gj -
terhadap peneliti dan proyek penelitiannya Teh
7). Masalah penyesuaian pandangan emik dari para informan,
responden dan warga masyarakat, dengan pandangan et
dari peneliti terhadap topik serta soal-soal yang sedang
ditelitinya (Koentjaraningrat, 1982:8-9).

Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini seban-
yak dua kali Namun awalnya observasi telah peneliti lakukan sebel-
umnya, ketika peneliti melihat aksi balapan liar yang masuk kedalam
lokasi penelitian. Observasi ini meliputi gambaran umum lokasi pe-
nelitian, partisipan (aktor yang terlibat) dalam pembinanaan anak-
anak remaja dalam wilayah kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion dilakukan untuk menggali lebih
dalam lagi persoalan yang dihadapi dalam pembinaan remaja yang
melakukan aksi balapan liar di kecamatan Baiturrahman dan Meu-
raxa. Melalui FGD informan diharapkan menjadi lebih leluasa men-
gungkapkan pendapatnya dan juga terjadi proses berbagai pengala-
man di antara sesama informan. Kegiatan ini dilakukan pada tokoh
informal di wilayah penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan ba'h‘ﬂll:‘
bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema pcnchng‘l:
Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahflln;i ;‘
han pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karyd e
lainnya yang relevan dengan tema penelitian,
mentasi dalam
ntasi ini adalah
K dan ad?
istem

Dokumentasi yang penulis maksud adalah dokt
bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokume :
agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan b_‘“

: jan. S
referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitia!
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dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari
data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan
bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

d. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah
ilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian.
Mengingat penelitian dilakukan di Kecamatan Baiturrahman dan ke-
camatan Meuraxa kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, maka informan
yang dimaksud adalah tokoh informal di kedua kecamatan tersebut.
Dan untuk melihat kebijakan yang diterapkan di tingkat kecamatan,
maka akan dilakukan wawancara dengan muspika setempat, maka
dilakukan wawancara dengan camat, Kapolsek dan keuchik yang terli-
bat dalam penanganan kenakalan remaja di wilayah penelitian terse-

but.

dip

Untuk jumlah informan masih tentative belum dapat diten-
tukan akan tetapi peneliti akan memberikan gambaran yang akan
dijadikan informan dalam penelitian ini, antara lain, untuk tokoh
formal adalah camat dan keuchik yang ada dilingkungan Kecamatan
Baiturrahman dan Kecamatan Meuraxa. Dan untuk melihat model
penanganan pembinaan terhadap remaja yang melakukan aksi bal-
apan liar akan dilakukan wawancara dengan tokoh informal yang ada
dalam lokasi penelitian. Selanjutnya untuk pertimbangan keamanan
dijalan raya akan dilakukan wawancara dengan Kapolsek yang ada
dalam wilayah penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interview) un-
tuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam
ran'gka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema pe-
nelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk

pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini mengguna-
kan model wawancara terbuka.

Model wawancara tertutup yang menghendaki jawaban-jawa-
ban yang terbfwtas, model wawancara terbuka menghendaki informan
g‘een‘:‘lbs:”elhim miormnsi yang tidak‘terbatas. Pemilihan ini dilakukan
it melp.]er(‘) eh suatu informasi yang mungkin tidak akan dida-
et e model pertanyaan yang tertutup. Sebab tidak jarang

mast-informasi yang sangat berharga akan diperoleh dan ini
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tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutyp,

e. Teknik Sampling

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka tekni,
sampling yang digunakan tidak berdas‘,a'rkan prosentase Sebagaim.
na yang sering digunakan dalam penellt.1a1‘1 kuantlté.ltlf. Penelitiap inj
hanya akan menjaring sebanyak mungkin informasi yang mendala,
dari berbagai sumber tanpa berpa-to.kan kgpada besarnya jumlah iy,
forman yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah g
satkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikep,.
bangkan kedalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk Mering;
kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh sebab
itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (pur-
possive sampel).

Menurut Lexy J. Moleong, (2005: 165), Sampel bertujuan inj

dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Rancangan sampel yang muncul tidak dapat ditentukan
atau ditarik terlebih dahulu

b. Pemilihan sampel yang bervariasi hanya dapat dicapai
berdasarkan pertimbangan perolehan sampel sebelumnya,
Artinya, informasi dicari dengan tujuan memperluas dan
memperdalam atas informasi yang didapat sebelumnya.
Pemilihan informasi seterusnya bergantung kepada kebu-
tuhan peneliti. Jadi teknik sampling “snowball” (bola salju)
sangat tepat dalam hal ini, yaitu mulai dari satu menjadi
makin lama makin banyak.

c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel. Pada mulanya se-
tiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun, sesudah
makin banyak informasi yang masuk dan makin mengem-
bangkan hipotesis kerja, akan ternyata bahwa sampel mak-
in dipilih atas dasar fokus penelitian. -

d. Pencarian informasi dari informan akan segera berakhir jika
informasi yang didapat dari informan terjadi pengulangf?“-
Di sinilah, teknik sampling bertujuan tidak berdasnrljﬂ;:
jumlah orang yang dijadikan informan, tetapi berdasarl;éh
kejenuhan  informasi. Misalnya, apabila informan SU¢ o
berjumlah lima (5) orang tetapi informasi yang d‘d“P;i
telah mendalam dan sudah terjadi pengulangan informast
maka sudah saatnya pemilihan informan dihentikan:
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Tujuan dari semua wawancara adalah agar penulis menda-
patkan secara akurat data tentang proses penanganan terhadap aksi
balapan liar remaja di kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa yang
dilakukan oleh tokoh informal, Camat, Keuchik, Kapolsek, dalam
mewujudkan remaja yang tertib dan patuh dalam menggunakan ja-
lan raya.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang obyek pe-
nelitian, penulis menggunakan teknis analisis deskriptif. Data yang
diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencata-
tan dilapangan selanjutnya diolah, di interpretasikan dengan mem-
fokuskan penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-
kata daripada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.
Moleong, (2005: 6).

Dalam penelitian kualitatif yakni adanya : (1) Reduksi data,
(2) display data, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk be-
berapa tahap di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai
berikut:

a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar
dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa cat-
atan yang berhasil dihimpun. Proses reduksi data mengacu
pada pengelompokkan data yang dipilih untuk menjawab per-
masalahan yang sedang diteliti.
Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi seban-
yak-banyaknya dari informan penelitian, dengan mengguna-
kan teknik pengumpulan data, semua dicatat sedetail mung-
kin. Selanjutnya penulis mengelompokkan informasi yang
diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini penulis
juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi
yang relevan dengan subyek penelitian yang tidak sesuai.

b. Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah
terkumpul dalam bentuk matrik atau uraian yang memberi-
kan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Data-
data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian sete-
lah melalui proses reduksi data. Penyajiannya dikelompokkan
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berdasarkan informasi tentang peran tokoh Informal dalan,
penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh anak remg;,
dijalan raya. Dan informasi lainnya tentang berbagai hal yap
dianggap sebagai pendukung serta penghambat dalam pen,.
ganannya.

¢. Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/ma.
na dari data yang terkumpul, memberikan catatan keteraturan,
pola-pola yang dapat digunakan untuk mer.leIaskan, konfigur.
asi yang mungkin digunakan, alur sebab akibat serta proposis;,
Kesimpulan yang diperolehjuga memerlukan verifikasi selama
penelitian dilakukan. Penulis selanjutnya berusaha untuk me-
narik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihim-
pun. Melakukan cross-chek kembali dengan berbagai sumber,
Konfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang hasil pe-
nelitian. Dalam hal ini penulis meminta pendapat, saran serta
pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti
menghilangkan unsur obyektifitas hasil temuan penulis diloka-
si penelitian. Tanggapan berupa masukan, penulis masukkan
sebagai tambahan informasi.
Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif
dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawan-
cara dan observasi dengan disertai cuplikan wawancara beru-
pa kalimat lansung disertai komentar dari peneliti berdasarkan
teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan
penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran
dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap
memperhatikan asas kausalitas dan rasionalitas.

6. Pengecekan Keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangu-
lasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memamfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu sebagai data pembanding. Moleong,
(2005: 178), Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasl
dengan sumber dan dan triangulasi dengan metode. Triangulasi den-
gan sumber adalah membanding dan mengecek balik derajat keper
cayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang
berbgda. Dalam hal ini triangulasi dilakukan dengan jalan: 1) mem-
bandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancard
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2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum den-
gan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) membandingkan keadaan
dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan
orang pada umumnya. Triangulasi dengan metode dalam penelitian
ini dilakukan dengan melakukan pengecekan derajat kepercayaan
penemuan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data dengan me-

tode yang sama.

Tujuan triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data ter-
tentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari
sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang
berlainan dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan,
r ini akan banyak memakan waktu, akan tetapi disamping

prosedu
mberi kedalaman hasil penelitian.

mempertinggi validitas juga me

Triangulasi dilakukan dengan menggunakan teknik yang ber-
beda, misalnya obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Misalnya has-
il observasi dapat dicek dengan wawancara atau membaca laporan.
Namun trianggulasi bukan sekedar mengetes kebenaran data dan
bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan juga
suatu usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antara ber-
bagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Dan juga
mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan sendirinya mem-
berikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang peneliti hada-
pi. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi
yang justru dapat merangsang pemikiran untuk lebih mendalam.
Trianggulasi dilakukan karena keinginan bersikap hati-hati terhadap
data yang disampaikan oleh informan. Dalam hal ini triangulasi di-
lakukan dengan melakukan wawancara dari berbagai sumber dengan
perspektif yang berbeda dari masyarakat dan tokoh muspika setem-
pat yang berada dalam wilayah penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Balapan Liar Remaja Di Lokasi Penelitian
a. Kondisi Balapan Liar Remaja di Kecamatan Meuraxa

Kecamatan Meuraxa adalah salah satu kecamatan di Kota Ban-
da A.ceh, dengan luas wilayah Kecamatan 725,8 Ha, terbagi ke dalam
15 (lima belas) desa/gampong dan 1 (satu) kelurahan, selain itu Ke-
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camatan Meuraxa memiliki 2 kemukiman, yaity Kemuk;

Chik Lamjabat dan Kemukiman Meuraxa. Jumlah pe ma
raxa, 11.232 Jiwa, diantaranya 6,168 laki-laki dan 5.064

ndudUk“Nfgk

eu.
pErempuan U

Tabel Lokasi Balapan liar dalam Wilayah Gnmpong
Kecamatan Meuraxa

No | Nama Gampong/Kelurahan
1 | Aleu Deah Tengoh
2 | Asoe Nanggroe

3 |Baru

4 |Blang

5 | Blang Oi

6 | Cot Lamkueweuh
7 | Deah Baroe

8 | Deah Glumpang

9 |Lambung

10 | Lamjabat

11 | Lampaseh Aceh

12 |Pie

13 | Punge Jurong

14 | Punge Ujong

15 | Surien

16 | Ulee Lheue

Sumber : Sekretaris Camat Meuraxa

Dari ke enam belas gampong di atas yang menjadi titik lokasi
balapan Liar di kecamatan Meuraxa adalah gampong Cot Lamkue-
weuh, Gampong Lambung dan Gampong Pie,

b. Kondisi Balapan Liar Remaja di Kecamatan Baiturrahman

ta Banda

Baiturahman merupakan salah satu kecamatan di ko Beri
Ha. bert

Aceh yang memiliki 9 Gampong dengan luas wilayah 453,90
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Tabel Lokasi Balapan liar dalam Wilayah Gampong
Kecamatan Baiturrahman

Nama Gampong

Ateuk Deah Tanoh

Ateuk Jawo

Ateuk Munjeng

Ateuk Pahlawan

Neusu Aceh

Peuniti

Seutui

Sukaramai

Kampung Baru

Z
)

[Nl ]|wIN|-

el

Sumber : Sekretaris Camat Baiturrahman

Dari beberapa gampong tersebut yang menjadi lokasi Penelitian
adalah di Gampong Setui dan Neusu Aceh. Masyarakat yang tinggal
pada lokasi ini sangat merasa terganggu saat terjadinya balapan liar
yang dilakukan oleh anak-anak remaja, hal ini seperti yang diungka-
pkan oleh Pak Sulaiman, Tokoh masyarakat:

“ Ketika puasa tahun lalu 2011, dijalan raya depan terminal

lama Setui ini, banyak sekali remaja dari kumpulan geng mo-

tor yang melakukan aksinya, bahkan tidak sedikit dari mereka
yang luka-luka karena jatuh dari motor. Dan yang menyulitkan
warga untuk mengusir mereka adalah karena sebagian dari
mereka yang melakukan balapan adalah dari anak TNI/Polri
dan sangat sedikit presentasenya dari warga sipil gampong.

Dan apabila ada warga kami yang melakukannya maka akan

di tegur oleh Kepala lorong masing-masing, dan yang ditegur

ada‘la.h orang tua nya bukan si remaja tersebut. Namun tidak

sedikit fiari orang tua yang masih tidak mematuhinya pada saat

Itu, tapi sekarang sejak 2012, tidak ada lagi kami lihat balapan

di Sampong kami, seperti yang saya lihat minggu lalu sekarang

sudah pindah ke lokasi jalan depan Terminal Batoh.”

Se"““i“tnya hal senada juga di sampaikan tengku Amin di Gam-

k ’ . ) . .. yan jar
ut gampong-gampong yang berada dalam lokasi wilayah balaps pong Neusu Aceh, yang mengatakan bahwa remaja yang melakukan

di Kecamatan Baiturrahman,
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Balapan liar ini buk i
panliar ini bukanlah warga sekitar gampong kami, tetapi remaja
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g mmENm—\ Z>
yang datang dari ganpong lain yang memang sudah tergapyy,
komunitas geng motor, dan sampai sekarangpun mereka
raksi tapi tidak di lokasi ini lagi sudah di gampong Batoh d
gian dari mereka anak Pejabat, TNI/Polri, Anak China am‘s ,
Sedangkan beberapa dari remaja kami yang melakukan ba
adalah karena trauma, ayah dan ibunya di bawa tsunami,

g aamg
asih be.
mH.# Sebg.
an-lajy
apan lig;

Berdasarkan dari pendapat warga di Gampong Setui dan Ne
Aceh ini didapatkan bahwa penyebab remaja malakukan g_mcmz
liar adalah karena kurangnya kepedulian dari si Orang tua Hmsmmw
pengaruh trauma yang dialami oleh si anak, kurangnya contrg] m_o
cial dari masyarakat setempat, dan ditambah ketidak beranian warga
setempat menegur si remaja karena berasal dari keluarga TNI/Poly;
kemudian belum adanya landasan hokum bagi warga dalam Em:.\
ertibkan remaja yang melakukan aksi balapan liar, semacam reusam

gampong.

A. Persepsi Tokoh Informal yang Terlibat dalam Penanganan
Balapan Liar di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa

Tokoh Informal yang terlibat dalam penanganan balapan liar
Anak Remaja di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa adalah tokoh
agama dan tokoh pemuda dengan membangun kerjasama dengan
aparatur gampong (Keuchik dan aparaturnya). Adapun yang menjadi
peran utama tokoh agama dan tokoh pemuda di Kecamatan Baitur-
rahman dan Meuraxa dalam Penanganan Balapan Liar Anak Remaja
adalah dengan mendidik anak Remaja untuk tidak lagi melakukan
aktifitas balapan liar dijalan raya dengan memberikan peringatan s&
cara tertulis secara simbolik dilokasi yang menjadi lokasi balapan _ma
dan memanggil satu persatu anak remaja yang terlibat balapan liar
dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kes:
elamatan jiwa sendiri dan pengguna jalan raya. Kegiatan sentral dar
tokoh informal di Kecamatan Baiturrahman dan Meuraxa dalam pe”
anganan balapan liar tidak hanya berlangsung dua tahun yans lalu
ANQS-NS 0) tetapi juga tahun 2006 pasca tsunami telah dipraktikka®
Hal ini vmammmﬁ_s: wawancara dengan bapak Ilyas, seorang tengh
Imam di Gampong Pie, menerangkan kepada penulis bahwa:

" Balapan Liar yang terjadi di Gampong Pie kecamatan Mew

raxa yang dilakukan oleh anak-anak remaja sudah berlangsurt
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sejak 2006 lalu, sebagian besar mereka adalah anak dari TNI/
Polri, namun untuk menjaga agar tidak berpengaruh kepada
pemuda di gampong, maka kami sepakat dengan pak keuchik
agar melakukan razia setiap sore hingga pukul 10 malam, khu-
susnya malam minggu, dan kenapa ini masih kami jalankan
sampai dengan sekarang, karena hanya itu kekuatan bagi kami
dalam menjaga pemuda kami agar jangan terpengaruh dengan
budaya balapan liar tersebut. ”

Selanjutnya pernyataan ljal, seorang Pemuda Gampong Pie
yang ikut terlibat dalam penanganan balapan Liar di Gampong Pie
menyatakan bahwa :

“Kami sangat berharap adanya kerjasama yang baik terbangun
antara pihak kepolisian dengan pemuda Gampong sehingga
dalam menangani balapan liar ini bisa teratasi dengan baik.
Dan tidak merugikan satu kelompok. Kenapa hal ini disam-
paikan karena pengalaman pahit yang diterima pemuda Gan-
pong Pie saat tahun 2006 dimana beberapa pemuda dibawa ke
kantor polisi karena memukul salah satu anak remaja yang
melakukan balapan liar, padahal disatu sisi mereka mencegah
adanya balapan liar tapi disisi lain mereka harus berurusan
dengan hukum.”

Berdasarkan dari pernyataan di atas, masyarakat di Gampong
Pie sangat peduli dengan perkembangan generasi penerusnya (anak
remaja), sehingga ini membuktikan bahwa tokoh informal di gampong
ini peduli dengan keberlangsungan remaja dimasa yang akan datang.
Perkembangan remaja dalam penanganan Balapan Liar di Kecamatan
Meuraxa berdasarkan pada hasil focus Gruop discussion (FGD) yang
dilaksanakan di Gampong Lamkeweuh yang dihadiri oleh 3 Gampong
yakni Gampong Lambung, gampong Pie dan Gampong Lamkuweuh,
didapatkan beberapa hal: pertama, Masyarakat mengharapkan ter-
bangunnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian, kedua penting
adanya control social yang baik dari masyarakat terhadap aksi bal-
apan liar dan Ketiga, adanya pembinaan terhadap remaja yang mel-
akukan balapan liar, khususnya remaja yang berdomisili dalam gam-
pong tersebut. Dan keempat, diberikannya sanksi social pada remaja
yang melakukan balapan liar.

Untuk kecamatan Baiturrahman tidak dilakukan FGD karena
keterbatasan waktu dari tokoh informalnya sehingga penggalian in-
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formasinya melalui wawancara menfjalam’. didaRatkan beberg ah

yang menjadi penanganan balapan 'har bagi remaja: pertamga peni 3|
adanya pembinaan terhadap remaja yang melakukan ba]apan ling
kedua pihak kecamatan membuat sebuah reusam atau qanun, perar‘
turan camat dalam bentuk tertulis tidak membolehkan balapan ll_a.
dijalanan, karena sangat mengganggu ketertiban dijalan raya, Ketigi;r
pentingnya peningkatan patroli oleh pihak kepolisian. '

Berikut kutipan Pernyataan pemuda Gampong Neusy Aceh

yang menerangkan bahwa: '
“Di Gampong kami dulu pada tahun 2010 pernah ada aksi bal-
apan liar yang dilakukan oleh remaja, tetapi itu tidak berjalan
lama karena kami di gampong cepat musyawarah dengan pak
keuchik agar segera mengusir mereka, karena sudah meresah.
kan masyarakat, dengan suara motor yang begitu keras mem.
buat warga tidak nyaman, sehingga kami dengan beberapa
orang pemuda dan orang tua turun kejalan dan menasihati
anak-anak tersebut agar tidak mengulanginya lagi untuk bal-
apan diseputaran gampong, akhirnya redalah tidak ada balapan
lagi, kalau tidak kami turun kejalan maka akan banyak menim-
bulkan korban luka-luka, dan ada beberapa diantaranya warga
kami juga yang ikut dalam balapan.”

Begitu juga pernyataan lainnya dari Pak Muhammad di Gan-
pong Setui mengatakan bahwa:

“Anak-anak remaja yang balapan tersebut adalah anak dari
orang kaya, anak china, polisi dan juga TNI yang balapan terse-
byt, awalnya kami tidak peduli tetapi karena sudah menjadij
fix mereka yang mengakibatkan masalah bagi warga penggun
jalan maka kami sepakat dengan warga agar melaporkan mere
ka ke Kapolsek Baiturrahman, dan pada satu hari kami el
sama tim kapolsek menangkap anak tersebut dan menangkap
motornya (hondanya) sehingga setelah itu mulai berkurané
tidak ada balapan lagi dilokasi kami, malah kami dengar sudah
pindah ke Terminal batoh sekarang.”

Dari beberapa peryataan di atas jelaslah bahwa tokoh informa

dan tokoh form:
terlibat dal:;;m;: pada dua Kecamatan (Meuraxa dan Bdilurmhmdm
aksi balapan T, oop <" arahan kepada remaja yang melakib?
" a0 fece i 18
» ehingga ini jelas bahwa aksi balapan liar ini haru
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dihentikan karena sangat merugikan pengguna jalan raya, dan juga
mempengaruhi budaya bagi remaja lainnya.

B. Strategi Penanganan Balapan Liar Anak-anak Remaja di Ke-
camatan Meuraxa dan Baiturrahman

Strategi yang digunakan tokoh informal dalam penanganan
aksi balapan liar anak remaja adalah: Pertama, untuk kecamatan
Meuraxa, pemuda dan tokoh masyarakat beserta pak keuchik mem-
bangun koordinasi dengan menurunkan semua pemuda membawa
kayu ke seputaran jalan raya, di antaranya pemuda gampong Lam-
bung, Gampong Pie dan Cot Lamkueweuh. Selanjutnya, tokoh agama
setelah menangkap mereka menasihati agar jangan mengulangi aksi
balapan liar dijalan raya. Dan juga membangun kerjasama dengan
pihak kepolisian setempat untuk melakukan patroli diseputaran jalan
raya tersebut. Kedua, di Kecamatan Baiturrahman, pemuda, tokoh
agama dan tokoh masyarakat lainnya melakukan pembinaan anak-
anak remaja yang terlibat dalam aksi balapan liar dengan menyurati
orang tuannya, dan melakukan patroli bekerjasama dengan kepoli-
sian dan terakhir mengusulkan membuat qanun gampong tentang
keamanan jalan raya.

Strategi di atas adalah metode tokoh agama, pemuda dan tokoh
masyarakat lainnya dalam penanganan aksi balapan liar di kecama-
tan Meuraxa dan Baiturrahman, yang bertujuan mewujudkan remaja
yang tertib di jalan raya dan siap dalam menjaga ketahanan sosial
masyarakat dalam menghadapi segala tantangan kebudayaan global
yang sekarang sedang berjalan, dengan selalu membangun komuni-
kasi dan koordinasi yang baik antara tokoh agama dengan tokoh for-
mal gampong dan kecamatan hingga ke kabupaten. Metode yang di-
lakukan oleh tokoh agama dan pemuda di atas sesuai dengan kondisi
sistem sosial masyarakat Aceh yang memiliki budaya ke timuran.

Sebagaimana yang disampaikan Illiza Sa’aduddin Djamal,
wakil walikota Banda Aceh, dalam pidato ringkasnya vang dikutip
dalam Harian Serambi Indonesia, menerangkan bahwa ia sangat
mend\‘\kung pihak kepolisian dan masyarakat dalam menangani bal-
apan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja diwilavah yang dip-
Impinnya, khusus untuk kawasan yang mejadi titik lulépan' liar, beli-
au menginstruksikan kepada dinas terkait agar menciptakan suasana
yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan raya, karena orang islam
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tersebut cinta dengan ketertiban dan sesuai dengan tuntunan g
Islam. Namun perlu kita ketahui bahwa merubah remaja Aceh
sulit, karena konflik yang berkepanjangan telah menyisakan traum,
yang mendalam dan telah merusak tatanan kehidupan masyaraks
setelah runtuhnya kerajaan Aceh pada masa penjajahan, Wm:,_c&mm
bersama-sama Republik Indonesia melanjutkan perjuangan mereby;
kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian dilanjutkan dengan pep,
berontakan Darul Islam Indonesia (DI/TII) untuk membentuk Ne.
gara Islam Indonesia (NII), dan ditambah lagi dengan gerakan Acey,
merdeka (GAM) dari tahun 1973 yang bertujuan untuk menuntut ke.
merdekaan kepada pemerintah Republik Indonesia (RI), karena telaj
dianggap telah menjajah Aceh. begitu juga sebelum redanya trauma
karena konflik, pada tanggal 26 desember 2004 Aceh mengalami

musibah yang maha dahsyat dengan datangnya musibah gempa dan
tsunami.

Yaria
wmﬂmmﬁ

Perjalanan panjang konflik yang dialami masyarakat Aceh
telah banyak menyita tenaga dan pikiran yang seharusnya dapat
membangun Aceh secara bersama kearah yang lebih baik. Namun
perjalanan panjang konflik tersebut akhirnya membuahkan hasil
kesepakatan antara Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005, hal ini tidak terlepas

dari rahmat tsunami yang membuat Aceh bangkit kembali dari keter-
purukan karena konflik dan trauma tsunami.

Sejarah kelam tersebut telah merusak sendi-sendi kehidupan
masyarakat termasuk remaja yang ogal-ogalan dijalan raya. Pada saat
Provinsi Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari
tahun 1989 sampai dengan 1998 dan darurat militer di Aceh tahun
2003 sampai dengan tahun 2004, kehidupan masyarakat Aceh men-
jadi tidak menentu, tidak boleh berkumpul-kumpul, setiap kegiatan
yang dibuat oleh warga dicurigai, serta adanya kewajiban untuk jaga
malam yang telah menyita waktu dan tenaga masyarakat untuk me-
mikirkan kebutuhan keluarga.

Secara umum kehidupan anak remaja di Kota Banda Aceh
pasca tsunami sangat memprihatinkan, dimana belum adanya atuw
ran atau gqanun yang tegas mengatur tentang larangan balapan liar
di jalan raya membuat banyak remaja yang tidak patuh aturan p_.z_.
lebih memilih melawan aturan, ini membuktikan telah lemahnya nilal
control dari orang tua dan masyarakat sekitarnya terhadap _,E.zgr_
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yang dipertontonkan oleh remaja tersebut. Untuk itu sikap yang arief
perlu dinampakkan oleh orang tua, guru di sekolah dan masyarakat
di gampong, agar memberikan nilai-nilai moral terhadap remaja agar
pentingnya menjaga kenyamanan dijalan raya. Seharusnya Syariat Is-
lam menjadi kekuatan bagi orang tua, guru dan masyarakat Aceh un-
tuk menasehati anak yang berprilaku menyimpang, dan memajukan
melestarikan budaya Islami, karena hanya satu-satunya di Indonesia
yang memilki kekhususan undang-undang peraturan daerah yang
sudah diakui secara hukum di Indonesia.

Eksistensi budaya lokal dalam pemahaman ajaran islam harus
ditegakkan karena memiliki kearifan tersendiri dalam mewujudkan
daerah yang Baldatun Thaiyibatun Warabbul Ghafur (aman, damai dan
sejahtera). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Masrizal, (2009)
yang mengatakan bahwa tokoh informal (tokoh agama dan tokoh
adat) sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat pas-
ca bencana gempa dan tsunami di Aceh.

C. Hambatan yang dihadapi Tokoh Informal dalam Penanganan
Balapan Liar di Kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman

Berdasarkan dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan
pada tokoh informal di kecamatan Meuraxa dan Baiturrahman di da-
patkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala selama dalam
penanganan balapan liar remaja, diantaranya: pertama, sebagian re-
maja yang melakukan balapan liar adalah anak dari TNI/ Polri, kedua,
trauma karena konflik yang mempengaruhi jiwa remaja untuk mel-
akukan aksi balapan liar, ketiga, kurangnya perhatian orang tua terha-
dap anak remaja yang mengakibatkan adanya balapan liar. Keempat

belum adanya ganun yang mengatur tentang larangan balapan liar di
jalan raya.

Keempat masalah di atas menjadi perhatian khusus dari tokoh
informal untuk menanggulanginya, sebagaimana vang diutarakan
oleh pak Ali di Gampong Cot Lamkuweh kecmatan Meuraxa menga-
takan bahwa: “ warga kami kenapa sulit memberantas remaja yang
balapan liar dikarenakan orang tua dari si remaja tidak mau peduli
terhadap anaknya, setelah dibelikan Honda (sepeda motor) tidak per-
nah ditanyakan dipakai untuk apa Honda tersebut sehingga si Anak
karena merasa tidak pernah diperhatikan, jadi sesuka hatinya dalam
mengenderai Honda tersebut. Selanjutnya hal senada juga diutarakan
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oleh Ibnu warga, Nuesu Aceh, yang mengate?kan kenapa banyak
maja yang mengambil jalan pintas untuk hobinya balapan liar, it g
akibatkan karena orang tua yang keluarganya broken home (keluarg,
yang kacau balau) sehingga si anak memilih jalan tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan

Dari pemaparan penelitian ini dapat ditarik beberapa pointer
kesimpulan terhadap persepsi tokoh informal dalam penanganan
aksi balapan liar anak-anak remaja di kecamatan Baiturahman dan
Meuraxa, diantaranya:

1. Belum adanya peraturan tertulis yang dibuat melalui ganun
gampong dan  disosialisasikan kepada masyarakat dan peng-
guna jalan raya.

2. Trauma karena konflik dan gempa tsunami mempengaruhi si-
kap dan tingkah laku remaja dalam melakukan aksi balapan
liar.

3. Tidak adanya koordinasi yang baik dari pihak kepolisian dan
masyarakat sehingga aksi balapan liar tidak terkontrol.

2. Saran

1. Pentingnya pencegahan terhadap Aksi balapan liar Anak-anak
Remaja melalui sinergi antara orang tua, guru dan masyarakat,
serta pihak kepolisian sehingga akan terwujud remaja yang
peduli terhadap ketertiban dan keamanan di jalan raya

2. Perlu adanya ganun gampong yang mengatur tentang keterti-
ban dan keamanan di jalan raya.
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BAB IV
TOKOH INFORMAL DALAM
PENANGANAN BENCANA

A. Pendahuluan

Peran seorang tokoh masyarakat dalam pembangunan sangat
penting, karena tokoh adalah seorang “opinion leader” yaitu orang
yang berpengaruh besar dalam mengambil keputusan. Pembangunan
pada dasarnya adalah suatu proses yang bertujuan meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini adalah kesejahteraan untuk in-
dividu maupun kelompok. Provinsi Aceh, berdasarkan Undang-un-
dang Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
diberikan kewenangan secara luas dan leluasa untuk menata sistem
pemerintah daerah sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh.
Untuk implementasinya diatur dalam Qanun (peraturan daerah) No-
mor 5 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Gampong, Oleh karena itu
di Provinsi Aceh istilah lain dari desa adalah gampong, dan istilah lain
dari kepala desa adalah Keuchik serta istilah lain dari Badan Perwaki-
lan Desa adalah Tuha Peut.

Setiap program pembangunan dalam bentuk dan jenis apapun
yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat di dalamnya diper-
lukan dukungan atau partisipasi masyarakat, maka dalam prosesnya
kita perlu melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat agar
segala potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara maksi-
mal. Mengingat pentingnya pendekatan terhadap tokoh masyarakat
dalam penanganan bencana, maka dalam penelitian ini penekanan-
nya penulis lakukan pada pendekatan yang dilakukan oleh tokoh
informal. Tokoh informal yang dimaksud adalah tokoh agama dan
tokoh adat gampong, bukan aktor dari suatu organisasi yang terlibat
dalam penanganan bencana. Diakui memang dalam sebuah rekon-
struksi gampong banyak aktor yang terlibat dalam penanganan benca-
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. ju ke kondisi nor
k memulihkan masyarakat menuju mal, .
F:la gr;'hc‘l‘aknllaeerarti bahwa pendekatan terhadap tokoh forma] i
](keguchik) harus diabaikan atau tidak penting dilakukan.

Di gampong Rukoh Kecamatan Syigh Kuala Koty
Aceh, yang merupakan salah sat.u (%an sek}an gampo;{g yan
ena musibah gempa dan tsunami, diketahui bz}nyak clld.atangi olel
beberapa non government organizer (NGO) dari berbagal Organisyg;
dalam memfasilitasi pulihnya kembali masyaraka.t Fial'l kondis; yan
tidak normal menuju kondisi yang norme'il..T'Eti}Pl th}ak semua NG
yang masuk ke gampong Rukoh, karena inisiatif _darl NGO tersebyf
tetapi karena adanya inisiatif yang datar.1g darl‘t.okoh masyaraky
setempat. Hal ini dibuktikan dengan ha51l‘ penelitian dalam benty
skripsi yang dilakukan Baihagi!, yang menjelaskan bahwa pasca ts,.
nami tokoh informal (tokoh agama dan tokoh adat) menjadi ujung
tombak masyarakat dalam mengakses bantuan, dengan mengajukan
proposal kepada beberapa NGO asing.

|
gﬂmpo”g

Banda
g terk.

Dari hasil penelitian di atas digambarkan bahwa di gampong
Rukoh adanya kreatifitas yang datangnya dari mayarakat setempat,
atau dalam istilah sosialnya disebut dengan adanya kearifan lokal
Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang taat dan menjun-
jung tinggi agama dan adat. Sistem penanganan yang dilakukan di
atas memberikan makna bahwa dalam mencapai keberhasilan pem-
bangunan di gampong tidak hanya terpaku pada tokoh formal, tetapi
juga adanya kerjasama dengan tokoh informal. Hal ini dilakukan
agar permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat teratasi
termasuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran, khu-
susnya di gampong.

Dalam Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam (KAD), bahwa ket
chik adalah orang yang dipilih oleh warga gampong untuk melindung
warga, karena keuchik adalah harapan warga masyarakat gampong K
rena itu gampong menjadi wilayah otonomi terkecil dalam perjaland®
sejarah’. Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam menjelaskan bahwa 1
koh formal gampong (keuchik dan aparaturnya) yang menjadi prome
S

1. Baihaqj, 2007, Partisipasi Masyarakat Pasca Gempa dan Tsunami (studidi o

Rukoh Kecamatan Syiah Kuala K n Acely ?
v 4 Kota Band: ) -Raniry, Banda A¢
ripsi tidak diterbitkan g anda Aceh), JAIN Ar-Raniry

2. Sutoro Fko d
gyakarta, him. 15

o1t Press, Y
kk, 2007, Bergerak Menuju Mukim Dan Gampong, IRE 'res
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tor untuk memperoleh bantuan, karena hal ini juga merupakan am-
anat dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah, di dalamnya juga membahas tentang Pemerintahan Gampong,
dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan
Gampong. Peran tokoh informal sangat strategis dalam menunjang/
mendukung proses pembangunan gampong. Dalam perspektif sosiol-
ogis, masyarakat gampong Rukoh sangat patuh pada adat istiadat dan
sangat mempercayai kepada tokoh yang mengerti agama, terutama
pemimpin yang berlatar belakang agama Islam dan mengerti hukum
adat dan hukum islam, karena dalam pandangan masyarakat Aceh
bahwa antara agama dan adat tidak dapat dipisahkan karena telah
menyatu sebagaimana hadih maja yang berkembang di Aceh yaitu
Agama ngon adat (hukom), lagee zat ngon sifeut (agama dengan adat
bagaikan zat dengan sifatnya).

Masyarakat gampong Rukoh pasca musibah gempa dan tsuna-
mi sangat loyal pada tokoh informal karena pada saat itu masyarakat
bukan hanya membutuhkan bantuan material tapi juga membutuh-
kan pembinaan spiritual. Kepedulian yang ditunjukkan oleh tokoh
informal yang menyebabkan masyarakat menyukainya, padahal to-
koh ini juga orang yang terkena musibah.

B. Kerangka Teoritik (literatur inteview)

Dalam kerangka teoritik ini penulis mengutip beberapa teori
tentang pengertian tokoh formal, tokoh informal, dan ciri-ciri dari
tokoh informal dalam kaitannya dengan kearifan lokal di gampong
dalam penanganan terhadap dampak gempa dan tsunami dengan
melihat strategi-strategi penanganan bencana oleh tokoh informal

dengan melakukan analisis konsep peran serta masyarakat dalam
mewujudkan pemberdayaan.

a. Tokoh formal

Tokoh formal menurut Katinj Kartono,* adalah orang yang
men‘d:\patkan pengangkatan formal sebagai pemimpin. Menurut
Astrid Susanto dalam Elly Irawan,* Tokoh formal di pedesaan diberi

3. Kartini Kartono, 1998 Pemimpi < impi impi
K , 1998, pin Dan Kepemimpinan,, Apakah Pemimpin Ab-

normal Itu? Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jall:rm : F !
- 144.01?")' Irawan, 1995, Pengembangan Masyarakat, Universitas Terbuka, Jakarta,
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untuk mengambil keputusan-keputusan tert.

kekuasaan A o
wewenang/ ke ani masalah pemerintahan di tingkat desa.

entu, khususnya menang

ceh tokoh formal ditingkat desa dipilih mela;

Di Provinsi A '
penunjukan langsung dari kesepakatan bersama para tokoh infq;.

dan tokoh agama) pada masa kesultanan Iskandy,
:\A;:lld(:ﬂ;ggaaiitsa il pgemﬂihan keuchik dipilih tidak bEId.asar.
kan penunjukan langsung dari tokoh informal, dengan adanya inter.
vensi dari masyarakat dibuat musyawarah ganpong, sgdangkan pasca
reformasi pemilihan keuchik sudah secara demokrasi den.gan diada.
kannya proses pemilihan keuchik secara langsung yang dxseb}n den.
gan Pilchiksung (pemilihan keuchik secara langsung) yang melibatkan
semua lapisan masyarakat dan telah diatur dalam Qanun Kota Banda
Aceh Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengesahan, Pelantikan dan pemberhentian keuclik.

b. Tokoh Informal

Menurut Kartini Kartono,”> pemimpin informal adalah orang
yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin,
namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai
kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi
psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Pemahamar
Kartini Kartono® ini menerangkan bahwa kepemimpinan informd
dalam peranan sosial di masyarakat memberi pengaruh berupa sug:
esti, larangan dan dukungan kepada masyarakat luas untuk meng:
gerakkan atau berbuat sesuatu.

Pendapat di atas juga disampaikan oleh Profesor Kimbal

Young, sosiolog terkenal di Amerika Serikat dalam Kartini Karto-
no, mengatakan tokoh informal itu bentuk dominasi yang didasar
kemampuan pribadinya yang sanggup mendorong atau mengajab
orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/peneri
maan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat
bagi situasi khusus. Pemahaman dari Kimbal Young ini sangat tepa!
bila dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah yang ingin pent
lis lakukan penelitian, dimana peran kepemimpinan informal begit!
nampak dan khususnya ketika gempa dan tsunami melanda daeral
tersebut, dengan sukarela pemimpin informal mencari bantuan %

R e —

5 Ibid,, him 10
6 Ibid., him 15
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tuk warganya yang tertimpa musibah.

Hal senada juga disampaikan oleh sosiolog Universitas Gad-
jah Mada, Profesor Soedjito,” dalam bukunya yang berjudul Aspek
Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan rpengatakan bahwa
pemimpin informal sangat menentukan keberbasﬂan suatu program
di masyarakat, karena tokoh ini berperan penting dalam masyarakat.
Hasil penelitian yang dilakukan Yudi Douglas 1.3at".ubara,8 Rencan_a
gampong dapat disusun dalam waktu yang relatif singkat dan efektif
apabila melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan di
masyarakat pedesaan tidak hanya bekerjasama dengan tokoh formal
namun juga harus mengadakan kerjasama dengan tokoh informal ka-
rena tokoh ini menjadi panutan di masyarakat pedesaan.

c. Ciri- ciri Tokoh Informal antara lain:

Menurut Kartini Kartono,® ciri-ciri pemimpin informal adalah

sebagai berikut:

1). Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai
pemimpin

2). Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan
mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya
berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih
mau mengakui dan menerima pribadinya.

3). Dia tidak mendapatkan dukungan/backing dari suatu or-
ganisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinan-
nya.

4). Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imba-
lan jasa itu diberikan secara suka rela.

5). Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi,
dan tidak. memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi per-
syaratan formal tertentu.

' 7 Soedjito, 1987, Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan, Tiara
Wacana, Yogyakarta i '
Kemb{:“ L\f u:{; Douglas Batubara, Evaluasi Perencanaan Desa dalam Membangun

ingkungan Perdesaan Pasca Bencana Alam Tsunami 2004, (studi di Desa

Lam Jabal, Gampo
v pong Baro, Gampong Pande dan Desa Labuy), UI (universitas Indonesia),

9  Kartini Kartono, 1998, P

Abnormal Itu? Edisi Baru, Raja Gr. emimpin Dan Kepemimpinan , Apakah Pemimpin

afindo Persada, Jakarta
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6). Apabila melakukan kesalahan, dia ﬁ.ﬂmw a.m?: &:EEE
hanya saja respek orang Hmnrmmmw Q.R.Ev\m jadi _umeEmsw
pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh m,,

sanya.

Hal di atas juga sejalan dengan pendapat >mE¢ S. Susant,
dalam Elly Irawan,® Tokoh informal memiliki 3 potensi m.bm:m lain,
pertama, memiliki kecakapan dan pengertian terhadap wmga:ﬁg S0-
sial. Kedua, memiliki kepribadian yang dapat memberikan populari.
tas sosial kepadanya, dan ketiga, mampu berbicara dan pandai dalam
mengajukan ide-ide. Astrid S. Susanto juga menambahkan bahw,
tokoh informal di desa itu dengan latar belakang agama, khususny;
Islam, pada masyarakat pedesaan umumnya adalah pemimpin-pem-
impin agama yang secara historis telah memiliki otoritas kepemimpi
nan yang cukup kuat. Para ulama, ustadz atau yang sejenis, mereka

juga tidak saja berkedudukan sebagai pemuka agama tetapi sering
juga menduduki kepemimpinan dalam masyarakat secara keselurw
han.

Hal di atas juga sependapat dengan Harun Nasution,'’ menga
takan bahwa pemimpin informal sangat berperan dalam pembangu-
nan masyarakat di desa, khususya tokoh agama, hal ini dicontohkan
tentang figur seorang Kiai (ustadz/ tengku) di desa (gampong) masih
mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Dalam mengubah
sikap mental umat, dari sikap yang tidak menguntungkan menjadi
sikap yang mendorong bagi pembangunan.

Harun Nasution menggambarkan bahwa kepemimpinan se
orang Kiai (ustadz/tengku) untuk di pedesaan masih sangat baik
dalam mengajak masyarakat untuk menuju perubahan diri, baik
itu dalam konteks memberikan pembinaan manusia secara spiritual
maupun pembinaan manusia sebagai fungsi sosial. Pendekatan ini
juga merupakan metode yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW,
dalam mengembangkan dakwahnya. Masjid Nabawi bukan hany?
dijadikan sebagai tempat untuk beribadah tapi juga dijadikan sebagdl
tempat menggali ilmu pengetahuan agama dan juga sebagai tempa!

dalam mengatur strategi politik.

fic Hﬂw Elly Irawan, 1995, Pengembangan Masyarakat, Universitas Terbuka, Jakartd

11 Harun Nasution, 1995, Islam Rasi ikiran, edit®f
. . '’ '’ Bl As10NK O 54 A e dran, € |
Saiful Muzani, Penerbit Mizan, Jakarta Wiomal Sagansn Dan Brlioe

46

Tokoh Informal Dalam Penanganan Bencana

d. Kearifan Lokal Gampong (Desa)

1 dalam bahasa asing sering dikonsepsikan seba-
gai kebijakan setempat (local wisdom), wmnmmﬁmrcmb setempat (local
knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Menurut Saini,
Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu ko-
munitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya,
yang memberikan kepada komunitas tersebut daya tahan dan daya
tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata
lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-
geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Diketahui
bahwa paradigma pembangunan telah terjadi pergeseran di Indone-
sia. Pergeseran ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan pemban-
gunan kesejahteraan sosial.

Kearifan loka

Dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial, potensi-
potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus ditem-
patkan sebagai modal dasar yang dapat dikembangkan menjadi
kekuatan yang memberikan energi yang kondusif. Kearifan lokal
menjadi elemen penting yang signifikan dalam mewujudkan ke-
tahanan sosial masyarakat serta pembangunan kesejahteraan sosial
dalam skala mikro. Seperti halnya yang ditunjukkan dalam peneli-
tian penulis,® Hasil survey dan observasi dilapangan bahwa tokoh
informal di desa Babah Dua ketika pasca gempa dan tsunami, lebih
berperan dari pada tokoh formal. Dibuktikan dengan adanya keper-
cayaan penuh dari pendonor (NGO OXFAM) dalam memberikan
bantuan modal usaha kepada masyarakat desa Babah Dua. Hal ini
tidak terlepas dari latar belakang tokoh informal di desa Babah Dua
berasal dari keturunan raja yaitu raja Po Teumeureudhoem. Pemaha-
man masyarakat bahwa setiap keturunan raja dihargai, karena sebu-
tan Teuku bagi laki-laki dan Tjut untuk perempuan, pemahaman bu-
daya dan agama mereka sangat kuat.

. :E _.».m.: mengatakan bahwa dimensi dalam kearifan lokal
meliputi dimensi-dimensi pengetahuan lokal, budaya lokal, keter-

it 12 Saini, KM, Kearifan Lokal di arus Global”, dalam Pikiran Rakyat, Edisi 30 Juli
13 Masriz .
13 Masrizal, 2007, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi

di Desa Babah Dua Kec: a Ke :
hesh L oo E wrzﬁﬂm.z: atan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), IAIN Ar-Raniry Banda

14 Jim Ife,

2002, ity Deve : o
an Age 02, Community Dev elopment Community-Based Alternatives in

of gl isati R 3 N
globalisation, Longman is an Imprint of Pearson education, Autralia
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; kal, sumberdaya lokal, mekanisme pengambilan kepyy,_
2$p;?1?allodan solidaritas kelompok. Sfadangkfir} menurut Bambay,
Nugroho,15 kearifan lokal biasanya dlpersomf.lkaSl pada seseoray,
yang secara kepribadian dinilai matang, konsisten, rela berkorbay
tidak menang sendiri, memiliki wawasan yang luas Fapl tetap may
menerima kritik orang lain dan mau n}:engalah. H.al ini yang serip
disebut di masyarakat dengan orang l?l]aksana (arif), dan dalam by,
hasa Inggris orang yang arif disebut wise marn.

Pandangan hidup tentang kearifan lokal adalah sesuatu yang
berharga dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, karfena setiap
kegiatannya dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab be.r~
bagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam hal sis.
tem pemenuhan kebutuhan yang meliputi seluruh unsur ke}'udupan

diantaranya: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organ
isasi sosial, bahasa, komunikasi dan kesenian.

e. Penanganan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dis
ebabkan oleh alam manusia dan/atau keduanya yang mengakibat
kan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan
lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta
menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan
masyarakat.® Penanganan bencana sesuai dengan Undang-undang
Nomor 24 tahun 2007, menitik beratkan pada partisipasi masyarakat
dalam penanggulangan bencana. Masyarakat bukan hanya sekedar
menjadi korban/obyek dari bencana namun juga sebagai pelaku
dari penanggulangan bencana.”” Menurut Gunawan, ' unsur-unsu
dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam

3 kelompok besaran yakni: (1) Public sector, (2) Privat sector, dan (3
Collectif sector. Menyatunya ketiga sector (threepartide) dimaksud
merupakan kekuatan besar dalam menghadapi berbagai permasnla'

15 Bambang Nugroho, dkk, 2005, Tinjauan Tentang Kearifan Lokal, Balatbang
sos-Depsos RI, him. 8

16 Kabid Banjamsos Aceh,
kan pada pelatihan pemanta
ree Aceh Besar tahun 2009

17 hup://www.depsos.go,id, diakses 6 Juni 2009

18 Gunawan, Pemberdayaan Sosial Keluarga Pasca Bencana Alam (Studi €

tang Kondisi Sosial Mas arakat Dala "
1 id mM Feme Nea L o WY
ol dtkses Ju)' o anagemen Bcnmna), dalam http //

, Kebijakan dan Penanggulangan Bencana, llifn\“l‘}mi‘
pan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) angkatan 11 di 5
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han termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Membang.up

ersamaan persepsi merupakan langkah awal. untuk m?ngantls%-
pasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentmgar} di-
kalangan masyarakat, keluarga, tokoh masyar.akat dan Pemermtah
desa. Persamaan persepsi antara sektor publik (pemerm_tah pusat
dan daerah), sektor privat (swasta, LSM) dan sektor kolektif (kelom-
pok organisasi masyarakat) ini merupakan langkah awal . “f‘tuk
membangun kesepahaman dan kesepakatan (Consensus Building).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada ta-
hap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena
masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang
berbeda. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan benca-
na selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana
siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana di-
lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada
setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
penggunaan dana penanggulangan bencana.’

Peraturan di atas juga sesuai dengan Kebijakan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun
2008 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Ben-
cana pada BAB VII Tentang Alokasi dan Peran Pelaku Kegiatan Pen-
anggulangan Bencana butir B. Yang menjelaskan tentang Peran dan
Potensi Masyarakat. Pertama, Masyarakat sebagai pelaku awal pen-
anggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam
b'ataszm tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana
tidak berkembang ke skala yang lebih besar. Kedua Peran swasta
han:xs secara optimal diberdayakan untuk peningkatan ketahanan
nasional dalam menghadapi bencana. Ketiga, koordinasi yang baik
Saelr]\ag?:ii]rnt;aga Non Pemerintah dalam upaya penanggulangan ben-

1 dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana. Keem-

Eaatl,' pc'lran perguruan tinggi. Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian.

A ;\TJQI g;ei:?in ml::g.h,a. ’Media memiliki kemampuan besar untuk mem-
< publik. Keenam, Lembaga Internasional. P da d ¢

pemerintah dapat menerima bantu & i asnor}a i a asarn)‘a

Pada saat pra Lenme S“t‘t antuan dari lembaga internasional, baik

» Saat tanggap darurat maupun pasca bencana.

publik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pe-
an Bencana

19 Peraturan Pemerintah Re
nyelenggaraan Penangulang

49

Scanned by CamScanner




Pengendalian Masalah Sosial Masrizal, A

Namun demikian harus mengikuti peraturan dan perundang-unday,

gan yang berlaku.”

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penanganan bep.
cana sangat dianjurkan adanya kerjasama antar stakeholder dalap,
mewujudkan masyarakat dari kondisi bencana menuju kondisi nor.

mal.

f. Pemberdayaan Masyarakat

Secara harfiah, pemberdayaan diartikan sebagai penguatan
daya (empowering), dari kondisi tidak berdaya (powerless) menjadi
berdaya (powerfull).# Pemberdayaan dapat dipahami sebagai upayz
untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (powerless) agar
menjadi mampu/berdaya (powerfull) baik secara fisik, mental dan
pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (optimalisasi po
tensi).

Dari sisi masyarakat korban bencana, partisipasi adalah kat:
kunci pemberdayaan. Dalam hal ini menurut Sutoro Eko,? bahws
penguatan partisipasi identik dengan penguatan masyarakat sipil d
aras lokal. Untuk ditingkat Gampong (desa) ada lima bentuk partisi-
pasi antara lain: Pertama, mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan
dengan semangat berpartisipasi. Kedua, menghidupkan kembali inst-
tusi-institusi volunteer sebagai media kewargaan yang pernah hiduf
dan berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasi dengan perkemv
bangan yang terjadi di masyarakat terutama dinamika kontempore!
(misalnya forum warga atau musyawarah adat).

Ketign, memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaal
yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi
profesi, minat dan hobi, dan politik maupun aspek-aspek kulturd
lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai arena interaksi 8%:_6.
Keempat, mengkampanyekan pentingnya kesadaran inklusif bag
warga dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi deng®
mempertimbangkan kemajemukan. Dan Kelimma, memperluas ruang

20 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahw!
2008 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, diakses 1rb
gal 12 Juni 2009
- 21 Jim Ife, 1995, Community Development, Creating Community Alte
Ision, Analysis and Practice, Longman, Australia
22 Sutoro Eko, 2003, Pembaharuan Pemerintahan Desa, IRE Press, YO8Y

native’

akartd
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komunikasi publik atau semacam public sphere yang dapat diman-
faatkan warga untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama.

Pemberdayaan merupakan sebagai cara untuk mencapai tu-
juan internal dalam mencapai ketahanan sosial, partisipasi dan ke-
percayaan diri dalam menghadapi situasi krisis (bencana). Diketahui
bahwa orientasi dari pemberdayaan ditujukan selain pada target
kuantitatif juga pada fungsional. Dalam perspektif sosiologis bahwa
pemberdayaan menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif
antara masyarakat dan mitranya. Seperti yang dikemukakan Simon,
(1990) dalam Asep Sasa Purnama,” pemberdayaan adalah suatu ak-
tifitas reflektif suatu proses yang mampu di inisiasikan dan diperta-
hankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan dan
penentuan diri sendiri (self determination). Sementara proses lainnya
hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan
alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkat-
kan kehidupannya.

Pendapat di atas juga senada dengan Edi Suharto, * yang
menjelaskan tentang indikator pemberdayaan dengan menerangkan
bahwa prinsip ilmu pekerjaan sosial (social work), adalah dengan prin-
sip “menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri” (to help
people to help themselves).

Mengacu pada pengertian pemberdayaan di atas, maka pem-
berdayaan harus memberikan peluang agar inisiatif itu tumbuh dari
masyarakat, terutama masyarakat korban bencana dalam menumbuh
kembangkan perilaku sosial untuk didukung melalui pengayaan ori-
entasi, motivasi dan perluasan dalam pengambilan keputusan oleh
masyarakat itu sendiri, Serta meningkatkan aksesibilitas mereka
terhadap sumber kehidupan. Konsep pemberdayaan masyarakat
Eﬂ:mmrm: salah satu metode penanganan bencana yang BmBmE:-
yal tujuan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk memo-
tivasikan dirinya untuk kembali dari kondisi bencana kekondisi nor-
mal. Namun pembahasan yang dilakukan Edi Suharto hanya dalam
batas wacana dan tidak diaplikasikan dalam sebuah penelitian terkait

_Ao:mcmw,. M/ sep Sasa Purnama dkk, tanpa tahun, Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial,
N_..*u_ .._uﬁ_d w:ﬁmmr Balatbangsos, Depsos R, Jakarta him. 70
“di Suharto, 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian

Strategis Pemba - .
Bandung him, @wmc.sz Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Reflika Aditama,
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am pemberdayaan untuk penan.ganan ‘t{ffnc.ana di masyarak
gzz%nrgga})karya yang sangat baik ini ]u.stru dijadikan sebagai "pis:
bedah” dari penelitian yang akan penulis lakukan.

Membangun kembali Aceh pasca bencana terbesar merupag,
kerja besar dan akan memakan waktu panjang. Jangka waktu 4 tahy,
yang direncanakan pemerintah dipande}ng tidak akgn' mampu me.
nyelesaikan berbagai hal yang hancur akibat be{lcana ini. Namun py).
ing tidak, harus menjadi landasan awal perbaikan arah pembangy,
nan kembali Aceh. Karena disamping bencana, Aceh juga merupakan

daerah yang baru pulih dari konflik panjang. Dalam quun wa].qu4
tahun proses rehab & rekons ini, sudah banyak lembaga internasiona
yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk untuk meml?angun kem.
bali Aceh. Seiring dengan waktu pula, satu persatu dari lembaga in
telah meninggalkan Aceh dikarenakan sudah selesainya misi bantuar
kemanusiaan mereka.

Pasca tsunami keadaan masyarakat gampong Rukoh belun
stabil, sehingga menyebabkan banyak masalah di gampong, bahka
kondisi administrasi pemerintahanpun kurang berjalan dengan baik
Dalam hal penanganan bencana perlu dilihat adalah 3 sistem dalar
memulihkan masyarakat dengan menguatkan administrasi pemer
intahan, sistem ekonomi warga bencana dan sistem sosial warga
Pemimpin formal gampong (keuchik) lumpuh, dan administrasi yang
kurang jelas sehingga menyebabkan banyak pengungsi yang tidal
tahu harus melakukan apa, dikarenakan keterbatasan kemampuar
mereka dalam mengakses bantuan. Begitu juga dengan kegiatan pere
konomian masyarakat Rukoh, pada tahun pertama sampai dengar

pertengahan tahun kedua pasca bencana masih belum beraktifitas
masih menunggu uluran tangan dari pemberi bantuan.

Kegiatan sosial masyarakat pasca bencana selama di per
gungsian sangat baik, Masyarakat gampong Rukoh dalam upay?
beradaptasi dengan lingkungannya, penduduk selalu bekerjasan?
dengan sesamanya, dengan kata lain sangat bermasyarakat. R
sosial diantara penduduk Gampong Rukoh cukup tinggi, Merek?
selalu saling tolong menolong, mengutamakan musyawarah dala”
mengambil suatu keputusan apabila ada masalah yang timbul d
masyarakat. Seperti halnya ketika bantuan masuk ke gampong Rw
koh, proses awalnya yang dibangun oleh tokoh masyarakat adalah
membuat musyawarah gampong, atau istilah Acehnya disebut der
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an Duek pakat, yang tujuannya agar masyarakat mengetahui ban-
fuan yang masuk ke gampong Rukoh, sehingga tidak menyebabkan
kecemburuan sosial di masyarakat.

Modal sosial pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai per-
tahanan sosial. Seorang dalam sebuah keluarga, pertemanan dan
perkumpulan melembaga menjadi sebuah social assets. Orang yang
terikat dalam social asset dari sebuah lembaga dan komunitas dapat
memamfaatkan assets tersebut dalam menghadapi berbagai kesuli-
tan ataupun masalah sosial lainnya. Oleh karena itu komunitas yang
mewarisi beragam cadangan jaringan kerja sosial dan perkumpulan
kewargaan biasanya berada dalam posisi yang lebih baik dalam men-
gentaskan kemiskinan dan kerentanan, memecahkan perselisihan,
dan mengambil faedah dari peluang-peluang baru. @

Berdasarkan penjelasan ini penulis hanya ingin mengung-
kapkan bahwa modal sosial mempunyai peranan yang baik, khu-
susnya sebagai bentuk pertahanan sosial pada masyarakat korban
bencana dalam mewujudkan pemberdayaan. Sebab pemberdayaan
masyarakat membutuhkan modal dan potensi dari masyarakat sendi-
ri, sedangkan modal sosial itu sendiri adalah yang sangat berharga
bagi masyarakat. Modal sosial ini sangat mendukung dari pembangu-
nan berkelanjutan sebagai bagian dari mewujudkan pemberdayaan
bagi masyarakat korban bencana.

Pola kepemimpinan di Provinsi Aceh memiliki banyak per-
bedaan dengan daerah lain yang ada di Indonesia, khususnya tentang
pola kepemimpinan di tingkat gampong (desa). Berikut dibawah ini
akan dijelaskan kepemimpinan formal gampong pada masa kesultan-
an Iskandar Muda, masa orde baru dan masa pasca reformasi.

a. Il\(llep;mimpinan Formal Gampong Masa Ke-Sultanan Iskandar
uda

Pemimipin formal gampong pada masa kesultanan Iskandar
muda (1607-1636), menarik untuk menyimak buku Snouck Hugro nje,*
denganlima Keterangan penting, yakni: (1) gampong terdiri darci’ kelom-

25 Nu'man Nuryana, “Modal Sosial,”

Tematik Pembangunan Sosial: Konse
bangan Sosial De

dalam Edi Suharto (Ed), 2004, Isu-Isu

) psi Dan Strategi, Badan Pelatihan dan Pengem-
partemen Sosial RI, Jakarta, him. 87

26 Snouck Hugronje, eh di Mata Kotos
ila nouck Hugronje, 1985, Aceh di Mata Kolonial, Yayasan Soko Guru, Califor-
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etaknya berdekatan, wilayahnya dibag,g
pok rumaf;ftu;“;: ;ﬁgcelim gagurai (2) gampong adalah' b_entuk teﬁi
e Seblia 'ladari ’susunan pemerintahan; (3) gampong dipimpin olg;
tonal'ter ecl hik, yang dibantu seorang yang mahir dalam masala},
keuchik/ geucteu'nyku -posisi mereka ibarat ku (ayah) dan ma (iby)
keagaf’_‘aanf ” akagn orang yang membela kepentingan dan kemginan
Keucliik :2:: bgrhadapan dengan uleebalang maupun ganporng lain; (4
\V(?;igsziiltulm peut dijelaskan sebagai ureung tuha, komp‘onen penting
gari lembaga legislatif yang berisikan ulama_ dan cerdik pandai; (5)
dikenal posisi mukim?®’ sebagai gabungan dari beberapa gampong.

Pemimpin formal gampong (keuchik) masa kesultanar:j Iskandy

Muda dipilih oleh tokoh informal (tokoh agama ('ian tokoh akat) : 1pem
impin formal yang dipilih memiliki tanggung jawab untuk wilayal
kerjanya, memimpin penyelenggaraan Pemermt'ahan Gmnpong, mem.‘
bina kehidupan dan pelaksanaan syariat, memelihara k'elestanan ada
dan adat istiadat, memajukan perekonomian, memelihara ketentra
man, menjadi hakim perdamaian, mengajukan Ranc.angan Reusam
mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanla Gampong, ser
ta mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan; dan kE.ll.C]Iﬂ
bertanggung jawab terhadap rakyat dengan mekanisme tersendiri.

b. Kepemimpinan formal gampong (desa) masa Orde baru

Kepemimpinan formal gampong di masa pemerintahan di Inde
nesia (orde baru), yang sentralistik, ditandai dengan penyeragaman
konsep kampung di seluruh Indonesia, melalui regulasi undang-un
dang (UU) nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam mas:
ini yang dimaksud dengan ‘Desa’ adalah kesatuan organisasi pemer-

intahan terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung be
rada di bawah kecamatan dan merupakan masyarakat hukum yang
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Suasana ser
tralistik dari ‘Desa’ semakin kentara ketika Menteri Dalam Neger

melalui Instruksi No. 9/1980, menginstruksikan pimpinan daerah
untuk mengubah semua gampong menjadi desa,

Salah satu bentuk tekanan politik yang menonjol terhadap gat

27 Mukim adalah seoran

berapa gampong, (desa) 6 yang memilki tugas untuk mengontrol kinerja be
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28 adalah tentang penyeragaman
da negara orde baru adalak tan, ! me
i n menjadig desa. Desa menjadi l'}lrarkl bugkra51 adminis-
dar gampo §1tahan yang terbawah, sebagai mana dl]elaska.n C'lalam
trast Pem;rtahun 1979, yang menyeragamkan gampong rr:ten}adl <.ies.a
U‘U.hlfrih daerah Indonesia, secara resmi desa menjadi hirarki bi-
‘ric;ierasi sistem pemerintahan nasional.

pong di Aceh pa

orde baru sudah banyak merubah sistem yang ada di
masyai\gl‘jﬂ? Aceh secara umum dan gampong Rukoh secara kh:;stcli?:
dimana masa kesultanan Iskandf':lr Muda pada saat desa mats1
beri nama gampong dan di kepalai oleh seorang keuchik b.eru.ba men-
jadi kepala desa, dan lembaga tuha peut di ubah menjadi 1eml?aga.
masyarakat desa dan menghilangkan salah satg _st’ruktur organisasi
yang bernama mukim. Mukim sebenarnya memiliki tugas pada masa
kesultanan adalah menjadi pengawas/pengontrol kegiatan keuchik,
tapi pada masa orde baru keuchik tidak perlu mendapa_tkan persetu-
juan mukim dalam pembangunan gampong, akan tetapi jalur koordi-
nasinya langsung kepihak kecamatan. Sehingga nilai kearifan lokal
ditingkat gampong di Aceh pada masa orde baru seperti tidak ada
sama sekali padahal apabila kita melihat konsep yang ditawarkan
pada era orde baru adalah konsep development (pembangunan). Se-
benarnya dalam konsep pembangunan menjunjung tinggi nilai par-
tisipasi masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal ditingkat daerah.

c. Kepemimpinan Formal Gampong Pasca Reformasi

Gampong pasca reformasi 21 Mei 1998 melalui UU No. 22/1999
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Aceh, dalam gelom-
bar}g ini, kemudian harus dipisah ke dalam tiga generasi proses regu-
lasi gampong, meliputi: Generasi Pertama, gampong yang terakomodir
dalam UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
A.ceh. Dalam generasi ini, ada bangunén besar yang dicoba untuk
?ilnnll:mmknn’ antara lain tiga keistimewaan yang~mer?jadi dasar per-
pc;(ﬁ?iﬁiql:\fhzil::? rl:lor;sgp vpembangu.nan: syariat }slam, adat-istiadat,
Eiken konr ulainya memberi ruang bagi ulama untuk me-

fJakan publik. Namun demikian dalam perumusannya,

>
. 28 Negara orde bary ditand
Partemen-departeme,

desa dibentuk kepal
taris desa, sehingg
Wewenang dari Je

g ai dengan adanya spesialisasi tugas dan fungsi de-
N di tingkat pusat, dinas-

dinas di tingkat kabupat i tingk:
el . gkat kabupaten, di tingkat
esa/lurah, dibantu oleh perangkat desa seperti kaur dan seiro—
asional,akhirnya meniadakan fungsi dan

11 nalet . “ ” N
al, meskipun sekarang “nama “nya masih ada.

2 unifikasi yan g sifatnya n
mbaga tradision, y
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sep eampong yang ingin digapai it}x tidak t'ercapai secara oy
IIEZI:anI;lfa pfkirgszbagai pengaruh dari sentralisme sistem des, rn?;;l'
sangat kentara dalam sistem gamporng. Antara lain di.ilarp keduy, duky
tuha peut sebagai Badan Perwakilan Gampong, masih tidak berbeda
dengan Lembaga Musyawarah Desa (UU No. 5/1979) atay Baday
Perwakilan Desa (UU No. 22/1999).

Generasi Kedua, gampong yang terakomodir dalam U
18/2001 tentang Otonomi Khusus dengan Nama Nanggro
Darussalam (NAD). Untuk melihat bagaimana gampong dikonsepsi_
kan dalam generasi ini, maka kita harus meneropong aturan pelak.
sananya, Qanun No. 5/2003 tentang Pemerintahan Gampong dj Aceh,
Gampong dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yan
merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di
bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertenty yan
dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri. Dalam generasi ini, kita dapat menemy.
kan karakteristik, antara lain: (1) penegasan kembali gampong yang
berada di bawah mukim; (2) posisi keuchik sudah diatur sedemikian
rupa, sehingga wilayah kerjanya menjadi sangat kompleks: mem.
impin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, membina kehidu.
pan dan pelaksanaan syariat, memelihara kelestarian adat dan adat
istiadat, memajukan perekonomian, memelihara ketentraman, menja-
di hakim perdamaian, mengajukan Rancangan Reusam, mengajukan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, serta mewakili
Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan; (3) keuchik bertang-
gung jawab terhadap rakyat dengan mekanisme tersendiri; (4) sudah

ada pembagian kekuasaan dengan tuha peut sebagai lemb
latif; (5) kedudukan imuem meunasalp

dalam hal ini saya memandang posisi

Sedangkan dalam sejarahnya, imuem
ku’

U No,
e Aceh

aga legis-
tidak disebutkan dengan tegas
nya sebagai pembantu keuchik.
seperti ma*® dan keuchik sebagai

Generasi Ketiga, gampong yang terakomodir dalam UU. No.
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU ini, Gampong atau
nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah
mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak me-

29 Imuem meunasah sama den
30 Ma dalam bahasa Acel
31 Sulaiman Tripa,
http:// Www.serambine

gan imam masjid

hibu dan “ku” adalah ayah

Pendekatan Pembangunan Yang Berbasis Gampong, dalam
ws.com, diakses 25 November 2009
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lenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan Gam-
ng’sg terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gmmpong yang
c’lisebut tuha peuet atau nama lain.

Dalam Undang-undang di atas sudah ditegaskan bahwa key-
nik dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk
4 patan enam tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali
jaba iabatan berikutnya. Qanun tentang tata cara pemilihan keuchik
., langsung, sebagaimana ditentukan dalam Qanun Kota Ban-
seci:ieh I\?o. 9 tahun 2005, tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,
gzngesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik. Peran keuchik
sangat penting dalam masyarakat baik dalam syiar agama Islam, me-
melihara, menjaga, membela, menerapkan dan memberlakukan adat
istiadat maupun dalam pelaksanaan hukur.n adat c.lalam masyarakat,
sehingga keuchik haruslah orang yang berwxbafv'a di mata masyarakat.
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Pemll.lha.n keuchik pa.da se-
tiap gampong harus dapat mengakomodir prinsip demokrasi. Keu-
chik adalah orang pilihan di gampong yang diberi kewenangan oleh
masyarakat untuk memimpin gampong tersebut dalam masa tertentu.
Untuk itu pemilihan keuchik secara langsung oleh masyarakat yang
telah berakar harus diberi jaminan secara yuridis.

Masyarakat gampong Rukoh khususnya dan Masyarakat Aceh
secara umum sangat percaya kepada tokoh agama dan adat dikarena-
kan di Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), memiliki
semboyan yaitu: “Adat Bak Poe Teumeuruhom, Hukum Bak Syiah Kua-
Ia, Qanun Bak Putroe Pahang, Reusam Bak Lakseuamana.” (urusan adat
dikendalikan oleh Poe Teumuruhom, urusan hukum ditangani oleh
Tengku Syiah Kuala, mengenai Qanun® ditangani oleh Putroe Pa-
hang dan Reusam® ditangani oleh Lakseumana) yang senada dengan

_—

32 Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dan lembaga leg-
islatif Aceh, dan disebut namanya dengan peraturan daerah, qanun juga merupakan
perundang-undangan yang bernilai agama dan adat dari badan legislasi yang terus
berkembang, lihat Badruzzaman dkk, dalam: Pendidikan Pelatihan Dan Peradilan,
hIm36-43, Banda Aceh )

33 Reusam adalah tatanan protokoler/seremonial adat istiadat dari ahli—ah!l
adat yang terus berjalan. Lihat Badruzzaman dkk, Pendidikan Pelatihan dan Peradi-
lan,.. hlm. 3643, Reusam juga merupakan aturan tentang beberapa segi kehidupan ma-
usia yang tumbuh dalam tumbuh dalam suatu daerah vang tertentu sebagai kelom-
Pok sosial yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Aturan
~aturan tentang segi Kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat,
kttmudian disebut adat, lihat Rusdi sufi, dkk, 2002, Adat Istiadat Masyarakat Aceh,

inas kebudayaan Provinsi NAD, him. 40
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ungkapan hadih maja di ini adalah Adat Bak Poe Teumuruhop, Hug,
Bak Ulama, Qanun Bak Putroe Pahang, szusnm_Bnk‘Bmtam, Hukop, den ony
Adat Lage Zat Ngon Sifeut” kedua hadih maja di atas memilik; magon
yang hampir sama yakni: Pertama, Adat Bak Poetumuruhom bermakna
sebagai pelambang pemegang kekuasaan pelaksana pem, erintahy.

dan kebijaksanaan serta pelaksanaan adat.

Kedua, Hukom Bak Syiah Kuala merupakan pelambang pelak
sanaan hukum. Ketign, Qanun Bak Putroe Pahang merupakan pEIam:
bang orang yang pandai atau seorang cendikiawan yang Membya
ganun (peraturan daerah). Kempat, Reusam Bak Laksamana atay binta.
ra merupakan pelambang orang yang perkasa, arif dan bijaksans
dalam mengatur adat kebiasaan yang terdapat dalam kehidupap
masyarakat* Pada masyarakat Aceh kepercayaan terhadap tokop,
informal memang sudah tumbuh dalam kehidupan manusia sejak
masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636 sampai dengan
sekarang. Setiap kebijakan yang dibuat Sultan tersebut menjadi cop.
toh dalam pelaksanaan adat istiadat dan proses musyawarah dan my.
fakat yang dilaksanakan di gampong-gampong di provinsi Aceh.

Setiap tahapan dalam penanganan bencana yang dilakukan
oleh tokoh informal dari masa tanggap darurat, rehabilitasi, rekon-
struksi hingga menuju kondisi normal banyak menghadapi masalah.
Pada masa tanggap darurat masalah yang dihadapi seputar admin-
istrasi, sulitnya tokoh mendapatkan persetujuan dari tokoh formal
(ket‘lchik). Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi hambatannya pada
suhtny‘a musyawarah yang dibangun antara tokoh formal dengan
tf)koh informal dalam menyatukan ide (gagasan) dan ditambah su-
litnya masyarakat menghadiri musyawarah (rapat) yang dibuat oleh
beberapa lembaga yang ikut terlibat dalam penanganan bencana.

Dalam proses reintegrasi di gampong Rukoh pasca tsunami
ida!ah kurangnxa keterlibatan tokoh formal gampong mengakibatkan
beglatan yang dllakulfan lembaga yang terlibat dalam penanganan

encana kurang maksimal, dalam hal ini lembaga yang memiliki pro-
grailm modal usaha khususnya banyak menghadapi masalah dalam
5: apt(?rlan, diakibatkan administrasi di gampong yang perbelit-belit
perti lembaga Palang Merah Indonesia, mereka memiliki progra™

k7] Badruzzama L
Adat Istiadat Bagi Keu?}’]i‘ikzn i;)(:i,iri:cndldlkan Pelatihan, Peradilan /\d.\l/l'lukum

? salant/
MAA Provinsi Aceh, Banda Aceh, him '3;,1 alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalan
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odal usaha yang diberikan untuk korban bencana yang memilki
m'ua 1 untuk memulihkan masyarakat korban bencana mewujudkan
Egbumhan mereka kearah yang lebih baik dengan modal usaha yang

diberikan.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan
ada beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kondisi Masyarakat gampong Rukoh Pasca Bencana, secara
umum berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Perta-
ma, Masyarakat hampir kehilangan seluruh aset-nya (keluarga
dan orang-orang dekat lainnya: pendapatan dan infrastruktur).
Kedua, Masyarakat putus harapan akan penghidupan yang ce-
rah. Ketiga, Masyarakat trauma akan laut dan bencana. Keem-
pat, Banyaknya keterlibatan dunia internasional yang memaksa
gampong menjadi lebih terbuka, sehingga berpotensi terjadinya
perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial yang ditimbul-
kan oleh lembaga internasional, khususnya tentang “cash and
carry” pasca tsunami adalah merusak tatanan kearifan lokal
yang ada di masyarakat gampong Rukoh.

2. Penanganan bencana gempa dan tsunami di gampong Rukoh
banyak pihak yang terlibat, yaitu lembaga pemerintah (BRR
dan P2KP) dan lembaga non pemerintah (Islamic Reliief, PMI,
SAN, Beujroeh dan Children Centre), kesemua lembaga terse-
but bertujuan untuk menata kembali kehidupan masyarakat
yang hancur karena gempa dan tsunami.

3. Pola kepemimpinan formal di gampong Rukoh yang tidak
mengakomodasi nilai-nilai lokal telah membuat rasa percaya
masyarakat terhadap keuchik rendah, hal ini juga disebabkan
Karena sistem negaranisasi yang dibentuk pada masa orde baru,
memiliki tekanan politik yang menonjol terhadap gampong di
Aceh, tentang penyeragaman dari gampong menjadi desa. Desa
menjadi hirarki birokrasi administrasi pemerintahan yang ter-
bawah, sebagai mana dijelaskan dalam UU. No. 5 tahun 1979,
yang menyeragamkan gampong menjadi desa diseluruh daerah
Indonesia, secara resmi desa menjadi hirarki birokrasi sistem
Pemerintahan nasional. Bahkan salah satu struktur organisasi
ampong dihapuskan, yakni struktur mukim. Padahal pada
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masa sultan Iskandar muda struktur ini ada, tetapi setelap
sahkan undang-undang No 11 tahun 2006 tentang PemerinfL

A

han Aceh, struktur lokal (mukim) ini kembali berfungsi.

Saran

Dari beberapa analisis faktor yang menjadi acuan dalam Penej
litian serta kesimpulan di atas yang telah penulis rangkumkan, mak;;
ada beberapa hal yang kiranya perlu penulis memberikan saran, go.
bagai berikut:

1. Tokoh formal (keuchik) dalam menjalankan program kerja
masyarakat agar selalu melibatkan tokoh informal, karena ke;.
kut sertaan tokoh informal adalah bahagian dari kearifan lokg]
di gampong.

2. Tokoh formal dan tokoh informal diharapkan membangun
hubungan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan
gampong.

Dalam pemberdayaan masyarakat gampong kedepan dihara-
pkan kepada pihak-pihak terkait (pemerintah dan LSM) hendakn-
ya untuk lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat, sehingga
kekuatan lokal (social capital) dapat dibangkitkan untuk sama-sama
membangun masyarakat kearah yang lebih baik, dengan konsep

menciptakan masyarakat yang produktif, bukan masyarakat yang
komsumtif.
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Kebijakan Publik

dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam
(Sebuah Teori dan Analisa)

A. Defenisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil oleh pemerin-
tah yang bermamfaat untuk rakyatnya terutama rakyat yang rentan
(lemah). Menurut William N. Dunn, kebijakan publik adalah kebija-
kan yang dilakukan oleh policy makers (pembuat kebijakan) yang
diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan disektor publik.
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini
dibuktikan dengan sistem pemilihan policy makers, pembuat kebi-
jakan (presiden, gubernur, bupati/walikota dan DPR) dipilih secara
langsung oleh rakyat. Namun demokrasi yang ada di Negara Indo-
nesia belum sepenuhnya menunjukkan demokrasi yang berkeadilan.
Baik itu keadilan di sektor hukum, ekonomi, pertanian, sosial dan

sebagainya. Hal ini seperti salah satu yang penulis kutip dari media
cetak dibawabh ini.

Sekitar 275 hektare areal persawahan di beberapa desa di Ke-
amatan Bakongan Timur (Bakotim), Kabupaten Aceh Selatan sudah
enfnm tahun tidak berproduksi. Kondisi ini disebabkan aliran sun-
&l yang mereka andalkan selama ini tidak bisa mengairi karena su-
dah tersumbat, Camat Bakotim, Sarmiadi, kepada Serambi, Minggu
(i & }) “)engqtfﬂ_mn, kini sawah-sawah itu ditelantarkan oleh .p‘emi-’
yan) d(.i Kondisi ini .d‘isebabkan belum tersedianya bendungan irigast
dalén‘;}’ﬂf mengairi sawah mereka. Padahal, dulu petani mengan-

asil sawah mereka guna mendongkrak perekonomian. Dulu

61

Scanned by CamScanner



Pengendalian Masalah Sosial MaSI‘izaL My

sawah-sawah itu sangat produktif. Namun-lantaran embay,
aliran sungai yang tidak sempurna n}engakxba'tkan sungaj jp, knan
bali tersumbat,” kata Sarmiadi. Begitupun, Plhaknya mernasﬁi -
pada musim tanam tahun ini, sawah-sawah itu sudah kembaj; ;ﬂ
garap oleh pemiliknya, setelah mereka bergotong TOYONg mepype, i
hkan saluran-saluran itu. Adapun sawah yang telantar iy melipustli-
Desa Simpang, Sibadeh, Ladang Rimba, S.m‘/vah_Tipgkeum_ “Kita sy
dah pernah mengusulkan pembangunan irigasi ‘Cll kawasan ity, bail;
tingkat provinsi maupun tingkat pusat, namun hingga kini belum a4,
realisasinya. (Serambi Indonesia, 10 Januari 2010)

Nasib serupa juga terjadi di kecamatan Kluet Selatan, Sekitar
300 hektare sawah di beberapa desa Dalam Kecamatan Kluet Selatap
Kabupaten Aceh Selatan, tidak bisa diproduktifkan lagi menyusy] i,
trusi air Jaut. Kondisi ini terjadi setelah kawasan itu diterjang gempa
bumi dan gelombang tsunami akhir Desember 2004. Deni Irmansyap,
anggota DPRK Aceh Selatan, kepada Serambi, Sabtu (2/1) mengata-
kan, meskipun gempa bumi dan gelombang tsunami telah berlaly
lima tahun, namun peristiwa itu masih menyisakan kepedihan se-
bagian para petani dalam Kecamatan Kluet Selatan. (koran Serambi
Indonesia, 03 Januari 2009)

Membaca cerita camat Bakongan Timur dan camat Kluet Sela-
tan di atas sangat menyedihkan kita semua, seakan-akan kurangnya
kepedulian dari pemerintah kabupaten dan provinsi dalam memberi-
kan kesejahteraan bagi petani sawah di kecamatan tersebut. Apakah
memang pejabat tidur saja melihat penderitaan rakyatnya? areal per-
sawahan 275 hektar (Bakongan Timur), dan 300 hektar (Kluet Sela-
tan), bukanlah lahan yang sedikit, berapa banyak masyarakat bisa
terbantu apabila lahan tersebut digarap dan bisa membantu pereko-
nomian masyarakat. Sawah adalah tempat masyarakat untuk mencar!
nafkah dalam menghidupi kebutuhan keluarga. Waktu lima sampal
dengan enam tahun bukanlah waktu yang pendek, untuk perbaikan
irigasi areal pefSawahan,

Bagi petani waktu lima sampai dengan enam (5-6) tahun daPﬂ:
mengarap sawah mencapai 12 kali panen, apabila di daerah tersebu
panennya dalam 1 tahun 2 kalj (enam bulan sekali). Hal lain jug? M
jadi untuk petani kakao di kecamatan Trumon Timur yang meng? ;
batk_an petani kakao kecewa karena sebelum ditanam bibitnya Slld“j
mati duluan, Sebagaimana laporan camat Trumon Timur, H Lat
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din, yang mengatakan, hampir setengah dari 17.819 bip;; Kaka
g;l;?uan gtonomi kh}lsus (otsus) tahun ?009 yang dibagikan untuﬁ
tiga kelompok tani di kecamatannyz.n mati. Kelompok tani yang men-
orima bantuan tersebut adalah, Kasih Bumi Desa Jambo Dalem, Jasa
Rakan Desa Kapa Sesak, dan kelompok tani Usaha Ingin Jaya Desa
Pintu Rimba. “Kita belum tahl.} .angka pastinya, namun bibit kakao
yang mati hampir setengah dari jumlah yang diterima petani, (

. Koran
Gerambi Indonesia, 08 Januari 2010).

Harold D. Laswell: 1971, mengatakan bahwa Analisis kebija-
kan adalah bentuk aktifitas menciptakan pengetahuan tentang pros-
es pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang
proses pembuatan kebijakan analis kebijakan meneliti sebab, akibat
dan kinerja kebijakan dan program publik. Analis kebijakan adalah
bermamfaat untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencar-
jan solusi. Dalam hal ini yang sangat dituntut adalah bagaimana kebi-
jakan yang di ambil oleh seorang policy makers (pembuat kebijakan)
dalam mengatasinya. Melihat pengalaman yang di pakai oleh Ameri-
ka Serikat dalam mengatasi krisis yang terjadi di negaranya, per-
soalan antara sektor korporat dan sektor sosial (masyarakat) dalam
pengentasan kemiskinan. Untuk keluar dari krisis tersebut, Presiden
AS, Roosevelt, membangkitkan semangat rakyat melalui program
yang terkenal, yaitu New Deal (kesepakatan baru). New Deal yang
layak digarap adalah sektor pertanian dan perkebunan yang ternyata
memiliki pertumbuhan yang stabil dibanding dengan manufaktur.
Jika melihat fakta demikian, mestinya sektor ini mendapat perhatian
dalam program pemerintahan.

Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam diserta-
sinya: Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Men-
gatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Kebijakan Ekonomi
Fiskal Menyebut Bahwa Pembangunan di Sektor Pertanian atau
Pedesaan adalah Usaha Penting Untuk Mengentaskan Kemiskinan
dan Bukan Pasar Modal (Tim Peneliti PSIK Universitas Paramadina:
2008). Begitu juga dengan policy makers kita di Aceh, juga memiliki
latar belakang pertanian dan perkebunan, sebenarnya langkah utama
Yang harus diberikan adalah tentang dua hal ini, karena sebagian be-
Sar penduduk di Aceh bermata pencaharian di sektor pertanian dan

Perkebunan,
William N. Dunn, mengatakan bahwa dalam tahapan proses
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pembuatan kebijakan ada lima fase yang perlu. d'iperhaﬁkan polic

makers, (1) Fase penyusunan agenda, pada fase ini para pejabyy var

dipilih dan diangkat menempfltkan masalah. kebijakan pads , gends
publik. (2) Fase formulasi keb1]a}<an, para pejabat merumuskap alter.
natif kebijakan untuk mengatasi masalah.' 3) Fa§e adobsj kebijakay,
fase ini alternatif kebijakan dipilih dan diadobsi dengan dukup ar{
dari mayoritas dan/atau konsensus kelemba.gaan. (4) Fase implemap,
tasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakap oleh
unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dim;.
likinya, terutama finansial dan manusia. (5) Fase penilaian kebijakan,
pada fase ini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilaj apakah
lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memep,.
uhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
yang telah ditentukan.

Kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas dinilai sangat
paralel dengan tahapan analisis kebijakan, berbicara mengenai kebi-
jakan, kita mengetahui bahwa kebijakan terletak ditangan eksekutif
dan legislatif, yang disebut dengan kebijakan publik. suatu kebija-
kan publik, pertama-tama berisi kepentingan publik, bukan kepent-
ingan negara, pemerintah, penguasa, apalagi elit politik, jadi sepan-
jang mempunyai nilai untuk meningkatkan kehidupan publik, that is
public policy. Menurut Dwijowijoto dalam Riant Nugroho: 2006, ada
tiga hal pokok yang perlu dilihat dalam kebijakan publik antara lain:
pertama, kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan
masalah pada inti permasalahannya. Kedua, kebijakan tersebut bersi-
fat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih
besar daripada masalah yang dipecahkan. Ketiga, kebijakan publik
tersebut memberi harapan kepada seluruh warga bahwa mereka da-
pat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini.

Isu kesejahteraan adalah isu yang sering digunakan oleh para
pejabat pemerintah, seperti halnya dalam tulisan penulis di Artikel
Aceh Instute, yang dimuat 01 januari 2010, yang berjudul “Men
bum.ikan Isu Kesejahteraan Sosial” Topik kesejahteraan tampakny?
menjadi magnet yang sangat memikat sebagai materi komunikas!
para pejabat, apakah itu eksekutif dan legislatif, Bahkan ketika katt
panye pemilihan umum (Pemilu) April 2009 yang lalu, iklan Pari®
De'n'wkrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang ditayangkan dl lt]
evisi secara gencar menjadikan jsy kesejahteraan salah satu "ml%l..
kontrak politiknya, Akan tetapi, jika ditelisik lebih mendalam
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jatinya kata “sejahtera/kesejahteraan” adalah sebuah konsep yariz
“melangit”. Tidak semua kalangan ta}.m apa sesungguhnya yang di-
maksud sejahtera itu, bahkan mungkin dipahami secara el
rena itulah di sini sangat diperlukan upaya untuk membumikan jsy
kesejahteraan tersebut.

Begitu juga dengan tulisan penulis lainya di rubrik opini ko-
ran Harian Aceh, 06 Agustus 2009, yang berjudul “Pentingnya Kebi-
jakan dalam Kesejahteraan Sosial” Masyarakat yang sejahtera adalah
masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial dan dapat pelay-
anan sosial dari negara. Sudahkah masyarakat Indonesia sejahtera?
Jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Namun apa-
bila dilihat pada undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat (1), menga-
manatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak
terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud
dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial
sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin
terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin
dan tidak mampu.

Oleh karena itu kebijakan publik sangat penting dalam mem-
berikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena hal ini juga tercan-
tum dalam Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial. UU yang merupakan pengganti UU No 6 tahun 1974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ini telah berusaha
mendefinisikan kesejahteraan sosial secara lebih kongkrit. Dalam
pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa, “Kesejahteraan Sosial adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
Neégara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
Seh_m_gga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Meskipun begitu,
definisi ini belum banyak dipahami oleh masyarakat secara luas ka-

Tf-:na kurangnya sosialisasi, lebih-lebih UU tersebut baru satu tahun
dxsyahkan.

baik d?/:;ﬁesa:ah k‘-’?ejﬂhteman atau kemakmuran mt’anjadi persoalag
negara-ne g; a E‘ﬂjl.l Maupun negara berkembang. Kecendrungan .c}x
Sistem in? ra‘ apitalis untuk menerapkan sistem pajak progresi.
nmsy‘vakunskmpﬂ}kﬂn upaya untuk meningkatkan kemakmuran

Al Seperti halnya di negara maju seperti Jerman yang sudah
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menganut konsep kejahteraan dan sudah. diketahui sebagaj sebug

negara sosial yang menggunakan ekonomi pasar sosial (socia] Markey
economy). Pertama, prinsip sentralnya a.dala}} pengembangan ekong
mi adalah cara terbaik dalam mencapai kesejahteraan sosial, Pring; y
ini secara jelas diwujudkan dengan banyak kek.)ijakan yang dikajtkgy,
dengan pendapatan, dan bagi mereka yang tidak memilik; catatap
resmi kerja maka tidak akan mendapatkan layanan disaat darura
Kedua, ekonomi Jerman, dan sistem ekonomi dikembangkan mEIalu{
struktur korporatis. Prinsip ini dikembangkan oleh Bismarck, dengan
dasar asosiasi saling bantu-membantu (mutual aid association), da,
terus menjadi dasar bagi perlindungan sosial. Asuransi sosial, yang
mencakup baiya kesehatan, dan beberapa perawatan sosial (social
care) dan sistem tunjangan untuk pendapatan (income maintenance
system) ditangani dengan dana terpisah.

Ketiga, ada tekanan yang kuat pada prinsip “subsidiaritas”,
Prinsip ini diartikan negara Jerman sebagai layanan yang ditangani
secara terdesentralisasi atau secara independen, dan ditingkat negara
harus diberikan secara residual, yaitu dibatasi pada lingkungan kebi-
jakan yang belum dicakup. Warga negara yang dengan pendapatan
tinggi tidak dicakup dengan sistem asuransi sosial, tetapi diserahkan
kepada mereka sendiri untuk memilih cara dan layanan. Begitu juga
dengan Swedia yang menjadi salah satu negara yang berhasil men-
ganut sistem negara kesejahteraan (welfare state). Di negara tersebut
kebijakan publiknya berjalan dengan baik seperti halnya pendidikan,
dimana warga negara berhak mendapatkan sekolah bebas biaya, dan
seluruhnya dibiayai melalui pajak, termasuk pendidikan 9 tahun da_n
3 tahun pendidikan lanjut, begitu juga ditingkat pendidikan univers-
tas dibebaskan biaya. Hibah dan hutang juga disediakan bagi seluruh
mahasiswa. Mengenai asuransi kesehatan, sistem asuransi kesehata
menjamin semua layanan kesehatan bagi penduduk secara gratis, dan
subsidi untuk pengobatan dan perawatan gigi. Untuk pelayanan sakit
(Sl_ckness benefits) memberi kompensasi hilangnya pendapatan (sam
pai pada tingkat tertentu) ketika tidak bisa bekerja akibat sakit: Dan
juga ada perawatan untuk warga yang usia lanjut dan anak-anak.

B. Sejahtera dalam Konteks Islam
p "]jﬂ'

1 . . AL >
Berbicara mengenai kesejahteraan, secara normatif l\O"S"ch ”
[4

ran Islam sangat jelas. Seperti halnya pendapat Syed Nawab H
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yang mengatakan bahwa “ajaran Islam memang dekat dengan
ajaran ekonomi kesejahteraan’j. Oleh karena itu dalam tulisan inj kita
mencoba melihat periode Nabi Muhammad SAW (570-624M) dan pe-
riode khalipah Empat dalam pemahaman kesejahteraan.

Nagvi,

Periode Nabi Muhammad Saw

Pada masa Nabi Muhammad Saw, Nabi memperkenalkan
sistem distribusi pendapatan dan kekayaan dalam bentuk zakat,
shadaqah, infaq dan waqaf. Dengan sistem tersebut Nabi mencita-cit-
akan masayarakat yang egaliter, yang didukung oleh solidaritas. Ber-
beda dengan Mekkah yang masyarakatnya sangat hirarkis berdasar-
kan kategori kekuatan fisik dan kepemilikan kekayaan, di Madinah
tiap warga kota memiliki persamaan hak didepan hukum, egaliter
serta didukung oleh keadilan distributif. Mahmud Muhammad Tha-
ha, mengatakan kebijakan Nabi yang egaliter tersebut adalah Nabi
menjalani kehidupan puncak komunisme ketika syariat berada dalam
tataran ayat zakat yang agung (QS. Albagarah: 219) yang dimaksud
komunisme menurut Thaha adalah seluruh hasil bumi dinikmati se-
cara merata dikalangan masyarakat.

Nabi Muhammad Saw, adalah “kepala negara” pertama yang
memperkenalkan konsep genuine dibidang keuangan negara di
abad ke- 7 yaitu semua hasil pengumpulan harta harus dikumpul-
kan terlebih dahuly, lalu dikeluarkan sesuai kebutuhan negara. Hasil
pengumpulan tersebut adalah milik negara bukan milik individu.
Walaupun demikian pemimpin negara dan gubernur bisa mengam-
bil bagian darinya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Itulah
yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal bertempat dimasjid Nabawi. (Sa-
bfawi: 37-38). Namun menariknya dalam buku-buku sejarah tidak
disebutkan adanya seorang bendahara. Hal ini mungkin disebabkan
lingkungan masa Nabi telah memiliki pengawasan yang ketat. Kadim
A?-Sadri mengatakan bahwa fungsi utama Baitul Mal adalah menja-
min kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum bagi setiap

0 . ! : :
hr:]ng' muslim dan non muslim yang hidup dalam pemerintahan Is-
« .

Periode Empat Khalifah

adi Pertama, Pemerintahan pada masa Abu bakar tidak bany.ak ter
Perubahan kecuali pemasukan yang melimpah (80.000 dirham)

67

Scanned by CamScanner



Pengendalian Masalah Sosial Masrizy), M4
bagi Baitul Mal yang berasal dari Bahrain. Masa Pemerintahyy,
sangat singkat, kurang lebih dua tahun. Pada masa ity ketika Aga J
Bakar melihat ada masalah dalam pembayaran zakat, akhirnya abu'
bakar membuat tindakan represif. Dalam sejarah, kelompok-kelomui
pok masayarakat yang tidak menyeto.rk:-m zakat ke pemerintap, Pusai |
disebut dengan murtad. Penyebutan istilah murtad ini adalap, Mmery
pakan sebuah politik identitas Abu Bakar untuk menjustifikas; pe:
numpasan kelompok pembangkang zakat. }

Kedua, Pada masa Umar Bin Khatab, pendapatan negara ter.!
bagi menjadi empat, pertama, pendapatan yang diperoleh dari zakg; |
dan ushr dikenakan terhadap muslim. Kedua, pendapatan dari k.
mus dan sadakah. Ketiga, pendapatan yang diperoleh dari karaj, fay,
jizya, ushr, dan sewa tetap tahunan tanah-tanah negara. Keempat,
sumber-sumber lainnya. Pendapatan bagian pertama didistribus;.
kan pada tingkat lokal. Jika kelebihan penerimaan sudah disimpanf
di Baitul Mal pusat dan sudah dibagi-bagikan ke delapan kelompok
yang berhak menerima. Bagian kedua, dibagikan kepada orang yang
membutuhkan, terutama fakir miskin untuk membiayai aktifitas
ekonomi. Pendaptan jenis kletiga, digunakan untuk membayar dana
pensiun dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional
administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya. Pendapatan bagian
ke empat digunakan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak ter-
lantar, dan dana sosial lainnya.

Secara umum, sumber pendapatan negara masih berasal dari
pendapatan tradisional meskipun dengan kwantitas yang lebih ban-
yak. Catatan terpenting dalam pemerintahan Umar, adalah kebijakan
sosialnya untuk memberi tunjangan bagi warga negaranya. Tunjangan
dari negara tersebut diperuntukkan bagi janda, anak yatim, membi-
ayai penguburan orang miskin, membayar hutang orang-orang yans
bangkrut, membayar diyat atau denda untuk pembunuhan yang tidak
disengaja oleh pasukan muslim, serta memberikan pinjaman tanpa
bunga untuk urusan komersial. Selain baitul Mal umar membentt
Al-diwan: sebuah lembaga yang mengatur tunjangan-tunjangan v
tuk tentara-tentara dan pensiunannya.

Ketiga, pemerintahan khalifah Usman sebagai penggant! kh?II]
fah Umar Bin Khatab meyambung kegiatan pemerintahan P,ula”l“‘l‘sl“
Umar dan tidak banyak kebijakan yang baru, hanya ada keb.”‘]kdo.
tentang gaji pribadinya tidak ditarik dari uang negara, namun i 1
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. van uang di Baitul Mal memicu kontroversi, dan Usman

Ezgng};ntrol dengan baik (ketat) lembaga Baitul Mal, sehingga fnzlf
munculkan para pengumpul zakat yang na.1.<a1. Kebijakan lain ool
diterapkan pada masa Usman adalah kebijakan tentang kenaikan
dana pensiun menjadi seratus dirham namun tidak ada rinciannya,
Begitu juga dengan l‘ahan yang pfzmah di dapatkan pada masa Umar
tanpa membagi-bagllfanp)fa. Sfehlpgga pada masa Usman membagi-
bagikannya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk
Baitul Mal, lahan yang ada pada masa Umar 9 juta dirham tersebut,
di masa Usman berhasil ditingkatkan menjadi 50 dirham. Dan usman
uga membolehkan untuk menukarkan lahan tersebut dengan lahan
Hijaz (M.A Sabzwari:56-59).

Keempat, pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, khalifah Ali mu-
Jai menata ulang sistem pemerintahan yang ada pada masa Usman
terutama tentang sistem distribusi Baitul Mal. Khalifah Ali member-
Jlakukan distribusi kekayaan publik tanpa diskriminasi. Ali membagi-
kan dana Baitul Mal pada fakir miskin non muslim sama seperti fakir
miskin muslim. Ali juga menekankan bahwa setiap individu menda-
patkan bagian dari pendapatan nasioanl. Ali menekankan distribusi
yang benar, dana Baitul Mal dibagikan secara proporsional. Hal ini
dilakukan terjaminnya kesejahteraan dan keadilan dan sekaligus
menstrimulasi kegiatan ekonomi. Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah
khalifah yang dalam sejarahnya mengambil kebijakan untuk mela-
wan korupsi, penindasan, pengontrolan pasar, memberantas tukang
catut, penimbun barang dan pasar gelap. (M.A Sabzrawi: 59)

Menurut Kuntowijoyo, 1993, dalam ajaran Islam pemihakan
terhadap kelas diakui sah adanya, namun elan vital yang dijadikan
dasar pemihakan itu harus didasarkan pada semangat untuk meneg-
akkan keadilan, dan bukan pada perjuangan kelas untuk melenyap-
kan kelas yang lain. Islam menurut Kuntowijoyo adalah mengakui
adanya diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial. Alquran melihat
fenomena ketidaksamaan sosial itu sebagai sunnatullah, sebagai hu-
kum alam, sebagai realitas empiris yang ditakdirkan terhadap dunia
g\an}lsia. Ayat alquran banyak yang memaklumkan dilebihkannya
aﬁr""]at sosial, ekonc‘)mi atau kapasitas-kapasitas laix}nya dari sebagi-

orang atas sebagian lainnya. Namun tidka berarti bahwa Alquran
meﬁt_01.8ransi ketidak setaraan sosial. Menurut Kuntowijoyo, men-
Ei‘:::-uclithdnk Sama dengan mentoleransi. Sebab, ajaran [slam m.elll%hkl
A sosial untuk secara terus- menerus menegakkan egalitarian-
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isme. Keterlibatan untuk menegakkan cita-cita egalitarianjg

keadilan merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim, Karep, A
jtu dipandang sebagai nilai ibadah. ahy

Isu Kesejahteraan di dalam Islam memang sudah diter.

)7

oleh Nabi Muhammad Saw, hingga dilanjutkan kepada empatiika.n |
fah Islam. Kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat ey aah. |
harus digalakkan untuk di Negara Indonesia khususnya, Karen, l?
bijakannya memiliki dasar hukum yang ada dalam UUD 1945 dae.
UU No. 11 tahun 2009. Apabila Indonesia menganut sistem Welfarn
state, maka tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada akap, s:.
makin menurun. Begitu juga dengan angka kriminalitas dan korups;
yang selalu meresahkan negara. Oleh karena itu kita semua sangy;
mengharapkan kepada policy makers agar betul-betul melihat kep;. |
jakan publik untuk kesejahteraan sosial, karena khususnya kita ¢; |
Aceh telah menganut sistem Syariat Islam, jadi sudah sepatutnya kit |
mengikuti tauladan kita Nabi Muhammad Saw, dalam menentukan
kebijakan. Apabila itu semua tidak dilakukan maka jangan diharap-
kan kesejahteraan sosial tersebut terwujud.

C. Memahami Teori Analisa Kebijakan

Schermerhorn, mengatakan teori adalah a set of consept and ideas
that explains and predic physical and social phenomena.®® Teori terbagi
atas dua pemahaman, yaitu Lay theory dan scientific theory. Lay thee-
ries adalah teori yang dikembangkan dari pengalaman atau disebut
dengan developed by themselves or learned from others over time and asa
result of their experiences, sementara scientific theories adalah teori yang
dikembangkan melalui metode-metode ilmiah, atau that are developed
throught scientific methods.

Teori analisis kebijakan, sebagian besar teori manajemen. baik
sektor publik maupun bisnis, dikembangkan dari best practices yans
kemudian diverifikasi, divalidasi kemudian dikodifikasikan. llcrbed'.i
dengan teori-teori dalm ilmu alam atau non sosial, yang dikcmb“".‘:’
kan dari penelitian ilmiah, kemudian dikembangkan menjadi prahtl )
Pemahaman llay theory ini banyak diperdebatkan, apkah layah dl.:,
ebut teori, Banyak penentangnya biasanya berlatarbelakang positiy

—
- _ ion, him
18 % John R Schermethor, 1993, Management for praductivity, 4th editiof
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yang sangat dipengaru_hi oleh. penc_le.katar}_ pembenaran ilmiah ilmy-
{lmu alam atau non sosial. J‘a'dx analisi k?bllakan adalah teori yang be-
rasal dari pengalamap-terl?alk', bukan‘dlawali dengan temuan, kajian
akademik atau penelitian ilmiah. Artmya teori tentang analisis kebj-
jakan adalah lay theory, bukan ac‘a'dermcal theory. Dengan demikian

engembangan teori analisis keb_ljakan dimasa mendatang akan se-
makin ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang
terjadi dilingkungan administrasi publik.

Disiplin kebijakan publik sudah berkembang sejak pada tahun
1920-an yang dipelopori oleh Woodrow Wilson dengan kredonya
When politic and administration begin, namun masih jarang para
pengambil keputusan politik yang bersedia mengurangi ego politikn-
ya dengan mengundang masuk analisis kebijakan. Sebagaimana yang
diungkapkan Hank C. Jenkins-Smith, analisis kebijakan harus diakui
mengerosi “kekuatan politik” termasuk didalamnya “demokrasi”.
Pada tingkat tertentu kelompok anlaisis kebijakan bekerja dilingkaran
pertama penguasa politik, tidak hanya bekerja dengan pendekatan
teknokratis, tetapi juga pendekatan politik karena memasuki ranah
politik.

Menurut Dunn,® analisis kebijakan adalah aktifitas kegiatan
intelektual dan praktis yang dituujukan untuk menciptakan, secara
kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan
dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu so-
sial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multi-
pel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan,
secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan vang
relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu aktifitas
intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan
tidak dimaksudkan menggantikan politik dan membnaguan elit tek-
nokratis. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan
Yang menurut Dunn dengan mengutip Thomas R. Dye dapat digam-
barkan sebagai berikut:

lik. \,3(,) ‘ William N. Dunn, 1999, (1994,2nd edition) pengantar analisis kebijakan l‘“t:‘
fe f&:imﬂd‘ gadjah mada university press, pani+oo” him, lihat juga Thomas R
+ :Undctslanding public policy New Jersev Prentice Hall
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Pelaku Kebijakan

Lingkungan Kebijakan ”| Kebijakan Public

William N. Dunn, menjelaskan bahwa dalam metode Analisjg
Kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim diguna-
kan dalam pemecahan masalah manusia, yaitu:

1. Definisi: Menghasilkan informasi mengenai kondisi- kondisi
yang menimbulkan masalah kebijakan

2. Prediksi: Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di
masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk
jika tidak melakukan sesuatu.

3. Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai konsekue-
nsi alternatif kebijakan dimasa mendatang

4. Deskripsi: Menghasilkan informasi tentang konsekuensi seka-
rang dan masa lalu dari diterapkanya alternatif kebijakan

5. Evaluasi: Kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan
masalah

Untuk menjawab Analisis kebijakan kita dapat menggunakan
sz‘xlz'ah satu kombinasi dari ketiga pendekatan analisis ini: yaitu S
piris, valuatif, dan normatif,

Pendekatan Pertanyaan Utama Tipe Informasi
Empiris Adakah dan akan- | Deskriptif Dan Preskriptif
kah ada (fakta) ]
Valuatif Apa  mamfaatnya | Evaluatif
(nilai) Sy
Normatif Apa yang harus | Preskriptif
diperbuat (aksi) —
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D. Proses Analisis Kebijakan

Memahami proses analisis kebijakan public atau kebijakan
sosial, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Sosiolog,
pekerja sosial dan analisis kebijakan, dan untuk itu diharuskan mam-
pu mengurai lebih dalam apa yang paling utama diperhatikan, beri-
kut dijelaskan beberapa hal penting yang perlu dilakukan:

Pertama, merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah
nilai kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat
diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tin-
dakn publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat saling kebergantungan antar masalah kebijakan
2. Mempunyai subjektifitas

3. Buatan manusia, karena merupakan produk penilaiain subjek-
tif dari manusia.

4. Bersifat dinamis

Sementara itu, ada tiga kelas masalah kebijakan sebagaimana
yang digambarkan berikut:

STRUKTUR MASALAH
El oak N
emen Sederhana Agak Seder Rumit
hana

Pengambilan |Satu atau be-|Satu atau be- | Banyak

keputusan berapa berapa
Alternatif Terbatas Terbatas Tidak terbatas
Kegunaan|Konsensus Konsensus konflik

(nilai)

Hasil Pasti atau ber- | Tidak pasti Tidak diketa-
=, esiko hui
Probabilitas Dapat dihitung | Tidak dapat di- | Tidak dapat di-
—_— hitung hitung

berik Fase-fase perumusan masalah kebijakan dapat disusun sebagai
erikut;

1. Pencarian masalah

A e
2. Pendifinisian masalah
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3. Spesifikasi masalah
4. Pengenalan masalah

Kedua, peramalan masa depan keb%jakan. Peramalan
forecasting adalah prosedur untuk mem.buat informas;i aktua] ten;itau
situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang te ang

.- lan ada ti lah ag, ten,
tang masalah kebijakan. Peramalan ada tiga bentuk: i

1. Peramalan ekirapolasi, yaitu ramalan yang didasarkq
splorasi hari ini kemasa depan, dan produknya disebyt Proyel. |
si. Teknik yang digunakan antara lain analisis antar waktu) ; .
timasitren linear, pembibitan eksponensial, transformag; d'atz'i
dan katastrofi metodologi. Permalan ini menggunakp tios
asumsi dasar persistensi (pola yang diamati dimasa lampay
akan tetap ditemui di masa depan), keteraturan(visi dimas,
lalu sebagimana ditunjukkan oleh kecendrungan terulang se.
cara ajek di masa depan) dan reliabilitas-validitas data

2. Peramalan teoritis, yaitu ramalan didasarkan pada suatu teori,
dan produknya disebut prediksi teknik yang digunakan antars
lain pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, estimasi t-
tik dan interval dan analisis korelasi. Apabila peramalan ek-

strapolatif menggunakan logika induktif, peramalan teorits
menggunakan logika eduktif.

. Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan
pada penilaian para ahli atau pakar dan produknya disebut
perkiraan (conjecture). Teknik yang digunakan antara lain del-
phi kebijakan, analisis dampak silang dan penilaian fisibilitas
(kelayakan). Teknik peramalan penilaian pendapat (judge-
mental forecasting) berusaha memperoleh dan menyintesiskan
pendapat-pendapat para ahli. Peramalan mempunyai sejumia
tantangan, yaitu berkenaan dnewgan isu (1) akurasi ramalan
(2) kondisi komparatif masa depan, dan (3) konteks, yaitu ko
teks‘intituasiona], temporal, dan histrokal. Masa depan pu"
terdiri atas tiga jenis, yaitu masa depan yang potensial 2t
sering disebut masa depan laternatif, masuk akal (P]““Slble)

dan normatif, yang merupakan gabungan antara polensinl dan
plausibel,

N atas ek. |

. aalan
men ctiga, Rekomendasi kebijakan., Rekomendasi kebuﬂk?}i
kareggaruskan analis kebijakan menentukan alternatif yang [crl>ﬂ1;

Prosedur dari analisig kebijakan berkaitan dnegan mast
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etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan darj
adV0k35i~

Dalam memutuskan alternatif kebijakan, salah satu pendekatan yang
paling banyak digunakan adalah rasionalitas.

Selanjutnya Edi Suharto®” , mengembangkan analisis kebijakan den-
gan enam langkah:

Mendefinisikani
masalah Kebijakan
@ i

L

Menyelektif alternatif
kebijakan terbaik
(6)

engembangkan
alternatif yang ada
Gy
Mengevaluasi /
kebijakan yang ada

Edi Suharto menjelaskan bahwa dalam memahami kebijakan
sosial hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, mendefenisikan
masalah kebijakan, dalam tahapan ini seorang pekerja sosial atau
Seorang sosiolog yang ingin menganalisa masalah, maka harus tau
terlebih dahulu masalahnya. Kedua, mengumpulkan bukti tentang
masalah, pada tahap ini seorang penganalisa dituntut mengumpul-
pan segala bukti yang didapatkan di lapangan dan disimpan. Ketiga,
Tlftx:ika“ sebal?‘masalah, pada tahap ini seorang penganalisa diminta
dari i “}ef\gkap seb(?b masalahnya, apakah masalah tersebut datang
R ‘}‘dff'ldtx atau dikarenakan oleh sistem. Keempat, mengevaluasi-
1\22 életb akan yang ada, pada tahap ini seorang penganalisa kebija-
Menge “‘gt“t untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ada. Kelima,

§e¢mbangkan alternatif yang ada, pada tahap ini penting adanya

3 Eai 5 i i
Mﬂsalah DEdl ’Sul}f\no, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji
an Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung

~
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Juasi terhadap kebijakan yang telah dikembangy,

t manfaat dan dampak dari pelaksanaan kebijakay
enyelektif alternatif kebijakan yang te thaik
diharapakan seorang penganalisa kebijak' Pad,

tuntut mengetahui apa saja bentuk alternatif kebijakan yang diiil?edi'
m.

bangkan oleh pemerintah yang dir.lilai baik dalam pelayanap, pubj
dan dapat direplikasi kewilayah lainnya. ik

proses eva

an meliha
but. Dan terakhir, m
tahapan terakhir ini

en.
€Is5e,

\

Perubahan Sosia]

BAB VI
MEDIA DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Pendahuluan

Perubahan sosial menjadi tema yang sangat menarik dalam
konteks kehidupan sosial dan politik. Terlebih masalah ini apabila
dikaitkan dengan keberadaan negara Indonesia sebagai salah satu
negara berkembang yang membutuhkan perubahan sosial untuk
mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya berbagai krisis
sosial maupun ekonomi yang melanda negeri ini menuntut adanya
perubahan, khususnya terkait sistem-sistem kehidupan berbangsa
dan bernegara. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia, karena men-
galami krisis ekonomi sejak tahun 1997, maka pada dasarnya Indone-
sia membutuhkan perubahan sosial untuk keluar dari krisis ekonomi
yang berlanjut pada krisis sosial tersebut.

Sayangnya, tidak semua kalangan sepakat tentang terjadinya
perubahan sosial ini. Hal ini salah satunya disebabkan bahwa peruba-
han sosial tersebut dapat mengakibatkan kerugian beberapa kelom-
Pok masyarakat tertentu. Misalnya, ketika perubahan sosial menun-
tut perubahan rezim pemerintahan, maka tentu saja rezim pemerintah
yang sedang berkuasa menolak tuntutan adanya perubahan tersebut.

Inilah yang mengakibatkan perubahan sosial itu seringkali sulit un-
tuk dilakukan.

B. URGENS] PERUBAHAN SOSIAL

Untuk konteks Indonesia, memang sangat membutuhkan ter-
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. osial. Kebutuhan ini karena kehiq,,

jadinya ﬁrgzﬁnb;ngsa Indonesia berada dalam krisig van Sosjy
;‘;a‘;f:gimntaskan- Besarnya jumlah penduduk miskin ang adzrus.
Inﬁonesia menjadi salah satu falktor yang mIEndesals dilakyj (,h
perubahan sosial. Bank Dunia melaporka.n ]u.ltﬂlah Pendudyy rnga
kin Indonesia pada 2007 sebf'myak 105,3 juta jiwa gitau 45, Perse&
dari total penduduk Indonesia sebanyak 23?,9']uta jiwa. Se dangkan
Badan Pusat Statistik menye'b‘-lt angka lfermsllqn'an sebesar 37 5 jutI;
jiwa. Pada tahun 2008 sendiri, data resmi kemiskinan per Maret 2008
adalah 34,96 juta jiwa (Koran. Tem}?o, 9 September 2008). erubahgy
sosial menyangkut kondisi kr151.s ini tentunya adalah Perubahan Yng
positif, yakni perubahan menuju masyarakat yang lebih agdj] dan e,
jahtera. Sebab hidup sejahtera pada dasarnya adalah hak dasar day
setiap warga negara. *

Memperbincangkan tema perubahan sosial tidak bisy lepas
dari para pemikir besar seperti Karl Marx, Max Weber atay Emile
Durkheim. Pemikiran Karl Marx, Emile Durkheim dan Max Weber
awalnya hanya melihat perkembangan masyarakat di Benua Eropa,
tetapi mereka masing-masing juga mencari relevansi dengan benua
lain dalam batas-batas kemampuan generalisasi yang wajar. Bagi aka-
demisi di Indonesia, ketiga tokoh itu akan selalu ditampilkan mana

kala membicarakan beragam fenomena sosial yang melintas sebagai
masalah kemasyarakatan.

Salah satu pemikiran yang terkenal adalah pemikiran Marx
tentang historical materialism, yang mengungkap bahwa perilaku
manusia ditentukan oleh kedudukan materinya, bukan pada ide ka-
rena ide juga merupakan bagian dari materi pula.® Dengan adanya
pemikiran ini, maka perubahan sosial tidak akan terjadi dengan baik
jika tidak dimulai dari sistem jty sendiri. Misalnya, adanya kemiski-

nan dan masalah sosia] lainnya adalah akibat terjadinya sistem sosial
ekonomi atau sistem politik

yang salah, Oleh karena itu, jalan w}mik
untuk melakukan perubahan adalah merubah sistem itu sendiri, bw
kan manusianya, Inilah sala

: e Sbut
h satu pengaruh dari pemikiran tersebu
terhadap konteks perubahan sosial,

o 1;?{8 Budi Yuni (l;‘ditor),' 2006, Pengantar Memahami Hak Ekosob, Pusat e
390rrr}1\asn Regl9nal dan EIDHR Uni Eropa, Jakarta, him, 5 {ologl
Kasus Ind gus Sal,“'", 2002, Perubahan Sosial Sketsa Teori Dan Refleksi Metod?
S Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta, him, 30
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Kebanyakan literatur tentang peruba.han sosial belum secara
ti dan terang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan peruba-
o sosial. Banyak para ahli bersilang pendapat mengenai hal terse-
haIt\ terutama berkenaan dengan spirit yang dikandung di dalamnya.
\bﬁillbert Moore berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai peruba-
han penting dari struktur sosial. Dan struktur sosial itu adalah pola-
la perilaku dan interaksi sosial. Sedangkan rober H. Lauer berpen-
Sgpat bahwa perubahan sosial itu sangatlah rumit untuk dijelaskan,
sebab banyak hal yang mesti dikaji ten.ltama ber.kenaan dengan se-
Juruh tingkat dan aspek kehidupan sosial, yang jelas perubahan itu
sendiri pasti adanya, namun yang berbeda hanyalah tingkat peruba-
hannya itu sendiri, ada yang lambat, ada yang cepat.

Konsepsi para ahli tentang perubahan sosial memang berbeda-
beda, namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa perubahan di
dalam struktur masyarakat itu pasti ada, dan itu terjadi ketika ada
perubahan di dalam mentalitas masyarakatnya. Pada umumnya pe-
rubahan mentalitas atau struktur masyarakat pasti akan berpengaruh
pada proses interaksi sosial di dalam masyarakat. Adapun penyebab
perubahan sosial masyarakat bisa bersumber pada banyak hal, yang

terpenting mampu merubah pola pikir dan perilaku masyarakat di
dalam melakukan interaksinya.

Perubahan sosial merupakan gejala berubahnya struktur so-
sial dan pola budaya dalam suatu masyarakat dan merupakan gejala
umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Peru-
bahan sosial di masyarakat meliputi beberapa orientasi, antara lain @)
perubahan dengan orientasi pada upaya meninggalkan faktor-faktor
atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti ditinggalkan atau di-
ubah, (2) perubahan dengan orientasi pada suatu bentuk atau unsur

yang memang bentuk atau unsur baru, (3) suatu perubahan yang
berorientasi pada bentuk, unsur, atau nilai yang telah eksis atau ada
Pada masa lampau,

Menurut Cristian Debora,®
suatu proses perubahan, ad
kekuatan pada orient
bagai berikut: (V) sik
skala kelompok y

dalam memantapkan orientasi
a beberapa faktor yang memberikan
asi perubahan tersebut, antara lain adalah se-
ap, dalam hal ini baik skala individu maupun
ang mampu menghargai karya pihak lain, tanpa dil-

Christ;?f Cristian Debora, Pengaruh Media Terhadap Perubahan Sosial, dalam http://
t 1Sces.wordpress.com, di akses tanggal 6 Januari 2010
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otivasikan dirinya untuk kembalj 4. A
e ﬁ?ﬁor:;lair; normal. Kita ambil contoh pada mizn i
Ib;grr\?ana, dimana mereka memiliki sifat malas untyj
uhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan masyaraka
sudah menjadi masya‘rak.at yang komsumtif bukan Prody eNeap,
ingga konsep ini merjadi metode yang tepat untuk e it
tersebut. Oleh karena itu me?ode Ini sangat tepatnya dilakyg, Sikay
orang yang mengerti, seperti pekerja sosial (socia] Work) atay
munity worker.

Kemipy);
t korbanl y

0 eh
Com,
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nggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosial
Pena

BAB VIII
Penanggulangan Pengangguran Dalam
Perspektif Pembangunan Sosial

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, dan kemudian
berkembang menjadi krisis yang bersifat multidimensional telah
menghancurkan struktur bangunan ekonomi, politik dan sosial yang
dibangun oleh rezim orde baru. Krisis tersebut membuktikan bahwa
rezim orde baru telah membangun pondasi yang rapuh bagi kesinam-
bungan berbangsa dan bernegara. Dari sejumlah Negara di Asia yang
mengalami krisis, Indonesia termasuk salah satu negara yang sampai
saat ini belum mampu keluar dari krisis tersebut.

Kondisi keuangan ini juga bukan hanya bergejolak bagi pe-
megang modal dan tenaga kerja, tapi juga berimbas pada krisis mul-
tidimensi yang mengakibatkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai
kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pen-

ganggur yang semakin meningkat, pendapatan yang relatif rendah
dan kurang merata. Seb

aliknya pengangguran merupakan pem-
orosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi

be - ; A
ban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat
mendoron,

meng} § peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat
ghambat Pembangunan dalam jangka panjang.
_ Krisis ekonomj y
Susilg Bambga
ar untyk
uruk y

ang terjadi dewasa ini telah membuat Presiden
g Yudhoyono disibukkan oleh upaya mencari jalan ke-
enghentikan kondisi ekonomi yang terus semakin mem-
ANg mengakibatkan bertambahnya pengangguran diberbagai
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A M
. A
daerah di Indonesia. mm_m.r satu alternatif yang diambj] olek
SBY adalah mengajak pihak pemegang modal agar Emagwgmag

segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan, Azmvzv:xm 5%;
sember 2008) i

Mengarah ke Aceh, mengutip ungkapan waki] b
hammad Nazar) dalam jumpa pers dengan Wartawan g
donesia mengatakan jumlah pengangguran di Aceh se|
2008 lebih kecil dibanding dengan tahun 2007 dan tahy
belumnya. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran dj A
9,8 persen, sedangkan pada tahun 2007 mencapai 12 persen g,
Bahkan, angka 9,8 persen itu masih di bawah tingkat pengan ebih
secara nasional pada tahun 2008 yaitu mencapai 14 persen _m%mﬂg
ditambah ungkapan Kasubdin Hubungan Industrial dan _um%z\&w_:
gan Tenaga Kerja, Anwar TM Alj, ia menyebutkan, tingkat pengan
guran di Aceh saat ini 9,8 persen. ] umlah pengangguran di Aceh mmw
ini mencapai 171.424 orang yang terdiri dari 90.621 wanita dan 80,803
laki-laki. Sedangkan angkatan kerja mencapai 1.742.185 orang (wwy,
serambinews.com)

T
mﬂmgg ;.
ama E:E
:-»mT:: mm.
ceh wmdmm&

Berdasarkan pemberitaan di media lokal Aceh, Pemerintah
Aceh dalam mengatasi pengangguran mengambil alternatif menye
diakan sejumlah program seperti Bantuan Langsung Mandiri sert
membuka lahan perkebunan seluas 15 ribu hektar yang ditanami sz
wit, cokelat, dan karet. Pengangguran di Provinsi Aceh bukan hanya
faktor krisis ekonomi global dewasa ini tapi juga disebabkan olehakr
g.ﬁ masa konflik dan gempa tsunami. Angka pengangguran di Aceh
.m&m.r tahun 2006 sudah bisa ditekan sebesar 48 persen, 2007 mer
jadi 26 persen, dan 2008 menjadi 23,3 persen. Namun data ini jug®
tidak jauh beda dari data Kasubdin Hubungan Industrial, M Yun"

|
|

mengatakan jumlah pengang i ingg i mm%?,:%__ ,
) guran di Aceh hingga posis |
2007 berjumlah 183,822 jiwa. Menurun disbanding angka sebelumt |

ya 331.949 jiwa. Selanjutnya Data Dinas Tenaga Kerja dan Zoz__zw
Penduduk (Disnakermobd uk) Aceh, mengatakan bahwa jumlah P
gangguran hingga Juli 2009 tercatat sebanyak 137.920 orang:
M_m_ﬂ.: nc..;.w.m tahun 2008 lalu sebanyak 134.721 orang, tahun =7
w%m. w_wmwi mengalami peningkatan jumlah ﬁa:mn&imc_s: )
v&ﬁ.z hc_‘m:x mwna_:?. Indonesia, 29 Juli 2009). Tings!MT
ltulan mﬂ:wm.:.a::‘.vmvv&: karena terbatasnya lapanga b
pada golo r,.ii_wn_srr..:. mengapa pengangguran m.;::ﬁ.: go
PIONgAN yang baru saja menyelesaikan _::i:__r..: 8E

Diba _a..
2009 inl
barr

Jon
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penanggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosial
ganyansg kehilangan pekerjaan. :mm:m.m: &mmwmsmrm_: bagi mahasiswa
dan mahasiswi yang baru Bm:v\.m_mmmuwwb pendidikannya dan masih
terkatun _katung mencari pekerjaan. Kmvm@m: LSM lokal dan asing
dari Aceh sangat berpengaruh terhadap hilangnya lapangan peker-
jaan ini, dengan ?BE: penduduk Aceh yang mencapai 4,5 juta jiwa,

Para akademisi dan politisi di Aceh berhipotesa bahwa pe-
nyebab pengangguran adalah Akibat masa konflik dan gempa tsu-
nami. Dimana masyarakat yang sebelum masa konflik bekerja den-
gan giat, namun ketika konflik harus berhenti total dalam bekerja,
khususnya bagi petani gunung, tetapi pasca damai masyarakat kem-
pali melakukan aktifitasnya. Tetapi mantan anggota Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) yang semasa konflik hanya memegang senjata tidak
memiliki keahlian. Sebagian mantan anggota GAM ada yang berhasil
menjadi pengusaha atau terlibat dalam partai. Tetapi tidak sedikit
anggota yang menjadi pekerja serabutan dan pengangguran. Pen-
gangguran di Aceh bukan hanya orang yang berpendidikan sekolah
dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas
(SMA) saja, tapi juga para lulusan perguruan tinggi di Banda Aceh
banyak yang selesai kuliah harus pulang kampung dan kembali ber-
tani dan kegiatan aktifitas lainya didaerah masing- masing. Fenom-
ena semacam ini memang sudah turun temurun dari masa kemasa.

Sehingga stigma yang muncul dimasyarakat tidak boleh dis-
alahkan apabila ada mereka mengatakan kepada anak-anak mereka
“untuk apa kalian sekolah tinggi- tinggi yang jadi pegawai dan lain-
nya memang sudah disiapkan oleh orang-orang petinggi daerah”. Se-
hingga akibat stigma tersebut mengakibatkan banyak anak-anak usia
produktif selesai SMA sangat sedikit yang melanjutkan ke bangku
perguruan tinggi.

 Perihal yang seperti ini harus menjadi kajian mendalam dari
Pihak pemerintah kabupaten/kota dan provinsi karena percuma saja
dianggarkan untuk pendidikan mencapai 20 % kalau hanya dirasa-
Ta: pendidikan untuk kelas menengah keatas, kalaulah kita meru-
juk kembali ke amandemen UUD 45 Pasal 31 avat (1) “bahwa setiap
Warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang lavak). dan
MW..: (2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sis-
*M“w_.%mwmm.?;: memo:wr yang diatur dengan undang-undang. Dan
,:ag_z,_w, ny ,i @v. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
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besar kemakmuran rakyat.”

Pada dasarnya pemerintah daerah telah khawati,
ingkatnya pengangguran selesainya Program-program ka N e,
di Aceh dari beberapa Non Governance Organizer (N e .
program dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitas; (BRR) AGsmg da
Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf khawatir selesaj Uber,
tugas Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) tahup Fi 1ya myg,
dapat menimbulkan pengangguran. Namun Ia mentargetign (200
menekan jumlah pengangguran (Koran Tempo, 18 Desemberg O%gal

Program penanggulangan pengangguran sebenarny, sud
menjadi perhatian pemerintah sejak rezim orde bary berkuagg )
pai dengan sekarang. Yang kita ketahui adalah program Geraim.
Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP). Digu]irkanna:
program-program tersebut memang menunjukkan komitmen pemgr.
intah terhadap pemenuhan-pemenuhan hak-hak ekonomi dap g,
sial masyarakat. Namun, komitmen ini belum menjawab persoalan
utama bagi pemenuhan hak-hak itu. Ada program-program yang
hanya bersifat insidental, sehingga kurang mampu memberdayakan
masyarakat, serta dalam kenyataannya banyak program yang salah
sasaran.

‘ Pembangunan Provinsi Aceh kedepan sangat tergantung pada
kuahta.s sumber daya manusia yang sehat fisik dan mental serta men-
punyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membar-
gun keluarga, masyarakat dan bangsa untuk mempunyai pekerjaat
dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memen ub
kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan.

Bfaranjak dari masalah diatas tentang kondisi konflik, 8"“‘?“
tsunami dan krisis global menyebabkan pengangguran dan Cft’k")‘:
pada pembangunan, maka dalam tulisan ini penulis akan ,,191@01“
memberikan alternatif pendekatan pembangunan sosial sebagal s

. 2l e
satu solusi dalam menangani dampak dari berbagai perso.\lan}
gangguran,

B. Memaha . ) 1 "guﬂln
mi - emba
Siteal Masalah  Pengangguran dan |
) vyl ‘ﬂ““m“
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja samd -
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pekerja kurang dari dua hari selztma seminggu sebelum pencacahan
dan perusaha memperoleh peker]aan'. (Paye}rpan Simanjuntak, 1985)
Selain daripada itu, Penganggurf"m di deﬁms?kan juga sebagai orang
yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang
mencari pekerjaan dan belum menda}?a.tkannya. Orang yang tidak
sedang mencari kerja con'tohnya seperti 1b}1 rumah tangga, siswa se-
kolan SMP, SMA, Mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya
yang karena sesuatu hal tidak/ belum membutuhkan pekerjaan.

Jenis dan Macam-macam Pengangguran
1. Pengangguran Friksional/ Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi
karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari
kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini
dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan s elam a
prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor ja-
rak atau kurangnya informasi. Jenis pengangguran ini sifatnya
sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi
dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka
lamaran pekerjaan.
2. Pengangguran Struktural/Structural Unemployment
Pengangguran struktural adalah keadaan dimana penganggur
yang mencari lap angan pekerjaan tidak mampu memenuhi
persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semak-
in maju perekonomian suatu daerah maka semakin meningkat-
kan kebutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengang-
guran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau
Komposisi perekonomian. Kurangnya keterampilan tenaga
kerja menyebabkan tenaga kerja tersebut tidak bisa diterima
didunia Kerja. Seperti halnya tenaga kerja disektor pertanian
tradisional yang tidak mampu menggunakan teknologi perta-
nian, yang dalam perspektif masyarakat tradisional menolak
adanya teknologi. Untuk menjadi tenaga kerja dibidang indus-
tri dibutuhkan keterampilan kerja, dalam hal ini keahlian tert-
entu dalam bidang teknologi baru. Sehingga jenis inilah yang
membuat adanya penganggur struktural.
I)G“Sahggumn Musiman / Seasonal Unemployment

Pe“gﬂ“ggumn musiman adalah keadaan menganggur karena
adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang me-

a.

w
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nyebabkan seseorang harus menganggur, Cont 4
petani yang menanti musim tanam, tukan 0
menanti musim durian dan lain-lain.

g jualan dl);i

Se
€n 5;:
Akibat imbas naik turun siklus ekonomj Sehing .

kan permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada N fa Wmenyebah
Untuk di Aceh pengangguran sudah kompleks semuanyq ara %
pengangguran jenis Friksional, Struktural, hingga Musimamulai _
intah dalam hal ini telah berusaha mencari pemecahap . 0. Pepye,
Pemerintah ingin merubah masyarakat dari yang ill fareaa?hhnya'
jahtera) ke welfare (sejahtera) sesuai amanat undang_u“dandak %
1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dap kei dasg
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dap ?’aan
gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”, dan undap, iper.
dang lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, Seg-:nf
Undang-undang Nomor 11 tahun 2011, tentang Kesejahteraan soii:lh

Meningkatnya bantuan pemerintah untuk program kesejah.
aan sosial dapat dijadikan sebagai dasar perkiraan bahwa jumlah dy
persentase pengangguran semakin bertambah. Sebaliknya semakin
menurun bantuan pemerintah untuk Program-program bantuan kes-
ejahteraan sosial berarti jumlah dan persentase pengangguran miskin
juga semakin berkurang. Menurut Midgley dalam Miftachul Huds
2009 defenisi sejahtera adalah:

Pertama, ketika masalah-masalah sosial dalam masyarakat di
pat diatasi dengan baik. Misalnya pengangguran, kelaparan, kekerir
gan, musibah banjir dan lain seba gainya. Baik itu masalah pada leve
individu, keluarga, kelompok dan level masyarakat. Masih tinggin?
angka pengangguran dan kemiskinan ataupun berbagai musil?
tidak tertangani secara baik di negeri ini menandakan bahwa ke
jahteraan masyarakat belum terpenuhi.

Kedua, kesejahteraan juga ditandai dengan terpenuhiny? tl‘;
sumhan—kebutuhan masyarakat, Tidak ada lagi penduduk‘ 1;}1&3{1
h:E gelandqngan yang terlantar, tidak ada lagi warga yant w;,ﬂw‘w,u«
hanly ELuSehmgg'a terpaksa mengemis dan lain sebagainy®: ' i
pon kebutuhan ini bisa dalam bentuk kebijakan sosial Y& 0 g

an perlindungan kepada kelompok masyarakat kurang o
(disadvantage groups) i
I
Teraklit; p eluang-peluang sosial seperti lapanga? kerf)
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esempatan akses pelayanan pu_blic (misalnya pendidikan pee
dan kesehatan) yang lebar bagi penduduk miskin adalah,han.
t contoh indicator kesejahteraan,

luas, k
tanian .
ya sekelumi

Sehingga sangat aneh apabila ingin berusaha mensejahterakan
masyarakat tetapi justru pemerintahnya menciptakan harga semba-

Ko, dan harga pupuk yang mabhal, yang tidak terjangkau rakyat mis-
kin, khususnya masyarakat miskin di pedesaan.

p. Pembangunan Sosial

Pembangunanan sosial didefinisikan sebagai sebuah proses
perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat
kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya
dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis, (Midgley,
2005). Melihat fenomena pembangunan yang maju dan mundur itu
adalah faktor yang memang sebelumnya dijaman dahulu kala me-
mang sudah ada. Karl Marx melihat maju dan mundur nya peruba-
han di masyarakat adanya pengaruh dari sistem kapitalisme. Analisis
Marx dalam karyanya Das Kapital mengatakan bahwa ada hal yang
tidak mengesankan dari sistem kapitalisme yakni tentang komoditi.

(Mansur Faqih, 2001).

Bagi Marx pada komoditilah tersimpan rahasia ketidakadilan
Kapitalisme. Komoditi selain selain memiliki sifat kegunaan atau used
value juga mengandung sifat exchange value, yakni sifat untuk dijual
belikan.

Dalam analisisnya Marx ditemukan bahwa prinsip yang di-
gunakan dalam masyarakat untuk mengatur dan menetapkan rasio
tukar adalah berdasar pada kuantitas kerja yang terkandung dalam
komoditi. Marx mencontohkan analisisnya tentang buruh, dimana in-
dividu buruh dapat dihitung, dan untuk menghitungnya diperlukan
suatu model relasi yang dikenal dengan made of production kapi-
talisme. Atas dasar analisis ini pula marx menilai bahwa kapitalisme
adalah sistem sosio- ekonomi yang dibangun untuk mencari keun-
tungan yang didapat dari proses produksi, bukan dari dagang, riba,
memeras, atupun mencuri secara langsung, tapi dengan cara men-
gorganisasikan mekanisme produksi secara tertentu sehingga men-
gurangi biaya produksi seminimum mungkin, atau melalui made of
Production tertentu (Mansur Fagih, 2001)
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ahaman Marx tentang kapitalisme sangat je]

kan bal}’lsvn; pemegang ekonomi dibelahan dunia mana Ii ugs i engata‘

anut sistem kapitalisme ?'dalal} untuk mencari keunpyy, . 8 mg,
febesar-besamya- Namun jika di Indonesia paham Sepertj uun g
berjalan membuat masyar&'lkat te_r)auI} d.ar} cgl@ (buday, e tey,
dimasyarkat yang menjunjung tinggi .m'lal-mlal sosial ken, asyf ad,
tan. Salah satu sistem trz.idlfzc'mal yakni sistem barter, Fenomenaraka.
gangguran sekarang terjadi itu adalah tak tgrlepas dari sistem kP@.
talisme yang dianut oleh pemegang saham di negara kita_ Para ak‘:ip‘l’
Hizbur Tahrir Indonesia menyar Ej‘nkan kepéc.la pemerintah agy 1. dﬁs
nesia menganut sistem ekonomi islam. Alfhfls hizbur tahrir men at:
kan gelombang pemutusan hubungan ke.:rja(PHK) yang terjadi sagy;
adalah akibat dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitaljs ya:
membuat lemahnya struktur ekonomi pasar yang dianut, Sedangkag
dalam sistem ekonomi Islam negaralah yang mengelola sumbe; ke
kayaan yang menjadi milik rakyat. Alhasil, dikembalikan lagi kepag;
rakyat, dengan demikian jaminan sosial bagi masyarakat seperti pep
didikan dan kesehatan akan terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini juga
daya beli masayarakat akan sangat kuat dan stabil.

Fenomena pengangguran memang merupakan masalah yang
sangat rumit. Banyak dimensi yang harus dipahami untuk mend:
patkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah pengangguran
Kondisi ini juga menuntut pemerintah agar dalam menentukan k
bijakan untuk mempunyai wawasan yang cukup luas dengan p
nuh kejelian. Namun menurut Mudiono banyaknya penganggui!

(masalah sosial) diasumsikan sebagai pemicu munculnya revols
sosial oleh buruh,

_ Dalam sejarah pembangunan Ekonomi Pancasila sepan’é
berdirinya Republik inj, praktek-prakteknya sangat jelas dalam usald
pengentasan kemiskinan dan pengangguran, Dalam hal ini eko™
Eancasxla telah pula membuat tata kelola dan peran masinS"msmﬁ
1ga pelaku ekonomj (Koperasi-BUMN-Swasta) yang melaksanak?

dma . 0
mang?:i,gﬁ(%.‘ls' (Siswono Yudo Husodo, dalam http://wW""*

Ma .

langkat, salah Pen'gan};guran semakin serius dan rumit, ¢ eng?

memanf, pcﬂyclcs""a” konkret dan terobosan. Salah satuny? ‘u a

masih mil 230 ratusan BUMN, baik yang s
Pemerintah, Mmaupun sebagian sahamnya telah ¢
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da investor swasta. Pem'e.rintah dapat memanfaatkan fungsi so-
| strategis badan usaha m.1111< negara (BUMN) untuk mengurangi
sia |a pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan
ang engah (UMKM). Peran strategis Selain bertugas menghasilkan
mer;ng dan atau jasa untuk kemakmuran masyarakat, BUMN memi-
E;ﬁ peran strategis dalam rr}embantu pembine.lap dan pengembangan
UMKM (term asuk koperaSl)v palam konteks ini, BUMN harus dapat
dipisahkan dari peran tradisionalnya sebagai penyedia barang dan

jasa kebutuhan publik.

kepa

Sebab dalam kondisi seperti saat ini, peranan BUMN sangat
dibutuhkan untuk membantu pembangunan nasional, khususnya
menekan angka pengangguran. Meski demikian, peran tradisional
tersebut tetap harus dapat dijalankan. Terkait pelaksanaan fungsi
strategis BUMN tersebut, pemerintah melalui PP No 3/1983 telah
menugaskan BUMN agar turut membantu pengembangan UMKM.
Sebagai tindak lanjutnya, telah terbit berbagai keputusan menteri
maupun peraturan menteri sebagai pedoman. Salah satunya Keputu-
san Menteri BUMN Nomor Kep.236/MBU /2003 tanggal 17 Juni 2003
tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelak-
sanaan Bina Lingkungan.

Bagaimanapun, BUMN tidak bisa menanggalkan peran dan
fungsi strategisnya. Sebab BUMN didirikan bermodal dana pemerin-
tah. Penyertaan modal pemerintah ini bersumber dari APBN, di mana
dananya dikumpulkan dari setoran pajak rakyat maupun pinjaman
luar negeri yang ujung-ujungnya juga menjadi beban rakyat untuk
membayarnya kembali. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah
penting untuk menekan angka pengangguran. Sebab hingga kini sek-
tor UMKM telah mempekerjakan dua pertiga dari seluruh angkatan
kerja yang berjumlah 106,9 juta orang. Hal ini dapat terjadi mengingat
keberadaan UMKM selama ini terkonsentrasi pada sektor produksi
yang bersifat padat karya.

temyagatl;:;?kp er i‘:‘mb““gﬂn globalisasi seperti kita saksikan saat ini

sistem ekon‘o “.‘i“ n mu.dah,menya)xkan pemahaman tentang adanya

in menga unﬂ}l lndm?esm.l. Kaum akademisi Indonesia ter}.iesan malf-

talisme Bagr ﬁtnS‘gk Oba‘hsasl yang membawa kemenangan sistem kapi-

Pengaruh l‘)es ~‘1 ap kaum alfademm semqmm ini ternyata membavya

yang mudal, ar t‘erh‘adap _sﬂ\'ap kaum elit politik muda‘ Indonesia,
dah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi.
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¢. Urgensi Pendekatan Pembangunan Sosial Dalay, Pe
Jangan Pengangguran =

Melihat perkembangan pembangunan di Indoneg;,
pemeritahan rezim presiden speharto (orde baru) Pembg Selan,
ekonomi menjadi satu-satunya ]a.lan keluar dalam arap Pemri)gun‘lrl
nan negara dengan mengenyampingkan Pembangunan S0sia] ang,,

Pembangunan ekonomi memang mendongkrak pemba,
bangsa tapi apabila tidak diseimbangi dengan Pembangungy .
maka kemajuan pembangunan hanya dirasakan oleh Pemmegan 0siy)
ham saja dan tidak pada kelas buruh. g 53

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ternyata bl
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.den :]
kata lain, pembangunan telah gagal memenuhi janjinya untuk mens:
jahterakan rakyat, yang terjadi sebaliknya, pembangunan telah mep,
bawa dampak negatif, diantaranya pembangunan telah melanggeng.
kan pengangguran, menumbuhkan ketidak merataan dan menaikkan
kemiskinan absolute. (Mansur Faqih, 2002) Suparjan mengatakan
bahwa implementasi sistem kapitalisme mengandung berbagai kele-
mahan dan impilkasi negatif. Sistem kapitalisme yang berkembang di
Negara- negara dunia ketiga termasuk Indonesia adalah kapitalisme
semu gersatz capitalism), selain juga kapitalisme birokrat (beaurocrat
ic capitalism). Dalam bentuk kapitalisnme seperti ini, terlihat bahwa
banyak pemimpin-pemimpin politik,anak- anak dan sanak keluarga
mereka terlibat dalam bisnis.

kAkanI;a;f ahli sejarah sosial seperti Rollin Chambliss, mengemt
. sgs‘m;adpara filsuf yunani telah banyak menulis tentang per
pressity 12J ; an sebell:lmnya idemide perubahn sosial telal], mu,miu.
i kunznc mitos-mitos, legenda, dan agama- agama dari pcmijt
o S k;)lx?tohnya, orang china kuno percaya bahwa masyﬂmj ;1-
bk o el 11 tu.mbuh dan menjadi semakin terorganisir dan,n‘;:][n.
cura;\. Na!i:-ﬁe anjutnya menurun kearah ketidakaturan dan k¢ ;in
=l u1}1l James Midgley mengatakan bahwa perubahan ioiiri
uah proses yang berputar (cyclical process) yanb i

dari proses van an
b 5 : Somundur?
(James Midg)lley,gZ()Oc;)l"bah ubah antara kemajuan dan kemt!

Dalam . rate
gi pembangupembangunan sosial menurut Midlgey (2005). 5 1)

nan sosial dapat dilakukan pada 3 level Y
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pembangunan sosial yang menempatkan individu sebagai
jawab utama dalam usaha mengangkat pembanagu-
trategi yang menekankan pada peran masyarakat local
ang pembangunan sosial, dan 3) startegi-strategi yang

strategi
enaggungs
Ean SOSialr 2) S
dalam menunj
tergantung

ada pemerintah dalam usa.ha‘ mengangkat pembangunan so-
sial. Dari ketiga bentuk strategi ini bisa menjadi alternatif untuk me-
nanggulangi pengangguran di Negarg Indonesia karena pemerintah
dapat mengangkat pembangunan sosial dengan didukung birokrasi

yang efisien.

Konsep partisipasi masyarakat dan konsep pemberdayaan
masyarakat juga menjadi alternatif dalam pembangunan sosial dalam
menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi yang telah banyak
merusak alam dan tempat tinggal manusia. (Suparjan dan Hempry
Suyatno, 2004) WHO dan Bank Dunia juga memberikan tekanan lebih
pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan social. Di
negara Skandinavia khususnya Swedia meggunakan kebijakan sosial
sebagai alternatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui
kebijakan pasar buruh yang efektif sehingga menyerap tenaga kerja.
Pemerintah Swedia menggunakan pendekatan pembangunan sosial
sebagai jalan keluar dalam menangani masalah pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui Gerakan Nasional Penang-
gulangan Pengangguran (GNPP) yang diadakan di Jakarta 29 Juni
2004, Mengingat 70 persen penganggur didominasi oleh kaum muda,
maka diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi
penciptaan dan perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum
muda oleh semua pihak. Berdasarkan kondisi diatas perlu dilakukan
Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan
mengerahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional
ﬂan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksana-
kgg‘}){(ogmm penanggulangan pengangguran. Salah satu tolok ukur

lJakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perlu-

asan k .
asan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah
Pengangguran,

Eemb““gunan sosial berupaya untuk mengintegrasikan proses
gainmn:“{-p,m§e5 ekonomi dalam kegiatannya. Marjuki (2004) seba-
adikutip dalam Edi Suharto (2004) menjelaskan bahwa dalam

sosial
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os sosial dan ekonomi sama~sama berfungsi sepq.

gr(::siptanya pertumbuhan gan. perll‘be.1}.1an m:‘lsyarakatalig;end()roflg
lebih baik ( Edi Suharto, 2004, ) Hal ini juga dipe rkuat ey rah yang
Faurie dan Vanden Bogaerfie (1989) yang n'}enj elaskan bahpen dapa,
dianya sumberdaya manusia yang memadai pengaryp, terhWa ter,
tumbuhan ekonomi di masyarakat. adap <

Menurut Mudiono, pembangunan bukan seke.
ekonomi semata bukan pula pertumbuahan ekonom; saia o
kan berdimensi sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak ad, N rlﬁnmelain.
kesejahteraan jika mengabaikan pembangunan sosial. Pengany a by,
adalah salah satu dari masalah sosial yang rumit untyk dipeciilll:an
berbagai macam program pemerintah dicanangkan dalam e an,
si masalah ini mulai dari rezim orde baru sampai dengan Sekargai:a‘
salah satu jalannya pemrintah memberikan jaminan sosia] kepady
penganggur yang tujuannya agar para penganggur bisa mandj; dan
mampu mencoba menciptakan lapanga kerja sendiri.

Korten, (1998) sebagaimana dikutip dalam Sumaryadi (2003
mengemukakan bahwa strategi program pengembangan masyaraka
berorientasi pada pembangunan yang tercermin dalam empat gen-
erasi. pertama mengutamakan relief and welfare, yaitu dengan berr
saha segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang di
alami individu atau keluarga seperti kebutuhan makanan, kesehatan
dan pendidikan.

Kedua, memusatkan kegiatan small scale reliant local develop-
ment atau disebut dengan community development, yang antara ait
meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, d
pembangunan infrastruktur, Dalam hal ini, peneyelesaian persoalat
masyarakat bawah (grassroot) tidak dapat diselesaikan dengan P
dekatan atas bawah (top-down approach) melainkan membutuhka?
pendekatan bawah atag (buttom- up approach).

' e-

" Ketiga, mgreka yang terlibat dalam sustainable S}’Stchnn

cendpmem’ ml}lax mempermasalahkan dampak pembangi nm; na
rung melihat jauh kelyar daerahnya, ketingkat e

siona ; f . men”
l, dan internasional, Paga tahap ini terdapat usaha untuk !

pengaruhi perymy i \oi ini mend’
harapkan P};rubah san kebijakan pembangunan. Strateg! 1" mpat

an pada tingkat regional dan nasional- K<
Merupakan fasilit 8 6 ~ment): I
ltator gerakan masyarakat (people moven
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" dilakukan untuk membantu rakyat mengorganisasai diri, men-

- tentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumberdaya yang
Egléa pada m ereka. Pada gerakan ini m.e_mbuat‘ generasi tidak sekedar
hanya mempengaruhi perumusan kebijkan saja tetapi mengharapkan
adanya perubahan dalam pelaksanaanya.

Terakhir yaitu pemberdayaan rakyat (empowering people).
Pada era gIObaIisasi ini dan' pe'r1.<embangan teknologi, masalah per-
saingan dan kerjasama menjadi isu penting. Generasi ini cenderung
memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka, dan untuk men-
ciptakan pengakuan pemerintah terhadap arti penting inisiatif lokal.

Kartasasmita (1995:19) sebagai mana dikutip dalam Sumaryadi
(2005) mengemukakan Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan
rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memilki potensi untuk men-
gorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu
perlu diberdayakan. Max Weber juga mengatakan beberapa hal anta-
ra lain: 1) tidak mungkin mengembangkan kapitalisme tanpa adan-
ya kelas atau kelompok wirausahawan, 2) tidak mungkin ada kelas
wirausahawan tanpa satu dasar moral (moral charter), dan 3) tidak
ada dasar moral tanpa keyakinan keagamaan (religious premises),
memastikan bahwa dasar moral kapitalisme (Barat) adalah Ajaran
Protestan. Dikaitkan dengan kegagalan kapitalisme Barat di Negara-
negara muslim tersebut, kesadaran bahwa akar kapitalisme bukan-
lah dari Islam kemudian membangkitkan keinginan untuk merekon-
struksi sistem ekonomi yang dianggap “otentik”berasal dari Islam.
Apalagi sejarah memperlihatkan bahwa pemikiran ekonomi, telah
pula dilakukan oleh para ulama Islam, bahkan jauh sebelum Adam
Smith menulis buku monumentalnya The Wealth of Nations.

Di samping itu, Iklim perdagangan yang akrab dengan mun-
culn)_'a Islam, telah menempatkan beberapa tokoh dalam sejarah se-
bagai pedagang yang berhasil. Keberhasilan tersebut ditunjang oleh
kemampuan skill maupun akumulasi modal yang dikembangkan.

b Dal‘"_“ pengertiannya yang sangat umum, maka bisa dikatakan
Pahwa dunia Kapitalis sudah begitu akrab dengan ajaran Islam mau-
z}\) ll-lgup"‘m tokohnya. Kondisi tersebut mendapatkan legitimasi ayat
usah AR mauPUI\_ sunnah dalam mengumpulkan harta dari sebuah

414 secara maksimal. Selama ini telah banyak yang dilakukan oleh
Peémerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk miskin, na-
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ilnya masih diraguka'n oleh banyak kalangap Karep .
penduduk miskin justru n}aku:l bertambah, dan ketimpgy, nalulhlah
busi pendapatan juga r_ngkm dlpertgnyakan terutamp indily gy,
digunakan untuk memla{ keberhagllan Program pembap, tor Yany
dilaksanakan oleh pemerintah. Indikator itu mulai dar; input an Yay
es sampai dengan outputnya. Dengan melihat pada input gy ke Prog
saja, begitu banyak dana, p1k11:an dan- tenaga yang telah dikog)output
output yang dicapai sangat tidak seimbang. Dengan menggu:zqu
|

istilah ekonomi populer”

mun has

Benefit Cost Ratio “yang dicapai masih lebih kecj] o
yang berarti bahwa manfaat yang diperoleh masih lebih kecj) dlas-ahf‘
aya yang dikorbankan. ri by

Kondisi seperti ini dapat ditelusuri atau dievaluasi dimang |
tak kesalahannya. Perencanaan mungkin benar tetapi kalay proses:
ya salah, hasilnya minim atau tidak sesuai dengan yang telah diper:
hitungkan, apalagi kalau dari perencanaannya sudah salah, Sajy
satu sumber kegagalan program pembangunan adalah apabila dalan
perencanaan selalu muncul “vested interest” dari para pihak yang
terlibat dalam perencanaan. Demikian pula apabila proses yang diu-
laksanakan menyimpang dari apa yang telah di gariskan oleh sebuah
perencanaan yang benar, hasilnya juga nihil.

~_ Berdasarkan pada pengamatan empiris dan hasil-hasil penel-
tian kegagalan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang
dilaksanakan oleh pemerintah, tergantung dari kejujuran pelak
sana dilapangan serta kesediaan penduduk miskin untuk merubah
_prll'akur.lya dan merubah nasibnya sendiri. Disamping itu belum ter-
jadi kgqasama antara pemerintah dan ulama dalam berbagai upa)?
perbaikan ekonomi umat khususnya berkaitan dengan penangg*
Iangz_m kemiskinan dan pengangguran penduduk. Sehubungan der
gan itu semua, maka untuk memperbaiki ekonomi umat kedepar
pemerintah dan ulama perlu kerjasama dalam memanfaatkan dan®

Pajak zakat dan wakaf sehingga hasil yang dicapai menjadi optim?™

: ik
dan kKejayaan Islam, salah satunya ditopang oleh sistem l"b‘zt:d
Syailatr ngannya yang begitu canggih, yaitu “Baitul Mal (A
nzlenda l,a:9£3). Mclalui inilah proyek-proyek raksasa dan }“.L;?tll,m.

Pat backing finansial, Ketika perjuangan Nabi, Khulafat"

syidin, hij s dd
yidin, hlngga era kekhalifahan Islam, Islam mendapat gimpatl ¢
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penanggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosia]
an di kalangan warga di Jazirah Arab karena melaluj sis-
al itulah Nabi dan para sahabat membuat suatu sistem
-konomi yang berkea(%ilan dan memb‘antu dhuafa. Bila Nabi menda-

-+ amanah zakat dari umat Islam Cl.l walftu pagi hari, maka ba’da
ghuhur, zakat tersebut sudah terbagi habis kepada mustahiq, teru-

tama fakir miskin.

Dana Baitul Mal juga banyak dipergunakan untuk memerde-
kan budak, sehingga Baitul Mal ini berjasa besar dalam menghapus

sistem perbudakan di wilayah Islam.

dukung
tem Baitul M

Pada fase awal Islam, terutama era Khalifah Umar Ibnul Khat-
tab, Baitul Mal sudah membiayai sarana dan prasarana umum seperti
pembangunan jalan raya, jembatan, dan irigrasi pertanian. Disamp-
ing itu pemerintah dan ulama wajib mengawasi proses dan menem-
patkan aparat yang disiplin dan paling jujur. Demikian pula kontrol
dari masyarakat dan lembaga pengawasan independen lain tak boleh
diabaikan peranannya. Walaupun belum seluruhnya, kebijakan dan
langkah pemerintah berikut akan sangat mendukung keberhasilan
program e program pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi

umat.

Globalisasi adalah suatu proses yang multi*dimensi, meliputi
ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi. Fenomena globalisa-
si terwujud dalam bentuk penyempitan waktu dan ruang dalam
hubungan sosial. Artinya hubungan sosial antara individu dengan
masyarakat maupun antar masyarakat dalam suatu negara bahkan
antar negara telah menjadi begitu transparan, tidak lagi mengenal
batas-batas politik. Perkembangan yang begitu cepat dalam teknologi
informasi, perdagangan internasional, serta mobilitas tenaga kerja,
modal dan keuangan antar negara sejak tiga dasawarsa terakhir telah
mengakibatkan peran ekonomi suatu negara secara individual ter-
hadap perekonomian global menjadi semakin kurang penting atau
kurang berarti. Tentunya, proses ini telah dan akan mempengaruhi
suatu konstruk sistem sosial suatu masyarakat yang telah mapan sela-
ma ini, Sejauh mana pengaruh ini, ditentukan oleh bagaimana sebuah

:“ﬂs)'larakat atau negara itu memberikan respon terhadap globalisasi
ersebut,
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d. Merancang Pembangunan Sosial Pada Tingkat Lok
Alternatif Penanggulangan Pengangguran Dj Pede, ::: Sebuah
n

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya b
dekatan pembangunan sosia} berupaya untuk m enSiHErgii Wa .
dari pembangunan ekonomi dan Pem.bangunan Sosial ;ln iy
gram penanggulangan pengangguran di pedesaan yang berbaa- M
pembangunan sosial, dimensi 'sos1a1 perlu dikedepankan SISPﬂda
aktifitas ekonomi yang didesain untuk meningkatkan kese ;glkuﬁ
masyarakat. Para pendukung pendekatan pembangunan Sg:; Nteray,
caya bahwa pemerintah harus membangun ikilim yang kondulai o
pengembangan usaha ekonomi kecil lokal yang dapat men, ljé bay
kesempatan bagi orang pengangguran untuk mengelola sumberrfkan
mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekogg?m

mereka.

Menurut Soedjito, urgensi masyarakat dalam pembangun;
nasional hendaklah mengambil pilihan yang lurus dengan berpi
jak pada tata nilai yang berorientasi pada kepentingan masyarak
pedesaan. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan sua
tu proses untuk mempengaruhi perubahan sosial berdasarkan atas
serangkaian tata nilai tertentu. Dan ini juga dikuatkan oleh penda
pat Moeljarto (1985) sebagaimana dikutip dalam Soedjito (1987) yang
mengatakan dalam waktu yang lama juga masyarakat pedesar
rr.1a51h akan merupakan determinan structural pembangunan ni
sional yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan
nasional kita. Apabila kta cermati dua pendapat tokoh sosial diatas
bahwa keberhasilan dalam sebuah pembangunan adalah tak terlep

beranjak dari pedesaan, karena desa mencerminkan arah pembang®
nan bangsa,

. nas?g?jka oleh sebab itu hendaklah kita memperhatikan bagall;:‘;
b - fall para pengangguran di pedesaan sekarang ini, memang
bf?nar.klta ketahui lewat mass media bahwa pengganggural suda
bary :Ltekan bumi Aceh, tapi kenyataan yang kita lihat bahwd ™™
runyke] ;’ aar:: penganguran di pedesaan, apakah tim survey )I"‘ESkan
survey? E; gzn menggunakan kalender musim ketika MCCt |,
kan paél’a] “t‘;itan atas pertanyaan ini adalah bisa saja survey &
dari penulis N” panen di masyarakat, tapi itu semua ad " ah
harapkan ke amun yang perlu kita harapkan sekarang e ‘] e
¢pada policy makers agar benar-benar melakuka!
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nggulangan pengangguran ini dengan serius.
a

Pemilihan program pengembar_lgan ekonomi lokal untuk pen-
anggula“ gan pengangguran bukan tidak beralasan. Pengembangan
ekonomi Jokal yang berba51s. pada kelompok masyarakat yang ber-
pendapatan rendah harus difokuskan bukan hanya pada individu
P au keluarga tetapi juga masyarakat. Thomas Ditcher (1989) mem-
perikan pikiran kritis dalam menekankan pengembangan masyarakat
Jalam aktifitas yang tidak meluas pada aktifitas ekonomi namun leb-
ih terfokus pada aspek non materi seperti meningkatakan hubungan
dan aktifitas masyarakat, juga meningkatkan kualitas kepemimpinan
masyarakat. Dalam konteks ini strategi partisipasi masyarakat harus
berusaha menciptakan usaha produktif yang dapat meningkatkan

pendapatan dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Intervensi sosial dapat dilakukan dengan mengadvokasi-
kan program pengembangan ekonomi lokal dengan program-pro-
gram bantuan sosial atau pelayanan sosial secara sinergis sehingga
masyarakat dapat mengembangkan aktifitas ekonominya sekaligus
hak-hak sosialnya juga dapat terpenuhi.

Konsep dasar pengembangan ekonomi lokal adalah suatu
proses dimana pemerintah setempat (local governments) mengatur
sumber daya setempat dan menciptakan pola kemitraan dengan sek-
tor swasta atau sektor publik untuk menciptakan lapangan pekerjaan
baru dan merangsang aktifitas ekonomi pada suatu wilayah ekono-
mi.( Suparjan, 2008). Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk
mendorong partisipasi masyarakat local untuk mengembangkan
sumber-sumber yang ada secara lebih mandiri dengan inisiatif yang
tumbuh secara lokal pula. Masyarakat harus dapat memamfaatkan
sumberdaya manusia, institusi dan fisik mereka untuk membangun
system ekonomi yang self-sustaining.

Pengembangan sumberdaya ekonomi local merupakan penum-
buhan suatu lokalitas secara sosial, ekonomi dengan lebih mandiri
berdasarkan potensi-potensi yang dimilki baik sumberdaya alam,
geografis, kelembagaan, maupun kewiraswastaan yang dilakukan
Padfl skala kecil (skala komunitas). Mengorganisasi dan mentransfor-
masi potensi« potensi tersebut merupakn titik sentral penggerak bagi
Pembangunan lokal.

Pemerintah lokal dapat ikut terlibat pada pengembangan

119

Scanned by CamScanner



Sosial

gendalian Masalal Mastizy

Pen
1 klA

. bagai cara. Pemerintah dapat berf,
ekonomi dalam ber X Tfunee:
pemrakarsa alktifitas pengembangan melalui pola kemitra:ebaga‘.

embang swasta atau sebagi pemegang posisi N
s:inmbzrllg atau jfga sebagai coordinator dan stimulator (1;; ie:l:il_i l:;
ekonomi dalam wilayahnya. i

Sedangkan tujuan dari pen.ge‘mbangan ekonomi Iocy
untuk meningkatkan jumlah variasl dan Ketersediaan ko, H&: iy
kerja untuk penduduk setempat. Hal ini memerlukan tipe " :

ang sesuai dengan komunitas atau keahlian sumberdaya me’]aan
dan keahlian dasarnya. Dalam menjalankan aktivitas inj pemea Nusy
sebagai partisipan ataun leader harus berinisiatif dan lebih aktifnsn
ran yang ingin dicapai dalam pengen}bangan ekonomi loka] a‘da?:;l
ertama, Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, e,
Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dan ke )
Peningkatan kesempatan untuk pemenuhan kebutuhan-kebumhaz
persoral dengan perbaikan komunitas (Edward J. Blakely , 199)

Mengimplementasikan pengembangan ekonomi lokal berar
membangun secara langsung kapasitas daerah lokal untuk mem
perbaiki masa depan ekonominya. Prioritas terhadap ekonomi local
dalam meningkatkan kapasitas produktif usaha ekonomi local, per
guisaha dan pekerja merupakan hal yang sangat penting. Kemam-
puan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya saat ini tergar
tung pada kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan pasar
yang cepat berubah dan makin berkompetitif.

Dimensi sosial dalam Penanggulangan pengangguran di pede
saan dapat ditempuh melalui penyusunan perencanaan sosial dit
ingkat Ipcal serbagai pendamping dalam program pengemabngﬂﬂ
ekonomi local. Disamping itu juga perlu disusun indikator keberhas

lan yang lebih bersifat sosial daripada indikator keberhasilan seca®
ekonomi.

C. Penutup

pulkan be-
an deng”
wujuds

berapaB:]rtdasarFan dari uraian diatas maka dapat disim
ernatif dalam mengatasi pengangguran dikaitk

pendekata i
= n perspektif pembangunan sosial dalam m¢
gunan, antara lain:
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Pcnanggulangan Pengangguran Dalam Perspektif Pembangunan Sosial

. Pendekatan pembangunan yang menyeimbangi antara pem-
n ekonomi dengan pembangunan sosial, dikarenakan
a rezim orde baru satu dimensi pertumbuhan ekono-
ensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

tan pembangunan sosial dalam penang-
gulangan pengangguran perlu didukung dengan komitmen
politik mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah
ditingkat lokal. Hal ini perlu dilakukan adalah untuk menjaga
Kkonsistensi kebijakan penanggulangan pengangguran dengan
kebijakan pembangunan lainnya, sehingga tidak terjadi perten-
tangan antara satu program dengan program lainnya.

Pendekatan Pemerintah Indonesia melalui Gerakan Nasional

banguna
pada mas:
mi gagal m

. Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerah-

kan semua unsur®unsur dan potensi di tingkat nasional dan
daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melak-
sanakan program penanggulangan pengangguran menjadi
salah satu tolak ukur kebijakan nasional dan regional dengan
birokrasi yang efisiensi sesuai dengan sustainable system de-

velopment.

_ Pemerintah dapat memanfaatkan fungsi sosial strategis BUMN

untuk mengurangi angka pengangguran melalui pember-
dayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena
BUMN memiliki Peran strategis menghasilkan barang dan atau
jasa untuk kemakmuran masyarakat, dan juga dapat memban-
tu pembinaan dan pengembangan UMKM (termasuk kopera-
si).

. Pendekatan pembangunan yang mencoba merubah pendeka-

tan sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi Islam (syari-
ah). Dengan didukung kerja sama antara pemerintah dengan
ulama dalam memanfaatkan dana pajak zakat dan wakaf se-
hingga hasil yang dicapai menjadi optimal, dengan mereal-
isasikan Baitul Mal dan pengelolaan bank-bank syariah, sistem
Baitul Mal merujuk kepada sejarah perjuangan Nabi, Khula-
faurrasyidin, hingga era kekhalifahan Islam. Islam mendapat
simpati dan dukungan di kalangan warga di Jazirah Arab ka-
rena melalui sistem Baitul Mal itulah Nabi dan para sahabat
membuat suatu sistem ekonomi yang berkeadilan dan mem-
bantu dhuafa.

. Keberhasilan program penanggulangan pengangguran di
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Saini, KM, Kearifan Lokal di arus Global, dalam Pikiran Raky at
Juli 2005 » Edi y

Masrizal, Dilema Kebijakan Sosial, Serambi Indonesig

—————, Masalah Sosial di Negeri Syariat, Koran Raja Posy edis;
Januari 2011 =

, Santnya Model Kesejahteraan Sosial, Koran Waspada 14 \e
.0]]

—————, Pileg Kescjahteraan Untuk Siapa, Koran Waspada, 28 \»
2014

Tentang Penulis

Masrizal, MA, TTL: Keumumu Hilir, Aceh Sela-
tan, 15 April 1984, Pendidikan terakhir, $2 Sosj-
ologi, Kosentrasi Kebijakan dan Kesejahteraan so-
sial UGM Yogyakarta, Istri, Ewi Mauliza, A Md,
Anak: Daffa Maulana, Pekerjaan: Dosen Sosiologi
Fak. Ilmu social dan Ilmu Politik Univ. Sy 1ah
Kuala. Dan Koordinator Program WDC Kota
Banda Aceh.

Pernah menjadi Koord. Peneliti pada Penelitian ten-
tang Dampak Bantuan Rumah Muslim Aid tert
Masyarakat Kampung Jawa, Banda Aceh, Keg
ARC dan Muslim Aid (Sept 2006- May 2007), Pen
pada Penelitian Tentang Keterlibatan Masyarakat d
mengakses bantuan Pasca Tsunami. AIPRD- ACARP
di Aceh Besar, Aceh Jaya And Aceh Barat(A
September 2007), Asisten Peneliti pada Penel
tentang Penyelesaian Sengketa Tanah pasca Tsunami
di Kecamatan Lhoknga, A. Besar, Max Planck Insti-
tute Germany (Oktober 07 - February 2008), Pe
pada Penelitian tentang melihat Tingkat ket |
masyarakat rentan terhadap bantuan Multt L‘cwr Fund
In PascaTsunami di Banda Aceh. (Agust-Sept 2008),
Peneliti pada Penelitian  Maskulinity, kerjasama ¥
dan UNIFEM (April- Agustus 2010). Asis
pada Pepelinan Tentang Pemetaan Sosial
Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, y
Aceh lastitute dan ICALOS Unsyiah {Janvari -
2010), Peneliti pada Penelitian pem
kegiatan pemberdayaan ['!\\.U'“\.‘s'

AcchTamiang Kerjasama Fisip Unsyi
uAcch Tamiang \‘?.m’...m
penclitt pada Penelittan Tentang Sister
LSM terhadap Usaha mikro Pemberdayaan §
Kota Banda Aceh WDC- Ford Foundation( Maret-
Juni 2012 ), Penclitt pada Penelitian tentang Pro-
gram Good Practise Kota Banda Aceh (Musrena,
GSE dan KEFTSPY UNFGL {University Network Fo

rempuan
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~vernance Innovation), Unsyiah, Unhas,
Goverma e nuari- Februari 2012), K tan, g
dan Unair. (Januart - Konsy]gy,, “Nl

Penelitian Pemetaan Daerah Rawan Bencapg Sosiala(la
Aceh. Kemensos - RI- Dinsos  Provinsi Acep, (Apr‘?l
‘ ‘ ’ 1l

Agustus 2013)

Buku yang pernah diterbitkan yaitu Tokoy, If'lform,
Dalam Pt’lllberdn]/ﬂﬂ” MﬂS]/{li‘nk{lt, dalam Buky Wa'a(}:
Nanggroe Endatu : Percikan Pemikiran Intelekmal
Aceh- Jogja, Diva Press, Yogyakarta, (2011), Angj;
sis Pengembangan Usaha Ekonomi Perempyap, d
Kota Banda Aceh,2012, Samudra Biru, YOgyakarta
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kearifan Lok
(editor), 2012, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, Se;,
itu juga menulis sejumlah jurnal ilmiah yaity 1)
Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial dalam .
lam, Jurnal Komunikasi STAI Dirundeng Meulaboj
edisi Juli- Oktober 2009. 2) Media dan Perubahan Sg-
sial, Jurnal Komunikasi STAI Dirundeng Meulaboh
edisi November 2009- Februari 2010. 3) Mengendl
Pekerjaan Sosial dan Metode Pemberdayaan Ma-
syarakat, Jurnal Albayyan Fak. Dakwah JAIN Ar-
Raniry, Edisi Januari- Juni 2010, Penanggulangan
Pengangguran di Pedesaan Dalam Perspektif
Pembangunan Sosial, (Rural Unemployment
Eradication from a Social Development Perspective)
Jurnal Sosiologi USK FISIP Unsyiah, Banda Acef
Volume 1, No.1, Desember 2012

Artikel/Opini yang ditulis juga sering menghias
Sejur.nlah media masa seperti Harian Aceh, Aceh
Institute, Raja Post, Waspada dan Serambi Indo-

nesia serta dj beberapa website seperti Websit®
Aceh Institute,
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"= perempuan terkaitpen étahuanglokal.Artlkela‘artll?el yangiditt .s;‘ygl.w,l,;“
‘”"fg:gk gahpélektro:ik gaik lokal maupun naslona’l,;fspes‘lﬂgé‘ dalam"bidang
g kajiannya masalah sosial. Penelitian:dan pengabdian:kepada mag.xarakat
-~ 'yang dilakukannya berkenaan dengan berbagal\isu:Isuiyangsbehublngan
. "~ dengan masalah sosial’atau konflik sosial’ dalamybuku*ini. saya*sangat 4
= | ‘memberikan apresiasi‘yang. dalam karena beliau. mampu_ menampllkan  (
" sesuatu yang bemnuansa akademik untuk dibaca oleh‘kalangan mana‘s!_’s’wa
~ yang' mengambil bidang studi: sosial " (Soslolog|: Pekerjaan “'sosial,
.= . Pengembangan Masyarakatlslam, Pembangunan Sosial dan Kesejahtera]gr!
: ~‘dan ilmu Sosial lainnya). Dan juga bagi akademisi'danpraktis serta politisi
. yang memiiliki kepekaan terhadap. permasalahan sosfal; kKhususnya'di Aceh_
dan umumnya,di Indonesia‘apa yang diutarakan dalam karya ini'menjadi
rujukan awal untuk: melahirkan ‘kebijakan-kebijakan yang pro. terhadap
masyarakatmarjinal. :

((Khairulyadi MHSc, Sekretaris Program Studi Sosiologi FISIP Unsyiah Banda
~ Aceh) : , ; :

Saya sangat berharap kepada mahasiswa bidang studi sosial untuk
‘membaca buku ini, sebab karya ini menawarkan perspektif penanganan
masalah sosial melalui kearifan lokal. Disamping itu saya memberikan
apresiasi yang dalam kepada sosiolog muda yang produktif ini, disamping

kesibukan sebagai dosen juga pengamat sosial, beliau menyempatkan
menulis karya yang berharga ini, yang lahir. dari' pengalaman penelitian
individunya sendiri, dengan dirangkum menjadi sebuah buku rujukan. Atas

alasan itu menurut hemat saya sangat balk untuk dijadikan referensi oleh
para akademika, politisi, dan praktisi . yang .bergerak dibidang sosial
kemasyarakatan.

(Dr. Kusmawati Hatta, MPd, Direktur Women Development Centre Kota

Banda Aceh, dan Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
BandaAceh)

menawarkan perpektif baru dala
kearifan lokal.
(Dr. Ishak Hasan, M.Si; Dosen Pendidikan Ekono

mi FKIP. Unsyiah dan
Pemah menjabat Pembantu Dekan | Fsip Unsyiah Po 1

riode 2007-2014)
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